BUPATI DONGGALA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN DONGGALA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

bahwa Pemerintah Daerah menerapkan Standar
Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan
Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh
setiap Masyarakat secara minimal. Penerapan SPM
diprioritaskan bagi Masyarakat yang berhak memperoleh
Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;

bahwa berdasarkanPasal 21 ayat (2) point (a) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu mengatur
Penerapan StandarPelayanan Minimaldalam Peraturan
Bupati;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar pelayanan
Minimal di Kabupaten Donggala;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



Menetapkan :

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia| Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 6178);

5. Pf:r::ttur::mI Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan‘ Meneri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN |BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN DONGGALA

|
. BABI
KETENTUAN UMUM

3 Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat.

Standar Pelaya_nan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM
adalah ketentua_n mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap masyarakat secara minimal.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari
tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan
pemenuhan {Pelayanan Dasar, penyusunan rencana
pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan
Pelayanan Dasar.

Kebutuhan Dasar Masyarakat adalah barang dan/atau jasa
dengan kualit%as dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh
oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka
penyediaan bé;xrang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang
berhak diperoleh oleh setiap masyarakat secara minimal.
Mutu Pelayaxllan Dasar adalah ukuran kuantitas dan
kualitas bara'ng dan/atau jasa kebutuhan dasar serta
pemenuhanny'a secara minimal dalam Pelayanan Dasar
sesuai dengan standar teknis agar hZidup secara layak.
Masyarakat aldalah orang bangsa Indonesia asli dan orang
bangsa lain !yang disahkan sesuai dengan ketentuan
peraturan pérundang undangan dan berdomisili di
Kabupaten Donggala.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan mengg‘u_nakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasi;l yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

—~



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakall‘l oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan
keluaran da{am rangka mencapai hasil suatu program.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat
ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam
bentuk keluaran atau hasil.

Kementerian'/Lembaga Pemerintah NonKementerian adalah
kementerlan/ lembaga pemerintah Non Kementerian yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di
daerah. 5

Rencana Pexlnbangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Penl1bangunan Tahunan Daerah yvang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategls Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode S (lima) tahun.

Rencana, Ketj]a Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk penodle 1 (satu) tahun.

Anggaran Perildapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapl«!:an dengan Perda.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan.

Pembiayaan gdalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

Hari adalah han kerja.

Standar Tekms adalah standar jumlah dan kualitas barang
dan/atau Jas|a sumber daya manusia dan petunjuk teknis
atau tata cara pemenuhan standar.

Monitoring adalah kegiatan pemantauam untuk memperoleh
informasi secara terus-menerus sehingga hasil sesuai
dengan tujua_:n yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah kegiatan penilaian di akhir kegiatan untuk
melihat pencrllpaian dari program yang dijalankan.

Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Donggala.

Daerah Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah




27.

28.

Pemerintah Daerah adalahBupati dan perangkat daerah
sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Kabupaten
Donggala.

Bupati adalah Bupati Donggala.

BAB II
RUANG LINGKUP
' Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.

o po o

Pelaksanaan;

Monitoring dan Evaluasi;

Sanksi;

Sosialisasi dan Partisipasi;dan
Pendanaan.

BAB III

TAHAPAN PENERAPAI‘;\I DAN PENGHITUNGAN PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

(1) Pemerintah Da:lerah menerapkan SPM untuk pemenuhan
Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang
berhak diperoleh setiap Masyarakat secara minimal.
Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan bagi Masyarakat yang berhak memperoleh
Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

(2)

(1)

\
l Pasal 4

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
untuk Kabupaten Donggala terdiri atas:

s

CPECRT IR0 A0 O

pend1d1kan anak usia dini;

pendidikan dasar;

pendidika_n: kesetaraan;

pelayanan :kesehatan ibu hamil;

pelayanan 'kesehatan ibu bersalin;

pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

pelayanan kesehatan balita;

pelayanan ;kesehatan pada usia pendidikan dasar;
pelayanan ‘kesehatan pada usia produktif;

pelayanan ‘kesehatan pada usia lanjut;

pelayanan }cesehatml penderita hipertensi;

pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus
yang melel:nahkan daya tahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus);

pernenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

penyedlaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;



(3)

r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi
korban bencana;

s. fasilitasi plenyediaan rumah yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah
Daerah;

t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

u. pelayanan informasi rawan bencana;

v. pelayanan! pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana;

w. pelaya.nan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

X. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
kebakaramn;

y. rehabilitaéi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar
di lnar panti;

Z. rehabﬂlta81 sosial dasar anak terlantar di luar panti;

aa. rehabﬂ1tas1 sosial dasar lanjut usia terlantar di luar
panti; |

bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya
gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana bagi korban bencana
Kabupateﬂ Donggala.

Ketentuan meﬁgenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan Standar Teknis yang

diatur oleh menten teknis yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan WaJ1b yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur

Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Perangkat Da(;erah Pelaksana Urusan teknis menyusun

standar pada seluruh Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada

pasal (2)untuk! ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan
standar Operaslional Prosedur ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Perangkat Daerah.

i

Bagian Kedua

Tahapan
Pasal 5

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dilakukan dengan tahapan:
a. pengumpulan.data;
b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
C. penyusunan renca_na pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

(1)

Pasal 6
Perangkat Daerah melakukan  pengumpulan data
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 5 huruf a mencakup:
a. jumlah dal:l identitas lengkap Masyarakat yang berhak
memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar
secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan

Mutu Pela3:ranan Dasarnya; dan



(2)

(3)

(4)

()

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia,
termasuk _]urnlah sarana dan prasarana yang tersedia.
Pengumpulan dgata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban
umum dan pelindungan masyarakat, dan sosial juga

dilakukan terllladap jumlah dan kualitas sumber daya

marnusia yang t!ersedia.

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan
(2) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk
pencapaian 100% (seratus persen) dari target dan Indikator
kinerja pencapaian SPM

Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—und'angan.

Ketentuan mengenai Target dan Indikator Kinerja pencapaian
SPM setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7
Perangkat Daelrah menghitung selisih antara jumlah barang
dan/atau jasa, sarana dan prasarana dan sumber daya
manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan
pelayanan dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa,
sarana prasan;a dan sumber daya manusia yang tersedia.
Jumlah barang dan/atau jasa, sarana prasarana dan
sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)} diperoleh dari pihak badan usaha milik
negara/badan :usaha milik daerah, lembaga non pemerintah,
masyarakat da:n /atau Pemerintah Daerah.
Hasil penghitl.?ngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan
Dasar dengan berpedoman pada Standar Biaya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undanngan.

Pasal 8
Perangkat Daerah menghitung Masyarakatyang berhak
menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh
barang dan/ ata'u jasa kebutuhan dasar masyarakat secara
minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu
pelayanan dasarnya.
Penghitungan |sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM.
Masyarakatyang berhak menerima Pelayanan Dasar yang
tidak mampu | sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikarenakan:
a. miskin atau| tidak mampu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau
dijangkau sendiri;
c. kondisi bencana; dan/atau




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

d. kondisi lain, yang tidak memungkinkan untuk dapat
dipenuhi sendiri.

Pasal 9
Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan
Pelayanan Dasér sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan pengh.iFungan masysarakat yang berhak menerima
pelayanan dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD
dan RKPD. '
Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana
pemenuhan P(?Iayanan Dasar berdasarkan penghitungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD
dan Renja PD slasuai dengan tugas dan fungsi.
Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu
tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 10

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang

dimuat dalam. dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan

RPJMD meliputi:

a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan
dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian
kebutuhan drfslsar oleh Pemerintah Daerah;

b. gambaran pciengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan, | khususnya dikaitkan dengan besaran
anggaran yaﬁg diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan
dasar; |

c. permasalahap dan isu strategis daerah, khususnya
dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk
setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;

d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan
daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah
Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan
program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;

e. kerangka pendanaan pembangunan dan program
Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program
Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan
dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan

f. kinerja penyqlenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya
dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam
pencapaian p‘emenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang

dimuat dalam QOkumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RKPD

meliputi: ;

a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan
dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan
kegiatan Perflmgkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan

dasar masyaltakat;




(4)

b.

kerangka ckonomi dan keuangan daerah, khususnya
dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan
bagi pemenu:han kebutuhan dasar masyarakat;

. sasaran dan: prioritas pembangunan daerah, khususnya

untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat galam rencana kerja tahunan;

. rencana ketj;a dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan

dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana
indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam
pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; dan

. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya

dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam
pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Penyusunan r:encana pemenuhan Pelayanan Dasar yang
dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat {2) dilakukan pada saat perumusan
Renstra PD meliputi:

a.

gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Kkhususnya
dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat;

.permasalahajn dan 1isu strategis Perangkat Daerah,

khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang
dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat;

.tuyjuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan

penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat;

. strategi danarah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan

memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam
pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;

. rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan,

khususnya 'dikaitkan dengan program, kegiatan, sub
kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan
yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan
dasar masyatfrakat; dan

kinerja per:lyclenggaraan bidang urusan, khususnya
dikaitkan éienga.n indikator kinerja daerah dalam
pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Penyusunan f)encapaian rencana pemenuhan Pelayanan
Dasar yang dil:nuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan pada saat
perumusan Renja PD meliputi:

a.

hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan
dengan up:aya optimalisasi pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat;

. tujuan da:ll sasaran Perangkat Daerah, khususnya

dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; dan

.rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah,

khususnya :dlkaltkan dengan dengan program, kegiatan,
dan alokasi| dana indikatif dan sumber pendanaan yang



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

{2)

(3)

(4)

disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat.

Pasal 11

Perangkat Da?rah yang melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan
program, keglatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan
Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan
Renja PD.
Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program,
kegiatan dan | sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar
setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD
dan Renja PD.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran
program, keg;ialtan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan
Dasar dalam APBD.

Anggaran pro,'gram, kegiatan dan sub kegiatan disusun
berdasarkan | rencana pemenuhan Pelayanan Dasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12
Perangkat Dae|rah melaksanakan program, kegiatan dan sub
kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana

pemenuhan Pe'layanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam

|
Pasal 9 ayat (1).
Perangkat Dae:rah menetapkan target pencapaian program,
kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima

Pelayanan Das'ar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 13
Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa penyediaan barang
dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia
yang dibutuh]:san dan/atau melakukan kerjasama daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan p!emenuhan Pelayanan Dasar bagi masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Pemerintah
Daerah dapat :
a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar
bagi Masyarakat yvang berhak memperoleh Pelayanan
Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi
masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan
ketentuan 1|3eraturan perundang-undangan; dan/atau
b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan
barang da:n/ atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk
bantuan lainnya.
Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana,
sumber daya| manusia yang dibutuhkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar
Teknis SPM.
Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan




|

pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap tahapan
Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penghitungan Pencapaian SPM
Pasal 15

(1) Penghitungan | Pencapaian SPM  dilakukan dengan
menggunakan Indeks Pencapaian SPM.

(2) Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
b. capaian penerima pelayanan Dasar.

(3} Capaian Mutu;Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf/a merupakan capaian mutu minimal layanan
dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator Kkinerja
pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya
manusia seusia dengan standar teknis.

(4) Capaian penerima pelayanan dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh
melalui target dan indikator kinerja,

Pasal 16
Ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah
tercantum dalaxq lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II1

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 17

(1) Menteri melalyi Direktur Jenderal Bina Daerah berwenang
mengoordinasikan penerapan SPM secara nasional.

(2) Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan
SPM di Kabupaten Donggala.

Pasal 18
(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:
a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
(2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibent‘uk Tim Penerapan SPM Kabupaten.

Pasal 19
(1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 18
ayat (2), terdiri atas:




v

. Penanggung Jawab : Bupati;

. Ketua : Sekretaris Daerah;
. Walkdl Ketua : Kepala Badan Perencanaan;
. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
atau sebutan lain; dan
. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

2. Kepala Dinas Kesehatan

3. Kepala Dinas PU

4. Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan

| Pertanahan

5. Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja

Kepala BPBD

Kepala Dinas Sosial

5 8. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah

9. Inspektur Inspektorat

10.dan/atan OPD lain sesuai
dengan kebutuhan.

No

(2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dlbentuk Tim Penerapan SPM Kabupaten.

a.

mengoordmasﬂ(an rencana aksi Penerapan SPM dalam
bentuk PeEraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian
Tata Pemerlntahan Kabupaten,;

melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah
provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;

melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat
Daerah pengampu SPM;

mengoordmamkan pendataan, pemutakhiran dan
sinkronisasi terhadap data terkait Penerapan SPM secara
periodik; |

mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen
perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan
SPM tenntegra31 ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk
pembmaaril umum dan teknisnya;

mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen
penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan
SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan
belanja daferah;

mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber
pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk
Penerapan: SPM daerah Kabupaten;

mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis
Penerapan: SPM daerah;

mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah;
melakuka{l sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan
masyarakat sebagai penerima manfaat;

menerima| dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat
terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan



penerapan dan pencapaian SPM daerah, termasuk laporan
yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi
Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;

l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan
melakukan| analisis sebagai rekomendasi untuk
perencanaan tahun berikutnya;

m. melakukan !rapat secara berkala; dan

melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama

melalui sis’fcem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara

triwulan.

(2) Tim Penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan atau
sebutan lain. |

(3) Tim Penerapan SPM Kabupaten dalam melaksanakan tugas
berkoordinasi ciengan Tim Penerapan SPM Provinsi.

! Pasal 20

(1) Untuk membantu Tim Penerapan SPM Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibentuk Sekretariat

(2) Sekretariat Tim sebagaimana pada ayat (1) berkedudukan di
Bagian Tata Pemerintahan atau sebutan lain

B

; BAB IV
| PELAPORAN
Pasal 21
(1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan
Penyelenggaraa:n Pemerintahan Daerah vyang dilakukan
selama 1 (satt;l) tahun anggaran dan disampaikan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2) Materi laporan! Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil,
kendala dan kétersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
(3) Selain memuat materi sebagaimana dimaksud pada ayat(2),
Laporan Penerapan SPM provinsi dalamlaporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harusdilaporkan
untuk dicantﬂlmkan pada rekapitulasi Penerapan SPM

Kabupaten olel'll Provinsi.
|

Pasal 22

(1) Bupati menyampaikan laporan SPM Kabupaten Donggala
kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

(2) Laporan Penerapan SPM melalui Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan :Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21
ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan Laporan
Penyelenggaraalm Pemerintahan Daerah dan laporan
Penerapan SPM.

(3) Laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud pada pasal
21 ayat (1) tercémtum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahklan dari Peraturan Bupati ini.



: Pasal 23
(1) Laporan Penérapan SPM disampaikan Bupati dilakukan
secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.
(2} Bupati rnenyampaikan laporan sebagimana dimaksud ayat (1)
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 24

Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,

Pasal 22 dan Pasal 23 digunakan :

a. untuk melihat| perkembangan Penerapan SPM di daerah;

b. untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat;
dan I

c. sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan
insentif dan| disinsentif kepada Pemerintah Daerah
berdasarkan |ketentuan peraturab perundang-undangan

dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
|

i Pasal 25
Ketentuan mengénai sistematika pelaporan Penerapan SPM
melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dlm?ksud dalam Pasal 21 ayat {1) dan Pasal 22 ayat
(2) dan laporan scara friwulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (3): tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

! BAB VI
PEMBII\EAAN DAN PENGAWASAN
| Pasal 26

(1) Gubernur seﬁagai wakil pemerintah pusat melaksanakan
pembinaan dan pengawasan Pereapan SPM Daerah secara
umum dan teknis.

(2) Bupatimelaks%makan pembinaan dan pengawasan Penerapan
SPM daerah Kabupaten.

Pasal 27
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan me;ngenai pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

; Pasal 28
(1) Pendanaan p'embinaan dan pengawasan penerapan SPM
bersumber dan anggaran pendapatan dan belanja daerah

KabupatenDonggala

(2) Selain penda1|1aan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), juga dapatbersumber dari pendapatan lainnya

yang sah dan tidak mengikat.




BAB V
KF;TENTUAN PENUTUP
| Pasal 29

Peraturan Bupati im': mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini |[dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Donggala.

Dii:etapkan di Donggala

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
|

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,
ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUP;ATEN DONGGALA TAHUN 2022 NOMOR

|
Salinan sesuai dengan as'h'nya :

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Nip. 19790609 200502 1 002
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A. FORMAT TAHAPAN PENERAPA:N SPM
I. URUSAN PEMERINTAHAN B¥DANG PENDIDIKAN

A. PENGUMPULAN DATA PENDIDIKAN

FORM 1.A.1

FORM 1.A.2

FORM 1.A.3

FORM 1.A4

FORM 1.A.5

FORM 1.A.6

B. PERHITUNGAN
PENDIDIKAN

FORM 1.B.1

I
REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK
ANGKAi PARTISIPASI KABUPATEN/KOTA

REKAPI’:I‘ULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK
JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

REKAPI’II‘ULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS
HASIL BELAJAR KABUPATEN/KOTA

REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA
PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR:
LITERASI DAN NUMERASIKABUPATEN/KOTA

REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK

LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)KABUPATEN/KOTA

REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA
KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR
KABUPATEN/KOTA

KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU
MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN
KABUPATEN/KOTA

DASAR

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

FORM 1.C.1

RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN
DAN KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN
/KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

FORM 1.D.1

FORM 1.D.2

REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM
PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

REKAPITULASI PENCAPAIAN PEMENUHAN
SPM PENDIDIKAN PER KABUPATEN/KOTA
|

E. CAPAIAN TARGET SP:NI PENDIDIKAN (REKAPAN)

FORM 1.E.1
FORM 1.E.2

CAPAIAN} TARGET SPM PENDIDIKAN

PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM
PENDIDIKAN (KABUPATEN/KOTA

II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
A. PENGUMPULAN DATA KESEHATAN
|

FORM 2.A.1

FORM 2.A.2

REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN
DASAR i KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

REKAPITiULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN/KOTA

s ]

!



B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
KESEHATAN

FORM 2.B.1 PERHITUlNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN,
BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN
PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR

KESEHA’Il‘AN DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORM 2.B.2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN
UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH
KABUPA'Il‘EN/KOTA

|
C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN

FORM 2.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN
RENCAN{& PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN

|
FORM 2.D.1 CAPAIAN| PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR

KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

E. CAPAIAN TARGET SPM KIESEHATAN (REKAPAN])

FORM 2.E.1 REKAPITpLASI CAPAJIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

|
III. BIDANG PEKERJAAN UMUM
A. PENGUMPULAN DATA PEKERJAAN UMUM
FORM 3.A.1 KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN DAERAH
KABUPA'lI‘EN JKOTA
FORM 3.A.2 KONDISI SPALD DAERAH KABUPATEN/KOTA

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PEKERJAAN UMUM

FORM 3.B.1 RUMAH ’iI‘ERLAYANI SPAM KABUPATEN/KOTA
FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD KABUPATEN/KOTA

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN

UMUM

FORM 3.C.1 RENCAN:A PEMENUHAN AIR MINUM
KABUPATEN/KOTA

FORM 3.C.2 RENCAN:A PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUILAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM

FORM 3.D.1 CAPAIA | LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN/KOTA
FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KABUPATEN/KOTA




E. CAPAIAN TARGET SPM PEKERJAAN UMUM (REKAP)

FORM 3.E.1

FORM 3.E.2

REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM
KABUPA’II‘EN /KOTA

REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA

IV. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

A. PENGUMPULAN DATA PERUMAHAN RAKYAT
1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI

KORBAN BENCANA | |
FORM 4.A.1  IDENTIFIKASI PERUMAHAN DILOKASI RAWAN
BENCANA KABUPATEN/KOTA
FORM 4.A.2  IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL  SEBAGAI
RELOKASI PERUMAHAN KABUPATEN/KOTA
FORM 4.A.3  PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA

BENCANA KABUPATEN/KOTA

2) FASILITASI PENYEDIAAN PERUMAHAN YANG LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG ’iI‘ERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

FORM 4.A.4
FORM 4.A.5
FORM 4.A.6

FORM 4.A.7

B. PERHITUNGAN

IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG
MENIMBULKAN BAHAYA DI KABUPATEN/KOTA
IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN
FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA
IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH
KABUPATEN/KOTA (<HA)

PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA

KEBUTUHAN PEMENUHAN  PELAYANAN

PERUMAHAN RAKYAT

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
KORBAN BENCANA

FORM 4.B.1

FORM 4.B.2

2) FASILITASI

FORM 4.B.3

FORM 4.B.4

!
PERHITQNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
KABUPA';I‘EN JKOTA

PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN
PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA
BENCANA KABUPATEN/XKOTA

DASAR

PENYEDIAAN PERUMAHAN YANG LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

PERHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI

PROGRA:M PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN

PEMEN[:JHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA




C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN
RAKYAT

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
KORBAN BENCANA

FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
KABUPATEN/KOTA

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
MASYAR{\KAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
KABUPA’I“EN /KOTA
D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT
1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
KORBAN BENCANA |
FORM 4.D.1 RINCIAN ’ CAPAIAN PELAKSANAAN SFM

MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
KABUPATEN/KOTA TAHUN-N

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN-N

E. CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT (REKAPAN])

FORM 4.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDAN G TRANTIBUMLINMAS
1) TRANTIBUMLINMAS - SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM (TRANTIBUM])
A. PENGUMPULAN DATA TRANTIBUM

FORM 5.A.1 PERKIRAEAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA
NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0 - 30
METER | DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN
PERKADA

IL‘ORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULAS] DAFTAR FASILITAS

! UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA
NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0 - 50
METER |[DARI LOKAS!I PENEGAKAN PERDA DAN
PERKADA

t
FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN
PERDA/PERKADA

FORM 5.A.4 REKAPITULAS] SARANA DAN PRASARANA YANG
DIMILIKIE OLEH OPD SATPOL PP

FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA YANG
DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS,
SATLINMAS)

FORM 5.A.6  REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN
DITEGAKKAN
FORM 5.A.7  REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK




FORM 5.A.8

AKIBAT |PENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA
DALAM RADIUS 0 - 50 METER

REKAPIT{JLASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA
NEGARA }YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA
DAN PERKADA DALAM RADIUS 0 - 50 METER

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN

TRANTIBUM

FORM 5.B.1

FORM 5.B.2
FORM 5.B.3

FORM 5.B.4

FORM 5.B.5

PERHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN
SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN
TRANTIBTH'MLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM

PERHITUPIGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP

PERHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN
KAPASITAS PERSONIL  SATPOL PP, PPNS,
SATLINM:\'—\S

PERHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN
PRASARA;NA SATPOL PP

PERHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN
PELAYAN‘{AN DASAR BAGI WARGA NEGARA YANG
TERKENA DAMPAK

DASAR

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM

FORM 5.C.1

FORM 5.C.2

FORM 5.C.3

RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM
TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM DAN
KERANG%(A PENDANAAN KABUPATEN/KOTA

RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP
KABUPA'I;‘EN /KOTA

RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA
KABUPATEN/KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM

FORM 5.D.1

FORM 5.D.2

FORM 5.D.3

REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR }SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN
TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN
ASET WA“RGA NEGARA KABUPATEN/KOTA

REALISA‘SI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA DAN
PMSAMNA KABUPATEN/KOTA

REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL
SATPOL PP KABUPATEN/KOTA

E. CAPAIAN TARGET SPM TRANTIBUM (REKAPAN)]

FORM 5.E.1

CAPAIAN ‘ TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

2) TRANTIBUMLINMAS-SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN (DAMKAR)
A. PENGUMPULAN DATA DAMKAR

FORM 5.A.1
FORM 5.A.2
FORM 5.A.3

PENDAT!?AN SPM DAMKAR KABUPATEN/KOTA
DAFTAR RELAWAN KABUPATEN/KOTA

DAFTAR | WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA




3)

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAMKAR

FORM 5.B.1

FORM 5.B.2

FORM 5.B.3

FORM 5.B.4

FORM 5.B.5

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAMKAR

FORM 5.C.1

LAYANAN RENSPONSE TIME PENANGGULANGAN
KEJADIA}\T KEBAKARAN 15 MENIT

LAYANAN  PELAKSANAAN  PEMADAMAN  DAN
PENGENDALIAN KEBAKARAN

LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN
EVAKUASI

LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN
KEBAKAI‘QAN

LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI
PASCA KEBAKARAN

PENYUSUNAN RENCANA PELAYANAN DASAR

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAMKAR

FORM 5.D.1
FORM 5.D.2

PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
(OPERASI NON KEBAKARAN) KABUPATEN/KOTA

E. CAPAIAN TARGET SPI\{I DAMKAR

FORM 5.E.1

CAPAIAN ! TARGET SPM

TRANTIBUMLIMAS — SUB URUSAN BENCANA
A. PENGUMPULAN DATA BENCANA

FORM 5.A.1

FORM 5.A.2

FORM 5.A.3

FORM 5.A.4

FORM 5.A.5

FORM 5.A.6
FORM 5.A.7

FORM 5.A.8

FORM 5.A.9

FORM 5.A.10

FORM 5.A.11

FORM 5.A 12

DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN
RAWAN BENCANA

DAFTAR ' KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU
WARGA NEGARA

REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA
BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA

REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI
KAWASAN RAWAN BENCANA

DAFTAR :PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT
BENCANA BERDASARKAN LOKASI PENUGASAN

;
REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH

DAFTAR | KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG
OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA

DAFTAR KETERSEDIAAN STOK
PENGUNGSIAN

DAFTAR| WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN
BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN
BENCANA)

DAFTAR| STATUS KORBAN BENCANA (DIISI DAN
DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCAN)

DAFTAR| PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP
DARURAT BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP
KEJADIAN BENCANA)

DAFTAR | KEJADIAN BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI
SETIAP KEJADIAN BENCANA)

LOGISTIK




B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
BENCANA

FORM 5.B.1 PERHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI
RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN
DAN KES|IAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

FORM 5.B.2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA

FORM 5.C.1 RENCAN}:X PEMENUHAN DAN KERANGKA PENDANAAN
UNTUK PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA
DAN PELL*\YANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
TERHADAP BENCANA

FORM 5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN
PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN
BENCANA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA

FORM 5.D.1 REALISA:SI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP
BENCANA

|
FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA])

E. CAPAIAN TARGET SPI\?I BENCANA (REKAPAN)]

FORM 5.E.1 PENENTUAN BOBOT TERTIMBANG (BT) PADA SPM
SUB - URUSAN BENCANA

FORM 5.E.2 REKAPITULASI KINERJA TAHUNAN SPM SUB -
URUSAN BENCANA

FORM 5.E.3 REKAPITULASI CAPAIAN TAHUNAN SPM SUB -
URUSAN|BENCANA
|
VI. URUSAN PEMERINTAHAN BllDAN G SOSIAL
A. PENGUMPULAN DATA SOSIAL

FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK
TERLANTAR LANJUT USIA TERLANTAR DAN
GELANDAN GAN PENGEMIS

FORM 6.A.2 REKAPI’QULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILTAS
TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA
TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG
MEMERLUKAN PELAYANAN DI DALAM PANTI
DAN/ ATJ;\U LEMBAGA BAIK MILIK PEMERINTAH
MAUPUN MASYARAKAT

FORM 6.A.3 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS
TERLANTAR ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA
TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG
MEMERLUKAN PELAYANAN DI LUAR PANTI DAN/ATAU
LEMBAGA(BERBASIS KELUARGA [/ MASYARAKAT /[
KOMUNIP‘AS)

FORM 6.A.4 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA
ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA




FORM 6.A.5 DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBER DAYA
MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSAIL (SDM KESOS)

FORM 6.A.6 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA
UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA SPM
BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

FORM 6.B.1 PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG
TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

FORM 6.B.2 PERHITUNGAN ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI
KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

FORM 6.B.3 PERHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG
TERPENUHI KEBUTUHAN DASARANYA DI DALAM
PANTI

FORM 6.B.4 PERHITUNGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG
TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

FORM 6.B.5 PERHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR
PENYANDANG  DISABILITAS TERLANTAR, ANAK
TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA
GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI

FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN
BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA
C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENODUAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

FORM 6.C.1 RENCANA PEMENUBHAN PENYANDANG DISABILITAS
TERLANTAR DALAM RANTI

FORM 6.C.2 RENCANA PEMENUYAN PENYANDANG ANAK
TERLANTAR DALAM PANTI

FORM 6.C.3 RENCANA PEMENUHAN
PANTI

FORM 6.C.4 RENCANA PEMENUHAN GELANDANGAN DAN
PENGEMIS LANSIA DALAM PANTI

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANYN DASAR SOSIAL

FORM 6.D.1 REALISASI PENCAPAIA \ PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR BAGI PENYAWDANY DISABILITAS DALAM PANTI

FORM 6.D.2 REALISASI PENCAPAIAN MENUHAN PELAYANAN
DASAR BAGI ANAK TERLANTAR DALAM PANTI

FORM 6.D.3 REALISASI PENCAPAIAR FIENUHAN PELAYANAN
DASAR BAGI LANS E RMANTAR DALAM PANTI

FORM 6.D.4 REALISASI PENCAPAVAN\ YAMENUHAN PELAYANAN
DASAR BAGI PENGE NN, Dy WGELANDANGAN LANSIA

NSIA TERLANTAR DALAM

DALAM PANTI :

FORM 6.D.5 REALISASI PENCA '\'\ MENUHAN PELAYANAN
DASAR BAGI PENYA \; DASABILITAS TERLANTAR,
ANAK TERLANTAR, LANRIA TERLANTAR GEPENG DI
LUAR PANTI

E. CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL (REKAPA
FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPMWROSML
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN, PENGHITUNGAN PENCAPAIAN, PELAPORAN PENERAPAN DAN FORMAT PENERAPAN

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No | Jenis Pelayanan Batas Batas
Dasar Indikator Target waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
1 | Pendidikan Jumlah Masyarakat usia 100% Setiap Jumlah 100% (sesuai | Setiap | Indikator mutu  minimal
Dasar 7-15 tahun yang tahun |barang,jasa | dengan jumlah | tahun layanan dasarberupa jumlah
————|-berpartisipasi-dalam—- - - ---{- -- —---- |dan-sumber-|-anak-usia 7-15 | ---—- |-barang,—jasa---dan—sumber
Pendidikan-dasar daya, tahun yang daya manusia sesuai dengan
Rata-rata kemampuan Meningkat | Setiap manusia akan dipernuhi) yang ditetapkan dalam
literasi dan numerasi siswa dari hasil tahun standar teknis pelayanan
berdasarkan hasil dua tahun minimal bidang pendidikan
Asesstmen Nasional sebelumnya
2 | Pendidikan JumlahWarga 100% Setiap Jumlah 100% Setiap
Kesetaraan Negara usia 7- 18 tahun tahun barang, {sesuaiDengan | tahun
yang belum menyelesaiakan jasa dan jumlah anak
Pendidikan dasar dan atau sumber daya usia 7-18
Menengah yang manusia tahun yang
perpartisipasi dalam belum
Pendidikan kesataraan menyelesaikan
Rata-rata kemampuan Meningkat | Setiap Pendidikan
literasi dan numerasi siswa dari hasil tahun dasar atau
berdasarkan hasil Asesmen | dua tahun menengahyang
Nasional sebelum akan dipenuhi
nya
3 | Pendidikan Jumlah Masyarakat usia 5- 100% Setiap Jumlah 100% Setiap .
Anak Usia Dini 6 Tahun yang berpartisipasi tahun | barang, jasa | (sesuai dengan | tahun

dalam Pendidikan PAUD

dan sumber
Daya
manusia

jumlah Anak

usia 5-6 tahun

yang akan
dipenuhi)




2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

: Batas Batas
Jenis Pelayanan
No Dasar Indikator Target wak.tu Indikator Target wakF v Keteranga
capaian capaian n
1 | Pelayanan kesehatan | Jumlah ibu 100% Setiap Jumlah barang 100% (sesuai Setiap Indikator
ibu hamil hamil yang mendapatkan tahun dan/atau jasa, dengan jumliah ibu tahun mutu
pelayanan kesehatan sumber daya hamil yang akan minimal
manusia dan dipenuhi) pelayanan
tata cara dasar
pemenuhan berupa
2 | Pelayanan kesehatan | Jumlah ibu 100% Setiap Jumlah barang 100% (sesuai Setiap barang
ibu bersalin bersalin yang tahun dan/atau jasa, dengan jumlah ibu tahun dan/atau
mendapatkan pelayanan sumber daya bersalin jasa,
kesehatan manusia dan tata | Yang akan dipenuhi) sumber
cara pemenuhan daya
3 | Pelayanan Kesehatan {Jumlah bayi 100% Setiap Jumlah barang 100% (sesuai Setiap Manusia
bayi baru lahir | baru lahir yang tahun dan/atau jasa, dengan jumlah bayi | tahun dan
mendapatkan sumber daya manusia baru lahir tatacara
pelayanan kesehatan dan yang akan dipenuhi) pemenuha
Rata-rata kemampuan Meningkat Setiap tata cara pemenuhan n sesuai
literasi dan numerasi siswa | dari hasil tahun dengan
berdasarkan hasil Asesmen | dua tahun yang
Nasional sebelum ditetapkan
nva dalam
4 | Pelayanan keschatan | Jumlahbalita 100% Setiap Jumlah barang 100% (sesuai Setiap standar
balita yangmendapatkan tahun dan/atau jasa, dengan jumlah tahun teknis
pelayanan kesehatan sumber daya balita yang akan pemenuha
manusia dan tata dipenubhi) n mutu
cara pemenuhan pelayanan
5 | Pelayanan kesehatan | Jumlahanak 100% Setiap Jumlah barang 100% Setiap dasar pada
pada usia pendidikan | Pada usiapendidikan dasar tahun dan/atau jasa, (sesuai dengan tahun SPM
dasar yangmendapatkan sumber daya manusia | jumlah anak usia bidang
Pelayanan kesehatan dan tata cara Pendidikan dasar kesehatan
pemenuharn yang akan dipenuhi)
6 | Pelayanan kesehatan | JumlahMasyarakatusia 100% Setiap Jumlah barang 100% Setiap
pada usia produktif produktif tahun dan/atau jasa, (sesuai dengan tahun
yangmendapatkan sumberdaya jumlah Masyarakat
Pelayanan kesehatan manusiadan tata usia produktif yang
carapemenuhan akan
dipenuhi)
7 | Pelayanankesehatan | Jumlah Warga Negara usia 100% Setiap Jumlah barang 100% (sesuai Setiap




pada usia lanjut lanjut yang mendapatkan tahun dan/atau jasa, dengan jumlah tahun
pelayanan sumber daya Masyarakat usia
Kesehatan manusia dan tata lanjut yang akan
cara pemenuhan dipenuhi)

8 | Pelayanan kesehatan | JumlahMasyarakat 100% Setiap Jumlah barang 100% (sesuai Setiap
penderita penderita hipertensi usia tahun dan/atau jasa, dengan jumlah tahun
hipertensi 15 tahun ke atas sumberdaya manusia Masyarakat

yangmendapatkan dan tata cara Penderita hipertensi

pelayanan pemenuhan usia 15 tahun ke

keschatan atas yang akan
dipenuhi)

9 | Pelayanan keschatan | JumlahMasyarakat 100% Setiap Jumlah barang 100% (sesuai Setiap
penderitadiabetes penderita diabetes melitus tahun dan/atau jasa, dengan jumlah tahun
melitus usia 15 tahun ke atas sumber daya Masyarakat

yangmendapatkanpelayana manusia dan tata | penderita diabetes
n kesehatan cara pemenuhan melitus usia 15
tahun ke atas yang
akan dipenuhi)

10_| Pelayanan kesehatan | JumlahMasyarakatdengan 100% Setiap Jumlah barang 100% Setiap
orang dengan gangguan jiwa berat yang tahun dan/atau jasa, (sesuai dengan tahun
gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan sumber daya jumlah Masyarakat

kesehatan manusia  dan tata dengan gangguan
cara pemenuhan jiwa berat yang akan
dipenuhi)

11 | Pelayanan kesehatan | JumlahMasyarakatterduga 100% Setiap Jumlah barang Setiap
orang terduga tuberkulosis yang tahun dan/atau jasa, tahun
tuberkulosis mendapatkan pelayanan sumber daya

kesehatan manusia  dan tata
cara pemenuhan

12 | Pelayanan keschatan | Jumlah Masyarakat dengan 100% Setiap Jumlah barang 100% Setiap
orang dengan risiko risiko terinfeksi virus yang tahun dan/atau jasa, (sesuai dengan tahun
terinfeksi virus yang | melemahkan daya tahan sumber daya jumlah Masyarakat

melemahkan daya
tahan tubuh manusia
{Human
Immunodeficien cy
Virus)

tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus)
yang mendapatkan
pelayanan

kesehatan

manusia dan tata
cara pemenuhan

dengan resiko
terinfeksi virus yang
melemahkan daya
tahan tubuh
manusia (HIV) yang
akan dipenuhi)




3. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar
No Jenis Pelayanan ‘E:;?i 5:;3
Dasar Indikator Target . Indikator Target . Keterangan
capaian capaian
1 | Penyediaan Jumlah Warga 100% Setiap Jumlah 100% (sesual dengan Setiap Indikator mutu
kebutuhan pokok | Negara yang tahun barang jumlah Masyarakat tahun minimal layanan dasar
air minum sehari- | memperoleh dan jasa yang memperoleh berupa barang dan jasa
hari kebutuhan pokok air kebutuhan pokok air sesuai dengan yang
minum sehari- hari minum sehari- hari ditetapkan dalam
yang akan dipenuhi) standar teknis
2 | Penyediaan Jumlah Masyarakat 100% Setiap Jumlah 100% (sesuai dengan Setiap SPM Bidang
pelayanan yang mempercleh tahun barang jumlah Masyarakat tahun Pekerjan Umum dan
pengolahanair layanan pengolahan air dan jasa yang memperoleh Perumahan Rakyat
limbahdomestik limbah domestik layanan pengelahan
air limbah domestic
yang akan dipenubhi)

4. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM BidangPerumahan Rakyat

Iindikator Kinerja Pencapatan

Penerima Layanan Dasar

I

Mutu Minimal Layanan Dasar

. Batas Batas
Jenis Pelayanan
No Dasar Indikator Target wak.t Y | Indikator Target wak'tu Keterangan
capaian capaian

1 | Penyediaan dan Jumlah Masyarakat korban | 100% | Setiap | Jumlah 100% (sesuai dengan jumlah Setiap Indikator mutu
rehabilitasi rumah | bencana yang memperoleh tahun barang Masyarakat korban bencana tahun | minimal layanan dasar
yang layak huni rumah layak huni dan jasa | yang memperoleh rumah layak berupa barang dan jasa
bagi kerban huni yang akan dipenuhi) sesuai dengan yang
hencana ditetapkan dalam

2 | Fasilitasi Jumlah Masyarakat yang 100% | Setiap | Jumlah 100% Setiap standar teknis
penyediaan terkena relokasi akibat tahun barang (sesuai dengan jumlah Warga tahun SPM Bidang Pekerjan
rumah yang layak | program Pemerintah dan jasa Negara yang terkena Umum dan Perumahan
huni bagi Daerah yang mempercleh relokasi akibat program Rakyat
masyarakat fasilitasi penyediaan Pemerintah Daerah yang
Yang terkena rumahyang layak huni memperoleh fasilitasi
relokasi program penyediaan rumah yang layak
Pernda huni yang akan dipenuhi)




5. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

No Jenis Pelayanan \]3:13181 5:@3
Dasar Indikator Target . Indikator Target . Keterangan
capaian capaian
1 | Pelayanan JumlahMasyarakatyang 100% | Setiap Jumlah 100% (sesuai denganjumlah Setiap Indikator
ketenteraman dan | memperoleh layanan akibat tahun barang, jasa Masyarakat yang tahun mutu
ketertiban dari penegakan hukum Perda dan sumber | memperolehlayananakibatpenega minimallayan
Umum dan Perkada daya kanhukumperda dan perkada an dasar
manusia Yang akan dipenuhi) berupa
2 | Pelayanan JumlahMasyarakat yang 100% | Setiap Jumlah 100% (sesuaidenganjumlah Setiap barang, jasa
informasi rawan memperoleh layanan informasi tahun barang, jasa WargaNegara yang memperoleh tahun | dansumberda
bencana rawanbencana dan sumber layananinformasirawanbencana ya manusia
daya yang akan dipenubhi) sesual dengan
manusia yang
3 | Pelayanan JumlahMasyarakatyang 100% | Setiap Jumlah 100% (sesuai dengan jumlah Setiap ditetapkan
pencegahan dan memperoleh layanan tahun | barang, jasa Masyarakat yang memperoleh tahun Standar
kesiapsiagaan “Pencegahan dan kesiapsiagaat T 7777 T7{ dan sumber ~layarian pencegahan dan Teknis-Mutu—
terhadap bencana | terhadap bencana daya kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan
manusia yvang akan dipenuhi) Dasar Sub
4 | Pelayanan Jumlah Masyarakatyang 100% | Setiap Jumlah 100% (sesuai dengan jumlah Setiap Urusan
penyelamatan dan | memperoleh tahun barang, jasa Masyarakat yang memperoleh tahun | Ketenteraman
evakuasi korban layananpenyelamatan dan dan sumber layanan penyelamatan dan dan
bencana evakuasi korban bencana daya evakuasi korbanbencana yang Ketertiban
manusia akan dipenuhi) Umum di
5 | Pelayanan JumlahMasyarakat yang 100% | Setiap Jumlah 100% (sesuai dengan jumlah Sctiap | Provinsidan
penyelamatan dan | memperoleh layanan tahun | barang, jasa Masyarakat yang memperoleh tahun kabupaten
evakuasi korban penyelamatan dan evakuasi dan sumber layanan penyelamatan dan
kebakaran korban kebakaran daya evakuasi korban kebakaran yang
manusia akan dipenuhi)




6. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

N
!

Batas Batas
No | Jenis Pelayanan Dasar Nidilatig Target wak'tu Indikator Target wak.tu Keterangan
capaian \ capaian
1 | Rehabilitasi sosial Jumlah Masyarakat penyandang 100% | Setiap Jumlah 100% (sesuai dengan Setiap Indikator
dasar penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh tahun barang, jasa jumlah masyarakat tahun mutu
disabilitas terlantar di rehabilitasi sosial di luar panti dan sumber nyandang disabilitas Minimal
luar panti daya manusia erlantar yang akan layanan
dipenuhi) dasar
2 | Rehabilitasi sosial Jumlah anak Terlantar yang 100% | Setiap Jumlah 100% (sesuai dengan Setiap berupa
dasar anak terlantar di | memperoleh rehabilitasi sosial di luar tahun barang, jasa ah anak terlantar tahun jumlah
luar panti panti dan sumber ng akan dipenubhi) barang,
daya manusia \ jasa dan
3 | Rehabilitasi sosial Jumlah Masyarakat lanjut usia 100% | Setiap Jumlah 10Q%Ysesuai dengan Setiap sumber
dasar lanjut usia terlantar yang memperoleh tahun barang, jasa ju Masyarakat tahun daya
terlantar di luar rehabilitasi sosial di luar panti dan sumber L{ynj{¢ usia terlantar manusia
Panti daya manusia kan dipenuhi) sesuai
4 | Rehabilitasi sosial Jumlah Masyarakat gelandangan dan | 100% | Setiap Jumlah 00% Setiap dengan
dasar tuna sosial pengemis yang memperoleh tahun barang, jasa (SQgux¥ d&ngan jumlah tahun yang
khususnya rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dan sumber rakat ditetapkan
gelandangan dan luar panti daya manusia gAndMgan dan dalam
pengemis di luar panti &en 1§ yang akan standar
i uhi) teknis
5 | Perlindungan dan Jumlah masyarakat korban bencana | 100% | Setiap Jumlah 2o &ai dengan Setiap Pelayanan
Jaminan sosial pada yang memperoleh perlindungan dan tahun barang, jasa j asyarakat tahun minimal
saat tanggap dan paska | jaminan sosial pada saat setelah dan sumber kor ana yang bidang
bencana bagi korban tanggap darurat bencana bagi korban daya manusia‘\ uhi) sosial
bencana bencana \




PROVINSI

KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 1.A.1 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI

SULAWESI TENGAH
DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW V)

ANGKA PARTISIPASI

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)

ANGKA PARTISIPASI KASAR

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

PERBANDINGAN APS ANAK USIA 5-
6 TAHUN KUINTIL TERENDAH

MURNI (APM) PENDIDIKAN APK ANAK USIA 7 SAMPAI DENGAN 15
ANAK USIA DINI/RA/ SD/MI/PAKET A (APK) DENGAN APS ANAK USIA 5-6
SEDERAIA’l/ SMP/MTS/PAKET B. TAHUN TAHUN KUINTIL TERTINGGI
JUMLAH JUMLAH JUMLAH ANAK ‘ USIA 5.6 TARUN
- N
JENIS PESERTA | POPULASI JUMLAH ANAK USIA13 (TIGA [JUMLARANAKL 0 (HANAK | USIA o8 TARON YANG
No | PEIAYANAN |DIDIK USIA| ANAK USIA5- |  JUMLAH USIA 7 (TUJUH) JUMLAH | BELAS) SAMPAI U]UH) OSTAY CTOIUI) NG BERPARTISIPASI
S-6 TAHUN| =~ 6 TAHUN | ANAKYANG | SAMPAI DENGAN | ANAK YANG | DENGAN 15 g PADA PAUD
DASAR AMPAI SAMPAI DENGAN | BERPARTISIPASI
YANG PADA BERSEKOLAH | 12 (DUA BELAS) | BERSEKOLAH | (LIMA BELAS) | LRNGAN 15 | 15 (LIMA BELAS) AU FORMAL DAN
MENGIKUT| KAB/KOTA | DIJENJANG | ~TAHUN PADA’ | DIJENJANG | TAHUN PADA | yva’BFLAS A BELA DA PAUD | NONFORMAL
I PAUD YANG SD/MI/PAKE | KAB/KOTA YANG | SMP/MTS/PA | KAB/KOTA | (A& BVRAR) | [ n AYANG | NONFORMAL | DARIKUINTIL
FORMAL | BERSANGKUT TA BERSANGKUTAN KET B YANG DA A | R A O N, TERTINGGI
_DAN NON AN BERSANGKUTA ARI KUINTIL | PADA KAB/KOTA
FORMAL - e — YAN
BERSANGKUTAN
1 F; 3 7 5 3 7 g g 10 71 32
Pendidikan
1 Anak Usia Dini
TK/RA/BA/K
/sPs/TPA
Pendidikan
Dasar (SD/
2 |MI/ SMP/
MTS/
Kesetaraan)

- Jumlah Peserta Didik bersumber dari data Kemendikbudristek
- Jumlah Penduduk Usia Sekolah bersumber dari data Kemendikbudristek
- , Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12 '

1 Nomor urut

: Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

: Jumlah peserta didik usia 5-6 tahun yang mengikuti PAUD formal dan non formal
: lumlah populasi anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan

: Jumlah anak yang bersekolah di jenjang SD/MI/Paket A
: Jumlah anak-usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan
: Jumlah anak yvang bersekolah di jenjang SMP/MTS/Paket B
: jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 {lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan
: jumlah anak usia 7 {tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang bersekolah
: jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas} tahun pada kab/kota yang bersangkutan

: Proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dari kuintil terendah
: proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dari kuintil tertinggi pada kab/kota yang bersangkuta

N



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SULAWESI TENGAH
DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW V)

KECUKUPAN FORMASI] GURU ASN
UNTUK SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA

PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK
YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN

INDEKS DISTRIBUSI GURU

(SD/SMP/Kesetaraan)

SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENGAWAS /PENILIK (SD/SMP/KESETARAAN)
PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN).
JENIS PELAYANAN GURU (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)
NO DASAR JOMLAH FORMASI
GURU ASN YANG | JUMLAH LULUSAN PROGRAM |JUMLAH LULUSAN INDEKS
JUMLAH FORMASI|  DIBUTUHKAN GURU PENGGERAK DI PROGRAM GURU INDEKS DRSS
GURU ASN YANG | BERDASARKAN KAB/KOTA YANG DIANGKAT | PENGGERAK DI DISTRIBUSI CURLRIBUSL
DIAJUKAN DATA DARI MEN]JADI KEPALA SEKOLAH KAB/KOTA GURU TAHUN N o
KEMENDIKBUDRIST |  DAN PENGAWAS SEKOLAH TERSEBUT -
g 2z 3 4 5 [} 7 1]
1 Pendidikan Anak Usia
Dini
2 Pendidikan Dasar

Jumlah formasi guru ASN yang diajukan bersumber dari Kemdikbudristek
Jumlah fermasi guru ASN yang dibutuhkan bersumber dari Kemdikbudristek
Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah bersumber dari Kemdikbudristek
Jumiah lulusan program guru penggerak di kab/kota tersebut bersumber dari Kemdikbudristek
Indeks distribusl guru tahun N bersumber dari Kemdikbudristek
Indeks distribusi guru tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek
Data aka n tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

ng pehdidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

: Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan berdasarkan data dari Kemendikbudristek
: Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah
: Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bida

Kolom 3  :Jumlah formasi guru ASN yang diajukan
Kelom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7 : Indeks distribusi guru tahun N
Kolom8 : Indeks distribust guru tahun N-1




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 1.A.3 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR

SULAWESI TENGAH
DONGGALA

2022 (TW I/ TW I/ TW 11l TW iV)

KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SD/ M1/ SMP/ MTS/
Kesetaraan)

KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SD/ M1/ SMP/ MTS/
Kesetaraan)

RATA-RATA NILAI LITERASI

JENIS RATA-RATA NILAI NUMERASI
NO PELAYANAN TAHUN N SEMUA PESERTA RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA RATA-RATA NILAI NUMERASI
ASESMEN NASIONAL DIKURANGI ASESMEN NASIONAL DIKURANGI
DASAR TAHUN N-1 SEMUA PESERTA TAHUN N-1 SEMUA PESERTA
RATA-RATA NILAI LITERASI ASESMEN NASIONAL RATA-RATA NILAI NUMERASI S ESTEN NAclonar
TAHUN N-1 SEMUA PESERTA TAHUN N-1 SEMUA PESERTA
ASESMEN NASIONAL ASESMEN NASIONAL
1 2 3 4 5 &
Pendidikan Dasar
. |(sp/ M/ smpy
MTS/
Kesetaraan)

Nilai literasi tahun N bersumber dari Kemdikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

: Nomor urut

Nilai literasi tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek

Milai numerasi tahun N bersumber dari Kemdikbudristek

Milai numerasi tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek

Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

: Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

: Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
: Rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

: Rata-rata nilai numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

: Rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional




FORM 1.A.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR : LITERASI DAN NUMERASI

PROVINSI SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW V)
PERBEDAAN SKOR LITERASI PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA
PERBEDAAN SKOR NUMERASI
B O LR A A A AR N NGA DENCAN | ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI | (AR VR e iR RSl
DAN PEREMPUAN (SD/ Mi/ SMP/
PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ | STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH MTS EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/
Kesetaraan) DAN TINGGI (SD/ M/ SMP/ MTS/ Kesetartam) M1/ SMP/ MTS/
Kesetaraan) Kesetaraan)
IS UTHRATATIOR | SCORLITERAS | parpara RAMRASOR | R TRRASO"
NO | PELAYANAN RATA-RATA RATA-RATA SKOR PESERTA DIDIK y RATA-RATA SKOR
DASAR | SKOR LITERASI LITERAS | DR s, | DARUKELUARGA | Ny MERAST NUMERASI | JSPRiA e8| DARLKELUARGA
PESERTA DIDIK | PESERTA DIDIK | peneaN STATUS | PENGAN STATUS | ppoprTa piDIK| PESERTA DIDIK | RENGANSTATUS | DENGAN STATUS
LAKI LAKI PEREMPUAN | o511, EKONOMI SOSIAL LAKI LAKI PEREMPUAN | ¢noral, EKONOMI | SOSIAL EKONOMI
BERDASARKAN | BERDASARKAN EKONOMI BERDASARKAN
RENDAH BERDASARKAN RENDAH TINGGI
ASESMEN | ASESMEN | ppppASARKAN TINGGI ASESMEN ASESMEN BERDASARKAN BERDASARKAN
NASIONAL NASIONAL | ~BERDASARKAN |- gpRDASARKAN | fasional | NASIONAL— | BERD e AN | B R
NASIONAL ASESMEN NASIONAL NASIONAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pendidikan
Dasar (SD/
1 |Mi/ SMP/
MTS/
Kesetaraan)

r F ] [} i ] ] T T

skor literasi peserta didik laki laki bersumber dari Kemdikbudristek
skor literasi peserta didik perempuan barsumber dari Kemdikbudristek
skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah bersumber dari Kemdikbudristek
skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber darl Kemdikbudristek
skor numerasi peserta didik laki laki bersumber dari Kemdikbudristek
skor numerasi peserta didik perempuan bersumber dari Kemdikbudristek
rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional bersumber dari Kemdikbudristek
rata-rata skor numerasi peserta didik darf keluarga dengan status sosial ekonomi tinggl berdasarkan Asesmen Nasional bersumber dari Kemdikbudristek
Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGA N:

Kelom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kelom &
Kolom 6
Kolom 7
Kolem 8
Kolom 8
Kolom 10

: Nomor urut

: Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

: rata-rata skor literasi peserta didik Iaki laki berdasarkan Asesmen Nasional

: rata-rata skor literasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional
: rata-rata skor literasl peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional
: rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional

: rata-rata skor numerasi peserta didik laki laki berdasarkan Asesmen Nasional

: rata-rata skor numerasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasicnal
: rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional

' rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 1.A.5 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DIN!I (PAUD)

SULAWESI TENGAH

DONGGALA

2022 (TW I/ TW I/ TW 11/ TW V)

PENINGKATAN FPROPORSI JUMLAH SATUAN
PAUD YANG MENDAPATKAN MINIMAL
AKREDITASI B

PERTUMBUHAN PENDIDIK PAUD
DENGAN S1/DIV

RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PAUD

JENIS
NO | PELAYANAN JUMLAH SATUAN JUMLAH PERSENTASE PERSENTASE JUMLAH PENGAWAS
Cnonm PAUD YANG KESELURUHAN SATUAN| [ PoSsBR TAne e oatp | SEKOLAH UNTUK TK
MENDAPATKAN PAUD YANG TELAH DITAMBAH JUMLAH | JUMLAH SATUAN PAUD
DENGAN S1/DIV | DENGAN S1/DIV
AKREDITASI MINIMAL|  DIAKREDITASI DI S ANE N | PADA TAHUN N PENILIK PAUD
B KAB/KOTA TERSEBUT NONFORMAL
1 2 3 4 5 [ 7 a
—Pendidikan
1 Anak Usia
Dini

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

: Nomor urut

: Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

Jumlah Satuan PAUD_bersumber dari Kemdikbudristek.
Jumlah pendidik PAUD bersumber dari Kemdikbudristek
Jumlah pengawas dan penilik bersumber dari Kemdikbudristek
Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

: Jurnlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi minimal B
: Jumlah keseluruhan satuan PAUD yang telah diakreditasi di kab/kota tersebut
: Persentase pendidik PAUD dengan $1/DIV pada tahun N

: Persentase pendidik PAUD dengan 51/DIV pada tahun N-1

: Jumlah pengawas untuk TK ditambah jumlah penilik PAUD nonformal
: Jumiah satuan PAUD




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 1.A.6 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR

SULAWES|I TENGAH
DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW L/ TW 1V)

NO

JENIS PELAYANAN
DASAR

INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ M1/ SMP/
MTS/Kesetaraan)

INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI
SATUAN PENDIDIKAN (SD/ M1/ SMP/ MTS/
Kesetaraan)

INDEKS IKLIM KEAMANAN
RATA-RATA SATUAN

PENDIDIKAN PADA TAHUN N

INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-
RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA
TAHUN N-1 BERDASARKAN
ASESMEN NASIONAL

INDEKS IKLIM KEBINEKAAN
DAN INKLUSIVITAS RATA
RATA SATUAN PENDIDIKAN
PADA TAHUN N

INDEKS IKLIM
KEBINEKAAN DAN
INKLUSIVITAS RATA-RATA
SATUAN PENDIDIKAN
PADA TAHUN N-1
BERDASARKAN ASESMEN
NASIONAL

2

]

1

Pendidikan Dasar (SD/
MIl/ SMP/ MTS/
Kesetaraan)

- Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan bersumber dari Kemdikbudristek
- Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata rata satuan pendidikan bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom &

: Nomor urut
: Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

: Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N

: indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Naslonal
: Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata rata satuan pendidikan pada tahun N

: indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas ratarata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 1.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN

+ SULAWESI TENGAH

: DONGGALA

D 2022 (TWI/TW I/ TW LI/ TW V)

KEBUTU | KETERSE | SELISIH HARGA KEBUTU
NO | PROGRAM | OUTCOME | KEGIATAN SUB KEGIATAN KELUARAN SATUAN HAN DIAAN (+/-) SATUAN HAN
: (OUTPUT) BIAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-8-9 i1 12
1 Program SPM | ¢ dud Kegiatan 1 | Pendataan anak usia dini untuk keperluan T di d P idi
Pen%iidikan 1{31{’,&; _lé ulk Pe?nenuhan identifikasi kebutuhan daya tampugg 1 ersedianya data eserta didik
Anak Usia tahun Layanan layanan untuk anak usia 5 [lima) tahun
Dini dasar SPM sampai dengan 6 {enam) tahun
PAUD
2 | Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya 2 | Terselenggaranya | Kegiatan
pendidilﬁgl anil,k usia d]gn%( gadf . sosialisasi
masyarakat paling sedikit f ua) kali per
tahun
3—|-Pengadaan-bantuan-biaya-pendidikan 1-3—|-Biaya-bantuan—|-Peserta-didik
keg)ada Peserta Didik dari keluar, aﬁpidak pendidikan
mampu agar mendapat layanan }?a ing
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
4 | Penyediaan layanan pendidikan anak usia 4 | Peserta didik Peserta didik
dini paling sedikit 1 (satu] satuan terlayani
pendidikan anak usia dini di setiap desa
5 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah 5 | Peserta didik Peserta didik
yang kekurangan daya tampung terlayani
6 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah 6 | Peserta didik Peserta didik
vang ditetapkan seba$al daerah terdepan, terlayani
terluar, dan tertingga
Kegiatan 1 | Pemberian layanan pendampingan bagi 1 | Terselenggaranya | Kegiatan
Pemenuhan satuan pendidikan anak usia dini paling pendampingan
alitas dan sedikit 1 (satu] kali dalam 6 ( enam% bulan
i emerataan
ayanan 2 | Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam 2 | Terselenggaranya | Kegiat
satuan wadah berbasis komunitas untuk Kegiatan glatan
meningkatkan kualitas layanan paling pelatihan/semina
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan r/
lokakarya
3 Snsialisas_iéce}:iz_ida ?atuan pendh@h}gan X 3 g'er_sellpnggaranya Kegiatan
menegnrL ualifslayanan pendiclion e
(satu) kali dalam 1 (satu) tabun ajaran
4 | Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan 4 | Terselenggaranya | Kegiatan
prasarana satuan pendidikan secara pemeriksaan
periodik palng sedikit 1 (satu} Kali datam 1 Kondis1 bangunan
(satu) tahun sarana dan
prasarana
£ | Pemeliharaan dan perbaikan terhadap 5 | Terselenggaranya | Kegiatan
kondisi sarana dan prasarana satuan pemeliharaan dan
pendidikan yang rusak perbaikan




KEBUTU

KEBUTU | KETERSE | SELISIH HARGA
NO | PROGRAM | OUTCOME | KEGIATAN KELUARAN SATUAN HAN
SUB KEGIATAN (OUTPUT) HAN DIAAN (+/-) | SATUAN | pgiava
1 2 3 4 5 6 7 5 9 10=8-9 11 12
Pemenuhan Pemetaan dan penataan penempatan untuk Tersedianya data | Pendidik dan
jumlah emerataan pendidik dan tenaga tenaga
pendidik dan ePendidikan paling sedikit 1 {satu) kali kependidikan
ﬁenag%_d_k dalam 1 [satu) tahun
ependidi
p an Pendistribusian pendidik dan tenaga Distribusi pendidi | Pendidik dan
kependidikan yang berkualitas untuk k dan tenaga tenaga
Eemerataan pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan
ependidikan
Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan Ajuan formasi Guru
ketentuan peraturan perundang-undangan guru
Penyediaan guru pembimbing khusus paling Penempatan guru | Kegiatan
sedikit 1 (satu) orang pada satuan Eembimbing
pendidikan yang menyelenggarakan husus
pendidikan inklusif
. ,Eenempal:an,lulusan,lp,endidikan dan _Penempatan _Kegiatan
pelatihan calon kepala sekolah/ilulusan kepala sekolah -
guru penggerak sebagai kepala sekolah
Penempatan lulusan pendidikan dan Penempatan peng | Kegiatan
pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan awas sekolah
guru penggerak sebagai pengawas sekolah
Pemetaan kecukupan jumlah pengawas Tersedianyadata | Pengawas
sekolah atau penilik untuk satuan atau penilik
pendidikan anak usia dini
Pemenuhan Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagt Peningkatan Kegiatan
kualitas endidik dan tenaga kependidikan yang kualifikasi dan
pendidik dan elum memenuhi kualifikasi dan kompetensi
tenaga kompetensi yang dipersyaratkan pendidik dan
kependidikan tenaga
kependidikan
Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan Beasiswa atau Pendidik dan
dalam peningkatan kualifikasi dan bantuan biaya tenaga
kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan kependidikan
kependidikan
Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang Kepala sekolah Kegiatan
belum memiliki sertifikat guru penggerak atau guru
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan mengikuti
guru penggerak pelatihan
2 Program SPM | % penduduk | Kegiatan Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) Tersedianya data | Peserta didik
Pendidikan usia 7-15 emenuhan sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang
Dasar tahun éiyanaglpM tidak bersekolah
asar —
SD/SMP/MI Pemberian biaya pendidikan kepada peserta Bantuan biaya Peserta didik
MTs/Paket didik dari keluarga tidak mampu sampai pendidikan

A/Paket B)

lulus




KEBUTU

KEBUTU | KETERSE | SELISIH HARGA
NO | PROGRAM | OUTCOME | KEGIATAN KELUARAN SATUAN HAN
SUB KEGIATAN (OUTPUT) HAN DIAAN (+/-) SATUAN BIAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 2 10=8-9 11 12

Penyediaan layanan pendidikan di wilayah

Peserta didik

Peserta didik

vang kekurangan daya tampung terlayvani
Penyediaan layanan pendidikan di wilayah Peserta didik Peserta didik
yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terlayani
terluar, dan tertingga
Pemenuhan Pembentukan komunitas belajar dan Terselenggaranya | Unit
kualitas dan memastikan guru, kepala sekolah, dan komunitas komunitas
emerataan engawas sekolah terlibat aktif dalam belajar
asil belajgrk komunitas tersebut
Peserta Didi
Ses /SMP ) ]vl[[ Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan Terselenggaranya | Kegiatan
MTs/Palet kompetensi kepala sekolah dan guru pelatihan/semina
A/Paket B) r
lokakarya
Pemenuhan Pemberian layanan pendampingan kepada Terselenggaranya | Kegiatan
kualitas dan— -satuan pendidikan-untuk mencegah - . . pendampingan __ _ . . o _ I
emerataan perundungan kekerasan pada anak paling
aSyanSahl/llP M sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
D [
MTs/Palet Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah Terselenggaranya | Kegiatan
A/Paket B) dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 Eemeriksaan
{satu) tahun ondisi bangunan
sarana dan
prasarana
Perbaikan terhadap kondisi bangunan Terselenggaranya | Kegiatan
satuan pendidikan yang rusak sedang pemeliharaan dan
dan rusak berat perbaikan
Sosialisasi kepada satuan pendidikan Terselenggaranya | Kegiatan
mengenai peningkatan kualitas layanan sosialisasi
termasuk pentininya inklusivitas dan
kebinekaan untuk mencegah diskriminasi
terhadap ekonomi, gender, fisik, agama,
suku, dan budaya kegada satuan
pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun ajaran
Pemenuhan Pemetaan dan penataan penempatan untuk Tersedianya data | Pendidik dan
jumlah emerataan pendidik dan tenaga tenaga
pendidik dan ePendidikan aling sedikit 1 (satu) kali kependidikan
f{enagagl_d_ka dalam 1 (satu] tahun
ependidikan
SII)’/SMP Pa Pendistribusian pendidik dan tenaga Distribusi pendidi | Pendidik dan
|[(et AfPaket kependidikan yang berkualitas untuk k dan tenaga tenaga
B) Remerataan pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan
ependidikan
Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan Ajuan formasi Guru

ketentuan peraturan perundang-undangan

guru




KEBUTU
KEBUTU | KETERSE | SELISIH HARGA
NO | PROGRAM | OUTCOME | KEGIATAN KELUARAN SATUAN HAN
SUB KEGIATAN (OUTPUT) HAN DIAAN (+/-) SATUAN BIAYA
1 3 4 5 6 7 a 9 10=8-9 11 1z
Penyediaan guru pembimbing khusus paling Penempatan guru { Kegiatan
sedikit 1 (satu) orang pada satuan Kﬁmbimbing
pendidikan yang menyelenggarakan usus
pendidikan inklusif
Penempatan lulusan pendidikan dan Penem;l)atan kepa | Kegiatan
pelatiban calon kepala sekolah/lulusan la sekalah
guru penggerak sebagai kepala sekolah
Penempatan lnlusan pendidikan dan Penempatan peng | Kegiatan
pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan awas sekolah
guru penggerak sebagal pengawas sekolah
Pemetaan kecukupan jumlah pengawas Tersedianya data | Pengawas
sekolah untuk satuan pendidikan
Pemenuhan Peninskatan kualifikasi dan kompetensi bagi Peningkatan Kegiatan
kualitas endidik dan tenaga kependidikan yang kualifikasi dan
JE— pendidik dan_ elum memenuhi_kualifikasi dan kompetensi
tenaga kompetensi yang dipersyaratkan pendidik dan T
kependidikan tenaga
SD/SMP/Pa kependidikan
et A/Paket . . . . .y
B} Pemberian beasiswa atau bantuan biaya Beasiswa atau Pendidik dan
pendidikan dalam peningkatan kualifikasi bantuan biaya tenaga
dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan kependidikan
kependidikan
Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang Kepala sekolah Kegiatan
belum memiliki sertifikat guru penggerak atau guru
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan mengikuti
guru penggerak pelatihan
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 3 : Diisi dengan outcome program pemenuhan SPM
Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor S0 Tashun 2019
Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output} dari kegiatan pemenuhan
Kolom 7 : Diis! dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
Kolom 8 : Dilsi dengan jumlah kebutuhan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah ketersediaan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
Kolom 10 : Diisi dengan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan (kolom 8 dikurang dengan kolom 9)
Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan per masing-masing bentuk pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan yang diperoleh dari perkalian kolom 10 dan kolom 11




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN

FORM 1.C.1 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN

SULAWESI TENGAH
DONGGALA

2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW V)

UMLAH 1 Z020 Z027
RO proaram OUTCOME KEGIATAN SUB KEGIATAN KELUARAN (OUTFUT) satuan | poasaRan | NGESR | sumnnm TARGA TARGA HARCA ) KONDIS| AKHIR
. [2019) (#019) TA¥GB SATIA g ]1}%] TA.]R_GB SATUA E.T&FAJ 'rm_}_GE TUA a E?A] 'rm;._cs SATUA u 5%\) TA’Fll_GE SATUAR | 1 SFA 2024
adtsy ot ity adta UTA) !
1 Z 3 L] 5 & 7 B 3 10 1T iz 13 14 15 16 i7 19 19 20 Z1 22 23 Zt 25 26
1 Prt])&ram % Kegiatan Pendataan anak usla dini untuk Tersedianya Data | Peserta
SP pendudulk emenuhan keperiuan identifikasi kebutuhan didik
Pendidikan ugia 5 - 6 ayanan daya tampung layanan untuk anak
Anak Usia tahun dasar SPM usia 5 (lima) tahtin sampai dengan 6
Dini PAUD {enam) tahun
2 | Penyelenggaraan sosialisasi Terselenggaranya Kegiatan
Eentingnya pendidikan anak usja dini Sosialisasi
epada masyarakat paling sedikit 2
[dua} kalf per tahun
Pengadaan bantuan blaya perdidikan Biaya bantuan Peserta
kepada Peserta Didik dari keluarga pendidikan didik
tidak mamEu agar mendapar layanan
aling sedikit 1 (satu} kali dalam 6
Fenam bulan
4 | Penyediaan layanan pendidikan anale Peserta didik Peserta
usia dini palin%(saedikit 1 (san..? terlayani didik
satuan pendidikan anak usia dini di
setiap desa
5 | Penyediaan layanan pendidikan i Peserta didik Peserta
wilayah yang kekurangan daya terlayani didik
tampung
&6 | Penyediaan ]asanan endidikan di Peserta didik Peserta
wilayah yang ditetapkan sebagai terlayani didik
daerah terdepan, terluar, dan
tertinggal
Kegiatan 1| Pemberian layanan E:ndamgingan Terselenggaranya Kegiatan
Pemenuhan bagi satuan pendidikan anak usia pendampingan
kualitas dini palinisedikit 1 (satu]) kali dalam
dan 6 (enam] bulan
emeratazn
ayanan 2 | Fasilitasi pertemuan guru/pendidik Terselenggaranya Kegiatan
satuan dalat: wadah berbasis komunitas Kegiatan
untuk mepningkatkan kualitas layanan pelatihan/semina
aling sedikit 1 {satu) kali dalam & T,
Fenam) bulan lokakarya
3 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan Terselenggaranya Kegiatan
mengenai kualltas layanan Sosialisasi
pendidikan anak usia dini yang
dilakukan paling sedikit 1 E’satuj kali
dalam 1 (satu) tahun ajaran
4 | Pemeriksaan kendisi bangunan Terselenggaranya Kegiatan
sarana dan prasarana satuan emeriksaan
pendidikan secara periedik palin, ondisi
sedikit 1 (satu) kall dalam 1 satu% bangunan sarana
tahun dan prasarana
5 | Pemeliharaan dan perbaikan terhadap Terselenggaranya Kegiatan
kondlsi sarana dan prasarana satuan Pemeliharaan
pendidikan vang rusak dan perbaikan
Pemenuhan 1| Pemetaan dan penataan pensmpatan TersedianyaData | Pendidik
jumlah untuk pemerataan pendidik dan dan
pendidik tenaga kependidikan paling sedikit 1 tenaga
dan tenaga (satu) kall dalam 1 (satu] tahun kependi

dikan




JUMLAH KASL 2020 2024
NO SASARAN SUMBER HARCA ARG A KONDIS] ARHIR
; FROGRAM ouTCome EsIATAN SuBREGATAN KELUARAN CoUTFUT) sATOAN FPENENG AN AGotsy | Toana TARGE | SATUA | Rp | TARGE | SATUA | Ep | TARGE | SATUA | Rp | TARGE SATOA na | TagcE JaRc Ep 2024
@ity | IA wlta | I0H adhy | U0 goh |UVTA | T [Gura | OUTA
T [ 3 L] 5 [ 7 ] El 10 T 1z 3 17 i85 5 17 18 5 Z0 21 23 Z3 IX) 73 ki
kependidika Pendistribusian pendidik dan tehaga Distribusi Pendidik
n kependidikan yang berkualitas untuk dan
Eemerabaan pendidik dan tenaga tehaga
ependidikan kependi
dikan
Pengajuan formasi guru ASN sesuai Ajuan formasi Guru
denpan ketentuan peraturan guru
perundang-undangan
Penyediaan guru pembimbing khusus Penempatan guru | Keglatan
paling sedikit 1 (satu) orang pada embimbing
satuan pendidikan yang usus
menyelenggarakan pendidikan
inklusif
Penempatan lulusan pendidikan dan Penempatan Keglatan
pelatihan calon kepala kepala sekolah
sekolah AAntusan guru g)enggerak
sebagal kepala sekela
Penempatan lulusan pendidikan dan Penempatan Kegiatan
pelatihan calen pengawas pengawas
sekolah/lulusan guru penggerak sekolah
sebagal penpgawas sekolah
_ Pemetaan kecukupan jumiah Tersedianya data Pengawa
pengawas sekolah atail penilik untuk s atau -
satuan pendidikan anak usia dini penilik
Pemenuhan Peningkatan kualifikasi dan Peningkatan Keglatan
kualitas kompetensi bagi pendjdik dan tenaia kompetensi
pendidik kependidikan yang belum memenuhi
dan tenaga kualifikasi dan kompetensi yang
kependidika dipersyaratkan
h
Beasiswa atau bantuan blaya Beasiswa atau Pendidik
Eendidikan dalam peningkatan bkantuan biaya dan
ualifikasi dan kempetensi pendidik pendidikan tenaga
dan tenaga kependidikan lkependi
1Kan
19. Fasilitasi kepala sekolah atau Kepala sekolah Keglatan
guru yang belum memilikl sertifikat atau puru
guru penggerak untuk mengikud mengikuti
pendidikan dan pelatihan guru pelatithan
penggerak
2 | Program % Kegiatan Pendataan warga negara usia 7. Tersedianya Data | Peserta
SP penduduk emenuhan (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) didik
Pendidikan | usia 7-15 ayanan tahun yang tidak bersekolah
Dasar tahun dasar SPM
][SD SMP/M Pemberian biaya pendidikan kepada Bantuan biaya Peserta
/MTs/Pake Peserta Didik dari keluarga tida pendidikan didik
tA/PaketB) mampu sampai lulus
Penyediaan layanan pendidikan di Peserta didik Peserta
wilayah yang kekurangan daya terlayani didik
tampung
Fenyediaan layanan pendidikan di Peserta didik Peserta
wilayah yang ditetapkan sebagal terlayani didik
daerah terdepan, terluar, dan
tertinggal
Pamenuhan Pembentukcan kamunitas belajar dan Terselenggaranye Unit
kualitas memastikan guru, kepala sekolah, koemunitas komunit
dan dan pengawas sekolah terlibat aktil belajar as

pemerataan

dalam kemunitas tersebut




ND EErieh ALoxasly | suMBER 23‘% T 2024 KONDIS! AKHIR
HA] HARGA ARCA
! PROGRAM OUTCOME KEGIATAR SUB KEGIATAN KELUARAN (OUTPLT) SATUAN PEMENIHAN ANGAASAN | "Dana TARGE s;n’;uﬂ Bp | Tance | skTUA | wp | vaRoE | SATUA | mo | TaRcE | SATUA | mp | TARGE SiaRch e w024
udta | O e |9V ity |09 adty |9V | T jgura | UV
T Z L] T g [ 7 [ L] ¢ 11 1z 3 L} 15 15 7 T L) Z0 5 22 Z3 FZ] 73 76
hasil belajar Pelatihan/fseminar/ lnkakarira Terselenggaranya Kegiatan
Peserta penguatan kompetensi kepala sekolah peladhan/semina
Didik dan guru T,
{SD SMP/M [okakarya
/MTs/Pake
tA{Pa et B}
Pemenuhan Pemberian layanan pendampingan Terselenggaranya | Kegiatan
kualitas kepada satuan pendidikan untul pendampingan
dan menecegah perundungan kekerasan
pemerataan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali
layanan dalam 6 {enam) bulan
/SMP/M
/MTs/Pake Pemerlksaan kondisi banﬁunan Terselenggaranya Kegiatan
tA/PaketB] sekolah dasar paling sedikit 1 [satu) emeriksaan
kali dalam 1 (satu] tahun ondisi
bangunan sarana
dan prasarana
Perbaikan terhadap kondisi bangunan Terselenggaranya Kegiatan
satuan pendidikan yang rusak sedang Pemeliharaan
dan _rusak berat dan perbaikan
Sosialisasi kepada satuan pendidilcan Terselenggaranya Keglatan
mengenal peningkatan kualitas Sosialisasi
layahan termasuk pentingnya
inklusivitas dan kebinekaan untulk
mencegah digkriminasi terhadap
ekonomi, gender, fisil,, agama, suku,
dan budaya kepada satuan
pendidikan pal nisedikit 1 (satu) kali
datam 1 (satu) tahun ajaran
Pemenuhan Pemetaan dan penataan penempatan Tersedianya Data | Pendidik
jumlah untuk pemerataan pendidik dan dan
pendidil tenaga kependidikan paling sedikit 1 tenaga
dan tenagl?a (satug) kali dalam 1 {satu) tahun kependi
kependidi dikan
n
(SD/SMP/P Pendistribusian pendidik dan tenaga Distribusi Pendidik
aket kependidikan yang berkualitas untuk dan
A/Paket B) Eemerafaan pendidik dan tenaga tenaga
ependidikan kependi
dikan
Pengajuan formasi guru ASN sesuai Ajuan formasi Guru
dengan ketentuan peraturan guru
perundang-undangan
Penyediaan guru pembimbing khusus Penempatan guru | Kegiatan
paling sedikit 1 [satu) orang pada Eembimhing
satuan pendidikan yang husus
menyelenggarakan pendidikan
inklusif
Penempatan lulusan pendidlkan dan Penempatan Keglatan
pelatihan calon kepala
sekolah/lulusan ruﬁenggerak
sebapgai kepala sekolal
Penempatan lulusan pendidikan dan Penempatan Keglatan
pelatihan calon pengawas
sekolah/lulusan guru penggerak
schapai pengawas sekolah
Pemetaan kecukupan jumlah Tersedianya tata Pengawa
pengawas sekolah untuk satuan s
pendidilkan
Pemenuban Peningkatan kualifikasi dan Peningkatan Kegiatan
kualitas kompetensi bagi pendidik dan tenaga kompetensi

pendidik

kependidikan yang belum memenuhi




KA FERDANAAN
NO[ procraM OUTCOME KEGIATAN SUB KEGLATAN KELUARAN (QUTPUT) SATUAN ShEAFAN AROARAN | SUMBER gﬁm —: KONDIS] AKHIR
. PEMENUHAN | [2615) DANA | 7apce | SaTuA | Rp | TARGE | SATUA 4 Rp | TARGE | SATUA | x| TARGE | SATUA | Ro | TARGE SN | Be 024
(llFl'A) gura) T UJJTA) quta) U&‘Ai ouTa) adty uta) ifuray | OUTA)
T 3 3 L] 5 [ 7 ] L] L] i1 Tz 13 bC) i5 16 17 10 15 3} ZZ 23 % % |
Ropondiatia || Hiperayaratan o oo yane
lE‘.‘iD/S!'cﬂ’/P Pemberian beasiswa atau bantuan Beasiswa atau Pendidik
APaket B) R R R b pondianen”" | tonnga
dan tenaga kependidikan ]rile ae:di
Fasilitasi kepala sekolah atau Kepala sekolah Keglatan
yang belum memiliki sertifikat guru atau guru
e dan pelatibon gury Peiabhan
penggerak
KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2  : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 3  : Diisi dengan outcome program pemenuhan SPM
Kolom 4 —diisi-dengan-nama-kegiatan pemenuhan-SPM-mengacu-pada Permendagri Nomor 90-Tahun-2019-— . . — .
Kolom 5 : Diisi dengan sub Kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 6 : Diisi dengan keluaran {output) dari kegiatan pemenuhan
Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun 2019
Kolom 9 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
Kolom 12 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
Kolom 13 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 9 dan 10
Kolom 14 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
Kolom 15 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
Kolom 16 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 12 dan 13
Kolom 17 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
Kolom 18 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
Kolom 19 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 15 dan 16
Kolom 20 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
Kolom 21 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
Kolom 22 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 18 dan 19
Kolom 23 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
Kolom 24 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
Kolom 25 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 21 dan 22
Kolom 26 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2



FORM 1.D.1 REALISAS|I PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

PROVINSI + SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA . DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 1 2022 (TW I/ TW I/ TW T/ TW 1V)
TARGET REALISASI CAPALAN (% SUMB
No KELUARAN (OUTPUT) SATUAN VOLUM KSEUJANGA ER PERMASALA SOLUSI
Rp VOLUME Rp FISIK HAN
E N DANA
1 2 2 < 5 & 7 g 9 10 11 12
1 | Jumlah data anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan Peserta didik
untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 {enam) tahun
2 Jumlah sostalisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat Kegiatan
3 | Jumlah peserta dari keluarga yang tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan agar Peserta didik
mendapat layanan (PAUD)
4 Jumlah peserta didik terlayani pendidikan anak usia dini (PAUD) Peserta didik
5 Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (PAUD) Peserta didik
b Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, Peserta didik
terluar, dan tertinggal (PAUDY - "™ _ o T T T - - Coo o e em e | — | - - - e - - R SO
7 { Jumlah pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini Kegiatan
8 | Jumlah kegiatan pelatihan/seminar/ Kegiatan
lokakarya guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas
layanan (PAUD)
9 | Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia Kegiatan
dini (PAUD)
10 | Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (PAUD) Kegiatan
11 | jumlah keglatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan Kegiatan
pendidikan yang rusak (PAUD)
12 | Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untule pemerataan pendidik dan tenaga Pendidik dan tenaga
kependidikan (PAUD) kependidikan
13 | Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan Pendidik dan tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) kependidikan
14 | Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Guru
(PAUD)
15 | Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (PAUD) Kegiatan
16 | Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru Kegiatan
penggerak sebagai kepala sekolah (PAUD)
17 | Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan gurn Kegiatan

penggerak sebagai pengawas sekolah (PAUD)




TARGET REALISASI CAPAIAN (%) SUMB PERMASALA
Ni ELUARAN {OUTPU SATUAN 1 OLUSI
0 K {! T} VOLUM Rp VOLUME Rp FISIK KEUANGA ER HAN S
E N DANA
18 | Jumlah data pemetaan Kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan Pengawas atau penilik
pendidikan anak usia dini (PAUD)
19 | jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang Keglatan
belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (PAUD)
20 | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan Pendidik dan tenaga
dalam peningkatan kualifikasi dan kempetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) kependidikan
21 | Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (PAUD) Kepgiatan
22 jumlah data warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang tidak Peserta didik
bersekolah
23 Jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan Peserta didik
sampai lulus (SD/SMP/Kesetaraan)
24 Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (SD/ Ml/ Peserta didik
SMP/ MTS/ Kesetaraan)
—25— _Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, Peserta didik
terluar, dan tertinggal (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan) e T T T - | s | e = | — -
26 | Jumlah komunitas belajar pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/ SMP/ Kesetaraan) Unit komunitas
27 Jumlah pelatiban/seminar/ Kegiatan
lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SD/ SMP/ Kesetaraan)
28 Jumah pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan Kegiatan
pada anak (SD/ SMP/ Kesetaraan)
29 | Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisl bangunan sarana dan prasarana (SD/ SMP/ Kesetaraan) Kegiatan
30 fumlah keglatan pemeliharaan dan perbatkan terhadap kondist sarana dan prasarana satuan Keglatan
pendidikan yang rusak (SD/ SMP/ Kesetaraan)
Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk Kegiatan
31 | pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminas! terhadap ekonomi, gender,
fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)
32 Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga Pendidik dan tenaga
kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan) kependidikan
a3 Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan Pendidik dan tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan) kependidikan
34 Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SD/ Guru
SMP/ Kesetaraan)
35 | Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (SD/ SMP/ Kesetaraan) Kegiatan




TARGET REALISASI CAPAIAN (%) SUMB [ Loonacara
N KELUA OUTPU SATUAN
4] RAN [ T) VOLUM Rp VOLUME Rp FISIK KEUANGA ER HAN SOLUSI
E N DANA
26 Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru Kegiatan
penggerak sebagal kepala sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)
37 Jumlah penempatan tulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru Kegiatan
penggerak sebagal pengawas sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)
38 Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan Pengawas atau penilik
pendidikan anak usia dini pada (SD/ SMP/ Kesetaraan)
39 Jumlal peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang Kegiatan
belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (SD/ SMP/ Kesetaraan)
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan Pendidik dan tenaga
40 | dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ kependidikan
Kesetaraan)
41 | Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (SD/ SMP/ Kesetaraan) Kegiatan
KETERANGAN:
Kolom1 :Nomor urut
Kolom 2 : Keluaran (output)
Kolom 3 :Satuan per jenis keluaran (output)
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
Kolom 5 :Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran {output)
Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 12

: Diisi dengan solusi yang bisa dilakuka




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN

SULAWESI TENGAH
DONGGALA
2022 (TW TW I/ TW LTI/ TW V)

CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND) CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR
ENIS LAYANAN CAPAIAN
No.| DASAR JUMLAH ANAK JUMLAH SISWA SPM KATEGORI
BERSEKOLAH/ CAPAIAN (%) TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
USIASEKOLAH
T AMAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KETERANGAN:
Kolom 1 :Diisi dengan nomor urut

Kolom 2  : Diisi dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah anak usia sekolah sesuai dengan jenis layanan dasar pendidikan dari Dukcapil
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah siswa yang bersekolah/tamat hasil dari penerapan SPM

Kolom 6 :Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal pendidikan (satuan pendidikan, PTK dan biaya personil peserta didik) yang berbasis penerima dan standar

Kolom 5 :Capaian (%) adalah jumlah siswa yang bersekolah/tamat dibagi dengan jumlah anak usia sekolah dikalikan 100%
teknis
Kolom 7  : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan

Kolom 8 : Capaian (%) adalah realiasi dibagi dengan target dikalikan 100%
Kolom 9 : Capaian penerima layanan ditambah dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua)
Kolom 10 : Kategori, yaitu sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN

FORM 1.E.2 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN (KABUPATEN/KOTA)

SULAWESI TENGAH

DONGGALA

2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW 1V)

MUTU PENDIDIKAN

PENERIMA MANFAAT

\’-‘ARTISIPASI PESERTA DIDIK

HASIL

NO. | JENISLAYANAN DASAR
SATUAN PENDIDIKAN | PENDIDIK PEAT\;LEI:S:QP UMURS-6 | UMUR7-15 | UMUR7 - 15 UMw\s \ OMURY < 15 | oMuRT -1y | PENCAPAIAN SPY
7 2 3 ) 5 6 7 g X\ 10 11 12
1 Pendidikan Anak Usia
Dini
2 Pendidikan Dasar

Pendidikan Kesetaraan




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

SULAWES| TENGAH

DONGGALA

2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW V)

FORM 2.A.1 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA :

TARGET PENERIMA PELAYANAN
PELAYANAN | oo o | PELAYANAN
DESA PELAYANAN PELAYANAN | KESEHATAN KESEHATAN
NO KECAMATAN KELURAHAN | PELAYANAN | PELAYANAN | PELAYANAN | ppysyanan | KESEHATAN | PELAYANAN | PELAYANAN | PELAY ANAN| wpcppataN | oraNG | FoHATAN [ grang
/ KESEHATAN KESEHATAN | KESEHATAN | KESEHATAN ORANG
KFESEHATAN | KESEHATAN KESEHATAN | PADA USIA PENDERITA | DENGAN DENGAN
BAYI BARU PADA USIA | PADA USIA | PENDERITA TERDUGA
IBU HAMIL | 1BU BERSALIN | BAY) BAT BALITA |PENDIDIKAN| TA08 PR | PO A | RpERT Ener | DIABETES | GANGGUAN | 1oy RISIKO
e | DASAR MELITUS | JIWA (0DGY) | | THBER | TERINFEKsI
- T B Mzl R - . —BERAT —|—KULOSIS. |~ Ty
1 2 3 4 > 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
?
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan
Kolom 3 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan

Kolom 4 s.d. 15

: Diisi dengan total sasaran penerima per jenis pelayanan SPM.




FORM 2.A.2 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA » DONGGALA

TAHUN ANGGARAN T2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW V)

PELAYANAN KESEHATAN SDM KESEHATAN
NO KECAMATAN
FASILITAS KETERSEDIAAN JENIS KETERSEDIAAN
1 2 3 4 5 6
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 3 : Diisi dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada di lapangan
Kolom 5 : Diisi dengan jenis SDM kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Kolom 6 : Diisi dengan data ketersediaan yang ada saat ini berdasarkan data di lapangan




FORM 2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN
UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2 2022 (TW I/ TWII/ TW I/ TW 1V)
NO JENIS LAYANAN DASAR BARANG JUMLAH KEBUTUHAN | JUMLAH TERSEDIA SELISIH HARG‘}éﬁf UAN ]UMLA(}QSAYA KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
Kolom 3 : Diisi dengan jenis barang (alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan) sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis
yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Kolom 5 :Diisi dengan jumlah barang yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar
Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5
Kolom 7 : Diisi dengan harga satuan barang yang tercantum pada kolom 3
Kolom 8 : Diisi dengan perhitungan kolom 6 dikali dengan kolom 7
Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik
Catatan : Untuk pengadaan alat kesehatan tidak harus setiap tahun (sesuai kebutuhan) dan jika jenis layanan dasar saling berkaitan maka alat kesehatan dapat digunakan

secara terintegrasi.




FORM 2.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI

SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN

DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW IV)

NO JENIS LAYANAN DASAR JENIS SDM KESEHATAN JUMLAH KEBUTUHAN JUMLAH TERSEDIA SELISIH KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM Kesehatan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah SDM yang tersedia saat ini
Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5
Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik




FORM 2.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN
DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI ;. SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 12022 (TWI/TW I/ TW NI/ TW V)
KONDISI TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT KERJA
INDIRATOR | ;yppia PADA KONDISIKINERIA | - pp R ANGRAT
NO. KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM KINERIA | Jove) TAHUN | TAHUN-N+1 | TAHUN-N+2 | TAHUN-N+3 | TAHUN- N+4 | TAHUN- N+5 |, ooa AKEIR DAERAH
9 g PROGRAM PERIODE RPJMD
RPJMD (TAHUN PENANGGUNG
(OUTCOME) N AWAB
) K Rp K | Rrp K | Rp K | Rp K Rp K | Rp ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 i1 Urusan pemerintahan wajlb yang berkaitan dengan
pelayanan dasar
1 |02 Urusan pemermtahan bxdang kesehatan - -
1 02 (o2 Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP
rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
KETERANGAN:
Kolom 1 : Nomor urut
Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program
Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program
Kolom 4 : Diisi dengan indikator kinerja program (outcome)
Kolom 5 : Diisi dengan kondisi kinerja pada awal tahun RPJMD (tahun n) untuk setiap indikator kinerja program

Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program pada RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan
sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten/Kota

Kolom 11 : Diisi dengan kondisi kinerja (K) program dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja pada akhir periode RPJMD Kabupaten/Kota
Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program
*) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor

050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah




FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN
DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA ;. DONGGALA
TAHUN ANGGARAN : 2022 (TW I/ TW I/ TW LI/ TW IV)
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR | DATA CAPAIAN KONDISI KINERJA|  UNIT KERJA
KODE URUSAN/BIDANG KINERJA PADA AWAL PADA AKHIR PERANGKAT
NO. ) URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PROGRAM TAHUN TAHUN- N+1 TAHUN- N+2 TAHUN- N+3 TAHUN- N+4 TAHUN- N+5 PERIODE DAERAH
g (OUTCOME) | PERENCANAAN RENSTRA PD PENQ?&?‘;JNG
K | Rp K [ Rp K | Rp K | Rp K | Rp K [ Rp !
1 2 3 4 5 & 7 8 g 10 11 12
1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
1102 Urusan Pemerintahan Bldang Kesehatan
oz | oz Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKMdan'UKP— | ~ I I S S il - - fr—

Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan,
' UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

2.02[ 01 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1bu Hamil

2.02| 02 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

2,02| 03 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

2,02| 04 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan
2.02| 05 |pasar

2.02| 06 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

2.02| 07 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

2.02| 08 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

[ ™ S P e P i e
=
o
L=
~

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes

202 09 Melitus

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

1[02]02]202)10 Gangguan Jiwa Berat
1 1ozl o0z2| 2ozl 11 ?igiiiﬂ?;;;sPelayanan Kesehatan Orang Terduga
1| oz| 02| 20zl 12 'll":?hg;é%;a;aﬁllselayanan Kesehatan Orang dengan Risike
KETERANGAN:
Kolom 1 : Nomor urut
Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan Kolom
3 : Nama urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
kolom 4 : Diist dengan indikator kerja program {outcome) dan indikator kegiatan/sub kegaitan (output)
Kolom 5 : Diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan
Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan
sebagaimana tercantum dalam Renstra PD Kabupaten/Kota
Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja (K) program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RenstraPD
Kabupaten/Kota
Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan
* : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri

Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah




FORM 2.E.1 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA DONGGALA

TAHUN ANGGARAN 2022 (TW I/ TW I/ TW IHII/ TW V) \

JENIS PELAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR PENYEDI MUTU LAYANAN DASAR CAPAIAN
e (SPM KAB/KOTA) i KATEGORI
TARGET REALISASI CAPAIAN (%) TARGET E}‘ALISASI CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5 6 \7 8 9 10
N \
KETERANGAN:
Kolom 1 :diisi dengan nomor urut
Kolom 2  :diisi dengan jenis pelayanan dasar
Kolom 3 : diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar berbasis penerima dan stayda Mis
Kolom 4 : diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar - \
Kolom 5 : Diisi dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 4 dNqagi d&Qgaq kolom 3 dikalikan 100
Kolom 6 : diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jurtNgh pag®duk sasaran pelayanan kesehatan
(nominator)

Kolom 7 : diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar
Kolom 8 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolom 7 dibagi denjariN¢oIdm™® dikali 100
Kolom 9 : diisi dengan capaian penerima layanan dasar ditambah capaian penyediaan mutu layanan dasar (secara tertimbagg/s®guUqi pembobotan)
Kolom 10 : diisi dengan kategori capaian SPM Kesehatan kabupaten/kota

Di nn di Donggala
P 4 - )7 " N K
f*f § ff.;; N
VN /

KASMAN LASSA




. PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 3.A.1 KONDISI 5PAM JARINGAN PERPIPAAN

SULAWESI TENGAH
DONGGALA
2022 (TW I/ TWIHI/ TW N/ TW V)

UNIT
UNIT AIR BAKU UNIT PRODUKS] PELAYANAN KONDISI
NO.| KECAMATAN KEL%‘E%KAN/ JENIS | .. | LOKASI | KAPASITAS KAE?ISIIEAS IDLE | PDAM/UPTD/BA :
SUMBER SUMBER UNIT AIR INTAKE PRODUKS] CAPACITY | DAN USAHA/KP| BEROPERASI | KUANTITAS | KUALITAS
AIR BAKU (liter/detik) (liter/detik) (liter /detik) SPAM
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
Kolom 4 : Diisi jenis sumber air yang digunakan untuk unit air baku, contoh: air permukaan, air tanah, mata air, dll
Kolom 5 : Diisi nama sumber air yang digunakan untuk unit air baku
Kolom 6 : Diisi lokasi unit air baku
Kolom 7 : Diisi kapasitas intake unit air baku dalam satuan liter/detik
Kolom 8 : Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter/detik
Kolom 9 : Diisi idle capacity unit produksi dalam satuan liter/detik
Kolom 10 : Diisi unit pelayanan yang mengelola (PDAM/UPTD/Badan Usaha/Kelompok Pengelola SPAM)
Kolom 11 : Diisi "beroperasi/tidak beroperasi” sesuai kondisi yang ada
Kolom 12 : Diisi "terpenuhi” jika kuantitas terpenuhi sesuai ketentuan atau "tidak terpenuhi” jika kuantitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan
Kolom 13 : Diisi "terpenuhi” jika kualitas terpenuhi sesuai ketentuan atau "tidak terpenuhi” jika kualitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan




FORM 3.A.2 KONDISI SPALD

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA DONGGALA

TAHUN ANGGARAN 2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW IV)

KONDISI SPALD WILAYAH PELAYANAN AKSES
LOKASI REGIONAL
EDIA
NO. NAMA SPALD SPALD (BEROPERASI/ KELURAHAN/ TERS TERMANFAATKAN
TIDAK BEROPERASI KECAMATAN DESA
) (m3/hari) KK (m3/hari) KK

——q 2 — 3 — -4 5o RSP SRS SRR AU S S 9 10
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2  :Diisi nama SPALD terbangun ([PAL/IPLT)
Kolom 3 :Diisi lokasi SPALD terbangun (IPAL/IPLT)
Kolom 4  : Diisi "ya" jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan "tidak" jika sudah tidak beroperasi
Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD
Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD
Keolom 8  : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD
Kolom 8 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SPALD
Kolom 9 : Diisi besaran kapasitas SPALD yang terpakai/termanfaatkan
Kolom 10 : Diisi jumiah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD




FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM

PROVINSI SULAWES|I TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2 2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW 1V)

KELURAHAN/D NAMA JUMLAH | KONDISI EKONOMI SUDAH BELUM JARAK SUMBER AIR KE
NO.| KECAMATAN ESA RW | RT| KEPALA | NIK | ANGGOTA KELUARGA TERLAYANI TERLAYANI | PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH
KELUARGA RUMAH MBR | NON MBR JP BJP > 10 M <10 M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total
KETERANGAN:
Kolom 1  : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 3  : Diisi nama Kelurahan/Desa
Kolom 4 : Diisi nomor RW
Kolom 5  : Diisi nomor RT
Kolom 6 : Diisi dengan nama kepala keluarga
Kolom 7 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)
Kolom 8 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
Kolom 9 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
Kolom 11 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan jaringan perpipaan
Kolom 12 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan bukan jaringan perpipaan
Kolom 13 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan
Kolom 14 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah lebih dari sama dengan 10 meter
Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah kurang dari 10 meter




FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA DONGGALA

TAHUN ANGGARAN r 2022 (TW I/ TW I/ TW LI/ TW V)

KONDISI AKSES DASAR/
KEPADATAN | kLasiFikast | konpist | naMa juman | EKONoMI TANPA AKSES AKSESLAYAK AKSES LAYAK AKSES AMAN SPALD-5 AKSES AMAN SPALD-T
NO.| KECAMATAN | KELURAHAN | RW| RT PE_HDUDUK PERKOTAAN/ | RESIKO KEPALA | NIK| ANGGOTA TANGKI TANGHI TANGHL TANGKI PALD
(iwa/ha) | PERDESAAN | SANITAS!| KELUARGA RUMAH | oo | NON} oo | CUBLUK CUBLUK septk | sepmik | mck|  sepmik SEPTIK IPALD KAWASAN IPALD
MBR (PERKOTAAN) INDIVIDUAL | ROMUNAL INDIVIDUAL | KOMuNAL | PERMUKIMAN | rppygyry | PERKOTAAN
2 3 E] L] & 7 [] 9 10 1i iz 12 i4 15 16 17 Id 19 20 21 22 23 EL
Tot |
KETERANGAN:
Kolom™1- -—:Diisi-nomor-urut-Kolom- - - - - - - — e
2 : Diisi nama Kecamatan ) Tt - -
Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
Kolom 4 : Diisi nomor RW
Kolom 5 : Diisi nomor RT
Kolom 6 : Diisi dengan kepadatan penduduk di tiap kelurahan/desa (kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap wilayah (jiwa) / Inas wilayah terbangun (ha]Kolom 7 : Diisi

dengan klasifikasi “perkotaan” atau “perdesaan” untuk tiap kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang klasifikasi

Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia

Kolom 8 : Diisi dengan kondisi sanitasi pada setiap Kelurahan/Desa sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD (1=resiko sanitasi rendah, 2=resiko rendah, 3= resiko tinggi, 4= resiko sangat
tinggi

Kolom 9 : Diisi dengan nama kepala keluarga

Kolom 10 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)Kolom 11 :

Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut

Kolom 12

: Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMPKolom 13

: Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP

Kolom 14 : Diisi angka 1 bila penghuninya masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan

Kolom 15 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perkotaan, namun akses pengolahan air limbah domestiknya menggunakan cubluk Kolom 16 : Diisi
dengan angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perdesaan dan akses pengolahan air limbah domestiknya menggunakan cubluk

Kolom 17 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagal akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernahdisedot

Kolom 18 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernahdisedot

Kolom 19 : Diisi angka 1 bila mempunyai sistem pengolahan air limbah berupa MCK

Kolom 20 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernahdisedot dan diolah di
IPLT

Kolom 21 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernahdisedot dan diolah di

Kolom 22 :

IPLT
Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di IPALD Permukiman Kolom 23 : Diisi

angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di IPALD Kawasan Tertentu Kolom 24 : Diisi angka 1 bila,
rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diclah di IPALD Perkotaan



FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN T 2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW V)
RENCANA TAHUN
[ENIS ANGGARAN N+1 OPD
PELAYANAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET SATUAN PELAKSANA
DASAR LOKASI ALOKASI
DANA (RP)
1 2 3 4 5 [ 7 8
Penyediaan Program Pengelolaan dan Pengembangan | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui %
Kebutuhan pokok | Sistem Penyedizan Air Minum SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
Tair minum sehafi- — -| terhadap-seluruh-rumah tangga di wilayah kabupaten/kota
hari Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui % B
Penyediaan Air Minum {SPAM) di Daerah | SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
Kabupaten/Kota terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota
Sub kegiatan 1 Indikator Sub Kegiatan 1
Sub kegiatan 2 Indikator Sub Kegiatan 2
Sub kegiatan 3 Indikator Sub Kegiatan 3
dst dst

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 .

Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air minum kabupaten/kota sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
Kolom 4 : Indikator program/Kegiatan/sub kegiatan air minum kabupaten/kota sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4

Kolom 6 : Satuan

Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPAM yang berlokasi di Kecamatan

Kelom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah




PROVINSI

KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

: SULAWESI TENGAH

DONGGALA

2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW 1V}

RENCANA TAHUN ANGGARAN

Pengolahan Air
Limbah Domestik

SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah
kabupaten/kota

JENIS PELAYANAN N+1 QOPD
DASAR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET SATUAN oRASI ALOKASI PELAKSANA
DANA (RP)
I 2 3 4 5 [ 7 8
Penyediaan Program Pengelolaan dan Pengembangan | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses %
Pelayanan Sistem Air Limbah layanan pengolahan air limbah domestik melalui

Air Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota

—Pengelolaan-dan- Pengembangan_-Sistem.

Persentase rumah_tangga yang mendapatkan akses
layanan pengolahan air limbah domestik melalui
SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah

kabupaten/kota

%

Sub kegiatan 1

Indikator Sub Kegiatan 1

Sub kegiatan 2

Indikator Sub Kegiatan 2

Sub kegiatan 3

Indikator Sub Kegiatan 3

dst

dst

KETERANGAN:
Kolom 1 :
Kolom 2 :
Kolom 3:
Kolom 4 :
Kolom 5 ;
Kolom 6 :
Kolom 7 :
Kolom 8 :

Diisi nomor urut
Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
Program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50 /2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4
Satuan
Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kecamatan
Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah




FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA : DONGGALA

TAHUN ANGGARAN : 2022 (TW I/ TW I/ TW T/ TW 1Y)

TARGET REALISASI
NO. KECAMATAN KELURAHAN/DESA
TOTAL TERLAYANI JP TERLAYANI BJP BELUM TERLAYANI
1 2 3 4 - 5 6 7
Total *)

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
Kolom4 : Diisi jumlah rumah yang ada dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM JP maupun BJP dalam satu Kelurahan/Desa
*) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

SULAWES| TENGAH
DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW LI/ TW V)

TARGET REALISASI
AKSES
NO. KECAMATAN DESA TOTAL DASAR/ AKSES AMAN AKSES AMAN TANPA AKSES AKSES AKSES AMAN AKSES AMAN
AKSES LAYAK SPALD-S SPALD-T AKSES DASAR LAYAK SPALD-S SPALD-T
PERDESAAN
i z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total *)
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
Kolom 4 : Diisi iumlah rumah yang ada dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 5 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses dasar ada dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa
Kolom 6 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ada dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa
Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) ada dalam (satu) Kelurahan/Desa
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki akses dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 9 :Diisi jumlah rumah memiliki akses dasar dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 10 : Diisi jumlah rumah memiliki akses layak dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 11 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-S dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 12 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-T dalam satu Kelurahan/Desa

*)

: Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi




FORM 3.E.1 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

| PROVINSI . SULAWES! TENGAH
5 KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN ;2022 (TW I/ TW I/ TW LI/ TW 1V)
|
| REALISASI
| JENIS PELAYANAN DASAR TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA SUDAH TERLAYANI | BELUM TERLAYANI Pﬂ?ﬂﬁi)
L i 2 3 4 5

Penyediaan Kebutuhan pokok air
minum sehari-hari

— 'KETERANGAN -

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kabupaten/kota

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (Terlayani JP + Terlayani BJP}

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air minum
Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota (kolom 2) dikali 100%




FORM 3.E.2 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PROVINS . SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA . DONGGALA
TAHUN ANGGARAN L2022 (TW I/ TW I/ TW 11/ TW V)
T T o \ \ REALISASI |
TOTAL RUMAH DI R W _— |
JENIS PELAYANAN DASAR KABUPATEN /KOTA SUDAH TERLAYA\ BXLUM TERLAYANI %TPSEIIXLAS,E) J
- 1 - ) 2 L 3 \N\ 4 ‘ 5
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah| \ |
Domestik - | e \ \ _ i -

KETERANGAN \

Kolom 1 :Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kabupaten/kota

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (Terlayani Akses Dasar/Akses Layak Perdesaan + TerlaWgni oes Aman SPALD-S _ Terlayani Akses Aman
SPALD-T)

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air limbah

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota Rgoloy1) dikali 100%

DitedapRdn di Donggala

dDada \anggal
AN\

7 NSUPRTRRONGGALA

¥ fi - 2\
[ % Oy { A~ X
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| B\ 3 ! 4 8
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O N v /,
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FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUN! BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI SULAWES| TENGAH

KABUPATEN/KOTA : DONGGALA

TAHUN ANGGARAN T 2022 (TW I/ TW I/ TW LI/ TW IV)

TINGKAT KERAWANAN LUAS JUMLAH KONDISI FISIK  [STATUS KEPEMILIKAN
NO.| JENIS BENCANA BENCANA KECAMATAN KELURAHAN/ RW RT PERUMAHAN RUMAH |[JUMLAH KK JUMLAH RUMAH (unit) RUMAH (unit)
DESA ) JIWA
(rendah/sedang (ha) (unit)
Jtinggi) RLH RTLH | Hak Milik | Sewa
1 3 4 5 & 7 k -4 g ic i1 iz i3 i4 15
Total *}

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14
Kolom 15

")

Diisi nomor urut

Diisi prediksi jenis bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut, seperti: gempa bumi, tsunarmi, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor :
Diisi "rendah/sedang/tinggi" sesuai dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut

Diisi nama Kecamatan

Diisi nama Kelurahan/Desa

Diisi nomor RW

Diisi nomor RT _

Diisi luas perumahan di wilayah yang rawan bencana tersebut

Diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana tersebut

Diisi jumlah KK yang ada di wilayah rawan bencana tersebut

Diisi jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut

Diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut

Diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut

Diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut

Diisi jumlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut

Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 8 s.d. 15



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

SULAWESI TENGAH

DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW 11/ TW IV)

NO. KECAMATAN KELURAHAN/DESA LUAS LAHAN (ha) PEMILIK KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
KETERANGAN :
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi nama kecamatan
Kolom 3 Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 4 Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
Kolom 5 Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
Kolom 6 Diisi keterangan




PROVINSI

KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUN] BAGI KORBAN BENCANA

SULAWES] TENGAH
DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW LI/ TW V)

TAHUN TINGKAT KERUSAKAN STATUS KEPEMILIKAN
KELURAHAN/ |JUMLAH RUMAH RUMAH RUMAH
NO. JENIS BENCANA TERJADINYA KECAMATAN
DESA RUSAK RUSAK RUSAK RUSAK
BENCANA MILIK | SEWA LAINNYA
RINGAN SEDANG BERAT
1 Z 3 4 5 6 7 g 5 10 11 1z
KETERANGAN :
Kolom 1 Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan
alam, serta tanah
Kolom 3 Diisi tahun terjadinya bencana
Kolom 4 Diisi nama kecamatan
Kolem 5 Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 6 Diisi jumlah rumah rusak
Kolom 7 Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah < 30%
Kolom 8 Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
Kolom 9 Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah > 45%
Kolom 10 Diisi jumlah rumah yang memiliki sertipikat kepemilikan
Kolom 11 Diisi jumlah rumah yang merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 12 Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak

*) : ‘'Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 4.A.4 IDENTIFIKAS! PERUMAHAN DI LOXAS! YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

SULAWESI TENGAH
DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW 111/ TW V)

KONDISI EKONOMI (unit

STATUS KEPEMILIKAN TANAH

LOKASI LUAS JUMLAH
JENIS LOKASI YANG rumah) (unit rumah)
NO. PERUMAHAN RUMAH JUMLAH KK
MENIMBULKAN BAHAYA KELURAHAN/D
KECAMATAN ESA (ha) (unit) MBR Non MBR Legal Ilegal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
—1—Sempadan-Rel KA———-- - — i

2 [Daerah Sempadan Sungai
3 |Daerah Saluran Udara Tegangan
Ekstra Tinggi (SUTET)
Kolong Jembatan
Permukiman Kumuh/llegal
Daerah Rawan Bencana
Total *)
KETERANGAN:
Kolom 1l : Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
Kolom 3 Diisi nama kecamatan
Kolom 4 Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 5 Diisi luas perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya dalam satuan hektare (Ha)
Kolom 6 Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya
Kolom 7 Diisi jumlah KK yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya
Kolom 8 Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah {(MBR]), yaitu lebih kecil
dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 9 Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih
besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 10 Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
Kolom 11 Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal

*)

Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI
BAG| MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI

SULAWESI TENGAH

DONGGALA

2022 (TW I/ TW I/ TW 1II/ TW 1V)

PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

LOKASI JUMLAH KONDISI rlil;gﬁ;’)MI (unit STATUS I%EEE?&EE}?)N TANAH
NO. KELURAHAN/DE LUAS LAHAN (ha) RUM_AH JUMLAH KK
KECAMATAN SA (unit) MBR Non MBR Legal Ilegal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2 - — —
3
4
5
6
Total ¥)
KETERANGAN:
Kolom1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi nama kecamatan
Kolom 3 Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 4 Diisi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)
Kolom 5 Diisi jumlah rumah yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan
Kolom 6 Diisi jumlah KK yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan
Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil
Kolom 7 \ . . .
dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih
Kolom 8 . L o
besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal

)

Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11




FORM 4.A.6 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (< 10 HA)
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI

PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI . SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA : DONGGALA

TAHUN ANGGARAN D 2022 (TWI/TW I/ TW I/ TW IV)

LOKASI
NO. LUAS LAHAN JUMLAH BUMAH JUMLAH KK TI_N GKAT KEKUMUHAN KETERANGAN
KECAMATAN KELURAHAN/DESA (ha) (unit) (ringan/sedang/berat)
1 z - 3 4 5 6 7 g

KETERANGAN:
Kelem1: Diisi nomor urut
Kolom 2: Diisi nama kecamatan
Kolom 3: Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 4: Diisi luas lahan di Kawasan kumuh <10 Ha dalam satuan hektare (Ha)
Kolom 5:  Diisi jumlah rumah yang berada di Kawasan kumuh <10 Ha
Kolom 6:  Diisi jumlah KK yang berada di Kawasan kumuh <10 Ha
Kolom7: Diisi “ringan/sedang/berat” sesuai tingkat kekumuhan di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M /2018
Kolom 8:  Diist Keterangan




FORM 4.A.7 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2022 (TW I/ TW I/ TW HI/ TW IV)
KONDIS] ERONOMI KEPEMILIRAN SUDAH TERLAYANI
KELURAHAN/D JUMLAH KELUARGA TANAR
JENIS RELOKASI PROGRAM KECAMATAN HSA RW RT TEggm\;iAK JUMLAH KK | JUMLAH JIWA — peppe—— P— BELUM TERLAYAN!I
NO. MBR NON MBR LEGAL | ILEGAL | ‘porn SEWA RLH
1 2 ] 4 5 & 7 & 9 20 12 1z 13 14 15 186 17
Total *)
KETERANGAN o
Kolom 1 :  Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi jenls relokasi program yang dilaksanakan, yaitu:
1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA
2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai
3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan
5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/ilegal
6. Relokasi perurnahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana
7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman
Kolom 3 Diisi nama kecamatan
Kolom 4 Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 5 Diisi nemor RW
Kolom 6 Diisi nomor RT
Kolom 7 Diisi jumlah rumah yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
Kolom 8 Diisi Jumlah KK yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
Kolom 9 Diisi jumlah jiwa yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
Kolom 10 Diisi jumliah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategoti Masyarakat Berpenghasilan Rendah {(MBR]), vaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi
(UMP)
Kolom 11 Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah
Minimum Provinsi (UMP}
Kolom 12 Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
Kolom 13 Diisi jumiah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
Kolom 14 Diisi jJumlah pemilik rumah yang sudah tertayani dengan ganti aset
Kolom 15 Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa
Kolom 16 Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
Kolom 17 Dlisi jumiah pemilik rumah yang beium terlayant
*) Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut




FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAG! MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUN| BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN : 2022 (TW I/ TW I/ TW LI/ TW IV)
KONDISI EKONOML | pyvoyar kprUSAKAN RuMaH | STATUS REPEMILIKAN KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN
No.|  JENIS BENCANA nﬁfﬂ'ﬂfﬁn KECAMATAN “Lg‘é‘;k"w R [ RT |MLANDAR xl:f::& NIk | ANCGOTA KELOARGA ROMAl oM | ENCAN TaHUN
e e KELTRER | s | wowsvmm [ SRSAK | MUSAKC | LSRR | sn) sewa | amwva|  memasnrast | PRRERCONA | SBEELL | pebemandunan
1 2 3 4 5 L] 7 8 H HY 11 12 13 " 15 16 17 18 19 20 a1 2 23 24 25
Total *)
— — KETERANGAN:— - e e — O
Kolom: 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta
tanah longsor
Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 6 : Diisi nomor RW
Kolom 7 : Diisi nomor RT
Kolom 8 ; Diisi alamat lengkap dan nomor rumah
Kolom 9 Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga) Kolom 10
DllSl NIK kepala keluarga
Kolom 11 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
Kolom 12 : Diisiangka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dariUpah
Minimum Provinsi (UMP)
Kolom13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dariUpah Minimum
Provinsi (UMP)
Kolom 14 :; Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah < 30%
Kolom 15 : Diisiangka 1 bila tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah > 45%
Kolom 17 : Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan
Kolom 18 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 19 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 20 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan kembali
Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan relokasi
Kolem 23 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan Subsidi Uang Sewa
Kolom 24 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani
Kolom 25 : Diisi tahun rencana pemenuhan SPM

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 4.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA

SULAWESI TENGAH
DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW ilI/ TW IV)

PERHITUNGAN
NO. KEGIATAN KOMPONEN BIAYA BIAYA (Rp)
1 2 3 2
A. |Pengumpulan Data Rp (Sub Total)

1. Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana

Survei Sekunder

Rp (Sub Total)

1. Data Wilayah Administrasi Penanganan Orang*Hari
2. ldentifikasi melalui citra satelit Orang*Hari
Survei Primer Rp (Sub Total)
- o Tt T T " 71, Pefnetaan — = T --- |Orang*Hari
2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi Survei Sekunder Rp (Sub Total)
perumahan 1. Data aset lahan pemda Orang*Hari
2. Identifikasi melaluli citra satelit dan RTRW Orang*Hari
Survei Primer Rp (Sub Total)
1. Pemetaan Orang*Hari

3. Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya
yang belum tertangani

Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang
belum tertangani

Rp (Sub Total}

4, Pendataan rumah sewa

Survei Primer

Rp (Sub Total)

Sosialisasi

Rp (Sub Total)

1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Transportasi Orang*kali
rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana |Konsumsi Rapat Orang*kali
Penggandaan Materi Pelatihan Eks
ATK LS
Narasumber Orang*kali
C. |Pembentukan Tim Satgas Rp (Biaya C1)
1. Pelatihan Tim Satgas Diklat Orang*kali
Transportasi Orang*kali
Konsumsi Rapat Orang*kali
Penggandaan Materi Pelatihan Eks
ATK LS
Pelatih/Praktisi Orang*kali
D. |Pendataan Cepat Rp (Sub Total)
1. Pengisian Form A dan B Surveyor Orang*Hari
Penggandaan Form Eks
Pengolahan Data Orang*Hari
E. |Verifikasi penerima layanan SPM Rp (Sub Total)




1. Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan

Konsumsi Rapat

Orang*kali

layanan SPM Transportasi Orang*kali
Penggandaan Materi Eks
Penyusunan Rencana Aksi Rp (Biaya F1)
1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Konsumsi Rapat Orang*kali
2 3 4
Penerima dan jenis pelayanan Transportasi Orang*kali
Penggandaan Materi Eks
ATK LS
. | Rehabilitasi Rumah Rp (Sub Total}
1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur Orang*bulan
2. Pelatihan fasilitator Konsumsi Rapat Orang*kali
R, Pelatih /Praktisi QOrang*kali
Transportasi Orang*kali
Penggandaan Materi Eks
3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB Rp
. |Pembangunan Kembali Rp (Sub Total)
1. Pembentukan tim pendampmg/fasﬂltator' Tenaga Ahli Slpll/Armtektur Orang*bulan
2. Pelatihan-fasilitator - - -~ Konsumsi Rapat - - R Orang*kali--———- - e
Pelatih /Praktisi Orang*kali
Transportasi Orang*kali
Penggandaan Materi Eks
3. Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Rembug Desa Rp (Sub Total)
Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana 1. Media diskusi Rp
2. Transportasi Orang*Hari
3. Konsumsi Rapat Orang*kali
4. Pembangunan Rumah Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB Rp
Pembangunan Baru/ Relokasi Korban Bencana Rp (Sub Total}
1. Pengadaan Lahan Pembebasan Lahan Rp
2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima Rembug Warga Rp (Sub Total}
Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni 1. Media diskusi Rp
2. Transportasi Orang*Hari
3. Konsums! Rapat Orang*kali
Tenaga Ahli
1. Tenaga Ahli Perencana Orang*bulan
2. Tenaga Ahli Arsitektur Orang*bulan
3. Tenaga Ahli Teknik Sipil Orang*bulan
4. Tenaga Ahli ME Orang*bulan
5. Tenaga Ahli Plumbing Orang*bulan
3. Pembangunan Rumah Khusus + PSU Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB Rp
Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Rp (Sub Total)
1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Pembahasan (paket meeting) Orang*kali
Transportasi Orang*kali
Praktisi/Narasumber Orang*kali
Penggandaan dokumen laporan Eks




KOMPONEN BIAYA

PERHITUNGAN

NO. KEGIATAN BIAYA (Rp)
1 2 3 4
K. |[Pembinaan Penerapan SPM Rp (Sub Total)

1. | 1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten/kota. Pembahasan {paket meeting) Orang*kali
Transportasi Orang*kali
Praktisi/Narasumber Orang*kali
Penggandaan dokumen laporan Eks
L. Pemantauan Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1. Perangkat Pemantauan SPM Pengadaan sistem informasi Rp
2. Pemantauan kinerja penerapan SPM Operator Pelaksana Update Data Kinerja Orang*kali
Survei lapangan Orang*kali
M. |Evaluasi Penerapan SFM Rp (Sub Total)
1. Rapat evaluasi penerapan Pembahasan {paket meeting) Orang*kali
Transportasi Orang*kali
Praktisi/Narasumber Orang*kali
Penggandaan dokumen laporan Eks




FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

SULAWESI TENGAH
DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW IV)

KONDISI EKONOMI LEGALITAS TaNAH | STATUS KEPEMILIKAN RUMAH|  KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN
KELURAHAN/ NAMA KEPALA JUMLAH KELUARGA LUAS LuAsS DIBERIKAN
NO. JENIS RELOKASI PROGRAM KECAMATAN URAn rw | Rt [Nepe s | NI | ANGGOTA BANGUNAN | TANAH

KELUARGA MER NON MBR L M | 1 pgar| mecaL | mik| sEwa | raiNnya | GANTL[ SUBSIDI | PENYEDIAAN

ASET | SEWA RLH

2 2 3 4 5 I3 7 8 9 10 F¥ 12 132 14 15 16 Ii7 g 19 20 21

Total %)
—  KETERANGAN: - T - B - T T T - Tt TTTTTT T T T
Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2

NoUlA W

Diisi nama kecamatan
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14
Kolom 15
Kolom 16
Kolom 17
Kolom 18
Kolom 19
Kolom 20
Kolom 21

: Diisi nama kelurahan/desa
: Diisi nomor RW

: Diisi nomor RT

: Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumabh (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)
: Diisi NIK kepala keluarga
: Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
: Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP

: Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP

: Diisi luas bangunan dalam satuan m?
: Form 4.B.7 Diisi luas tanah dalam satuan m?
: Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan
: Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
: Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
: Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
: Diisi angka 1 hila tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut

: Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti aset

: Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa
: Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni

: Diisi jenis Relokasi Program yang dilaksanakan

Relokasi paerumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA
Relokas! perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai
Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah SUTET
Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan
Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/ilegal
Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana

. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukimanKolom 3 :

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

SULAWESI TENGAH
PONGGALA

PEMERINTAH

2022 (TW I/ TW I/ TW LTI/ TW IV)

NO. KEGIATAN KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1 2 3 4
1 |Pengumpulan Data Rp (Sub Total)

1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi Survey sekunder
dapat menimbulkan bahaya Pengadaan Peta Rp
Survey primer
Pengambilan Data Lapangan Orang*Hari
_.|_2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi Survey sekunder
- permukiman S "7 |Pengadaan Peta Rp I
Survey primer
Pengambilan Data Lapangan Orang*Hari
3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Survey sekunder
Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP) Rp
Survey primer
Pengambilan Data Lapangan Orang*Hari
4, Pengolahan Data Tenaga Pengolah Data
Tenaga Ahli Geografi/Geodesi Orang*Bln
Tenaga Ahli Statistik Orang*Bln
2 |Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota Rp (Sub Total)
1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah
terkait program pemerintah yang berdampak pada Kabupaten/Kota
relokasi permukiman masyarakat Paket meeting Orang*Kali
2. Rapat Sinkronisasi dokumen Paket meeting Orang*Kali
3 |Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp (Sub Total)

1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan

Penyelenggaraan Sosialisasi

rencana relokasi Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Eks
Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
2, Sosialisasl tentang layanan SPM Penyelenggaraan Sosialisasi
Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Eks
Transportasi Orang*Hari




| Konsumsi

Orang*Kali

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena

Rp (Sub Total)

Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |

1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan

Penyelenggaraan ldentifikasi

layanan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak| Penggandaan Formulir Eks

Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program|ATK Rp

Permerintah Daerah Kabupaten/Kota Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali

2. Penyusunan dokumen perencanaan Rembug Warga

Media diskusi Rp
Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
Penggandaan dokumen
Penggandaan dokumen Eks

Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Rp (Sub Total)

1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitasi Penggantian

Penyelenggaraan Verifikasi

Hak-Atas-Tanah-dan/atau-Bangunan -‘Penggandaan Formulir - - —— = = e -=- - - —|Eks -
ATK Rp
Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah Penyelenggaraan Sosialisasi
dan/atau Bangunan Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Eks
Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti
properti Tenaga Ahli Jasa Appraisal Orang*Bln
Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan Penyelenggaraan Sosialisasi
mekanisme akses perumahan KPR FLPP Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Eks
Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali

Subsidi Uang Sewa

Rp (Sub Total)

1. Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa

Penyelenggaraan Verifikasi

Penggandaan Formulir

Eks

ATK

Rp




NO. KEGIATAN KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1 2 3 4
Transportasi Orang*Hari
Konsumsti Orang*Kali
2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak
hunt Huni )
Konsumsi Orang*Kali
3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa Penyaluran Subsidi Uang Sewa
Total Subsidi Uang Sewa Rp
T Penggandaan dokumen Eks
7 tFasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Rp {Sub Total)

1. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah

Penyelenggaraan Verifikasi

layak huni Penggandaan Formulir Eks
ATK Rp
) Transportasi o T T T Orang*Hari —
Konsumsi Orang*Kali
2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun |Rembug Warga
Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU Media diskusi Rp
Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
Tenaga Ahli
Tenaga Ahli Perencana Orang*Bln
Tenaga Ahli Arsitektur Orang*Bln
Tenaga Ahli Teknik Sipil Orang*Bln
Tenaga Ahli ME Orang*Bln
Tenaga Ahli Plumbing Orang*Bln
3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum Rembug Warga
dan/atau Rumah Khusus Media diskusi Rp
Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
4. Pembangunan Rumah Susun Umum dan Pembangunan fisik Rumah Susun
atau/Rumah Khusus beserta PSU Biaya konstruksi Rp
Biaya MK Rp
5. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus |Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah
Pemeliharaan bangunan dan lingkungan BOP*Bln
Penggandaan dokumen Eks




NO. KEGIATAN KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1 2 3 4
8 |Pelaporan Penerapan SPM Rp (Sub Total)

1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM Pembahasan (Paket meeting) Orang*Kali
Penggandaan dokumen laporan Eks
9 |Pembinaan Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1. Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pembinaan
sektor Swasta, dan masyarakat. Pembahasan (Paket meeting] Orang*Kali
Penggandaan dokumen laporan Eks
Praktisi/ Narasumber Orang*Kali
10 |Pemantauan Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1. Perangkat Pemantauan SPM Pengadaan sistem informasi Rp
2. Pemantauan kinerja penerapan SPM Operator pelaksana update data kinerja Orang*Kali
Survei lapangan Orang*Kali
11 |Evaluasi Penerapan SPM . T - T Rp (Sub Total)
1. Evaluasi Penerapan Pembahasan (Paket meeting) Orang*Kali
Penggandaan Materi Eks

Narasumber

QOrang*Kali




PROVINSI
KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN

SULAWESI TENGAH

/KOTA

DONGGALA

2022 (TW I/ TW I/ TW LTI/ TW V)

FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

SUMBER PEMBIAYAAN
JUMLAH | v epyTuHAN
NO. KEGIATAN LAYANAN RUMAH BIAVA TAHUN KE-1 TAHUN KE 2 TAHUN KE 3
TANGGA APBD DAK LAINNYA | APBD DAK LAINNYA | APBD DAK LAINNYA
I 2 3 4 5 6 a8 g 10 11 12 13

1 |Rehabilitasi

2 |Pembangunan kembali

—3—|Penyediaan-rumah relokasi

a. Pengadaan lahan

b. Pembangunan baru

4 |Bantuan

akses rumah sewa

layak huni bagi korban

bencana
Jumlah *)

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Kegiatan Layanan diisi sesuai dengan form 4.B.3 Kolom 20 s.d. 23
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-1
Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-1
Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-1
Kolom 8 :Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2
Kolom 9 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2
Kolom 10 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-2
Kolom 11 : Diisi dengan pembiayaan yvang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3
Kolom 12 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-3
Kolom 13 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-3

| : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut




FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABU PATEN/KOTA : DONGGALA

TAHUN ANGGARAN

2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW V)

JUMLAH RUMAH SUMBER PEMBIAYAAN
NOQ. KEGIATAN LAYANAN KEBUTUHAN BIAYA TAHUN N+1
TANGGA
APBD DAK LAINNYA
1 2 3 4 5 6 7
1  '|Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau —
Bangunan —~ ~ T e e
2 Subsidi uang sewa
Pehyediaan rumabh layak huni
Jumlah *]
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun N+1
Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun N+1
Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun N+1

)

: Jumiah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut




FORM 4.D.1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN-N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA : DONGGALA

TAHUN ANGGARAN ¢ 2022 (TWI/TW I/ TW T/ TW V)

TINGKAT KERUSAXAN RUMAH TARGET REALISASI
NG.| JENIS BENCANA TEE]AAHDI::YA KECAMATAN KE%’;‘;:AN TOTAL RINGAN SEDANG BERAw | REHABILITAS! P KEMBALI | | RELOKASI UANG sBwa | REHABILITASI P enbaLl | RELOKAS! [ | R TERAYAN
BENCANA (UNIT RUMAH)| (UNIT RUMAH)| (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH)| (UNIT RUMAK)| (UNIT RUMAH] | (UNIT RGMAH) R{J‘m{n (UNIT RUMAH)| (UNIT RUMAH) | (UNIT RUMAH)| (UNIT RUMAH)| (UNIT RUMAH)
I 2 3 Ed 5 ] 7 8 9 i0 11 12 1z 14 15 18 17 1a
Total *)
Persentase layanan **)
Capaian SPM Total ***)

KETERANGAN :
Kolom1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa : gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan, dan afam serta tanah
Kolom 3 Diisi tahun terjadinya bencana
Kolom 4 Diisi nama kecamatan
Kolom 5 Diisi nama Kelurahan/ Desa
Kolom & Diisi total rumah rusak
Kolom 7 Diisi jumlah rumah yang rusak ringan
Kolom 8 Diisi jumlah rumah yang rusak sedang
Kolom9 : Diisi jumlah yang rusak berat
Kolom 10 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 11 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan Kembali
Kolom 12 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan relokasi
Kolom 13 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa
Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 15 : Dilsl jJurmlah rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan Kembali
Kolom 16 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani relokasi
Kolom 17 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
Kolom 18 Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
*} : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
**) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100

**1)

: Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN-N
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

SULAWESI TENGAH
DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW IV)

TAR ET

REALI AS[

NO.

JENIS RELOKAS! PROGRAM

KECAMATAN

DESA

TOTAL

GANTI ASET

SUBSIDI SEWA

PENYEDIAAN RLH

GANT!L ASET

SUBSIDI SEEWA

PENYEDIAAN RLH

BELUM TERLAYANI

(UNIT RUMAH)

[UNIT RUMAH)

{UNIT RUMAH)

{UNIT RUMAH)

(UNIT RUMAH)

F

32

{UNIT RUMAH)
5

6

7

(UNIT RUMAH)
g

9

10

11

(UNIT RUMAH)
i2

Relokas] perurnahan di lokasl yang
menimbulkan bahaya - Sempadan Rel
KA

Relokasi perumahan di lokasi yang
menimbulkan bahaya - Daerah
Semipadan Sungal

Relckasl perumahan di lokasl yang
menimbulikan bahaya - Daerah
Saluran Udara Tegangan Ekstra

Tinggi (SUTET)

Relokasi perumahan di lokasi yang
menimbulkan bahaya - Kolong
Jemvbatan

Relokasi perumahan di [okasi yang
menimbulkan bahaya - Permukiman
Kunauh/ilegal

Relokasi perumahan di lokasi yang
menimbulkan bahaya - Daerah
Rawan Bencana

Relokasi perumahan di atas lahan
bukan fungsl permukiman

Total *)

Persentase Layanan **)

Capaian 5PM Total ™)

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan

Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 5 : Diisi total rumah yang terkena relokasi program

Kolom 6 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan ganti aset

Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan subsidi sewa

Kolom 8 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan ganti aset

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan subsidi sewa

Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100

***)

: Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan




FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA
DALAM RADIUS 0-50 METER DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

PROVINSI » SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA . DONGGALA

TAHUN ANGGARAN C 2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW V)

NO. NAMA NIK NO.KK TEMPAT LAHIR TGL.LAHIR ALAMAT
1 2 3 4 5 6 7

*Sumber Data: Data Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota
**Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama warga

Kolom 3 : Diisi NIK

Kolom 4 : Diisi nomor KK

Kolom 5 : Diisi tempat lahir warga
Kolom 6 : Diisi tanggal lahir warga
Kolom 7 : Diisi alamat rumah warga




PROVINSI

KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA NEGARA
YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DARI LOKAS) PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

SULAWESI TENGAH
DONGGALA

2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW IV)

NO.

JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG
DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA

JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG
DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA

KONDISI FASUM DAN FASQOS SERTA ASET YANG
DIMILIKI CLEH WARGA NEGARA

2

3

4

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang
** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

ilakukan oleh Satpol PP

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Keolom 2 : Diisi jenis fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara
Kolom 3 : Diisi jumlah fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara
Kolom 4

: Diisi kondisi fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara




FORM 4.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN : 2022 (TW I/ TW I/ TW lII/ TW IV)

TOTAL RUMAH TARGET \EAL[SAS[
: JENIS PELAYANAN DASAR PELAYANANSPM PERUMAHAN - PERSENTASE e
i RAKYAT DAN KAWASAN SUDAH TERLAYANI BELUN TERLAYANI
! CAPAIAN (%)
| - ) PERMUKIMAN -
V 1 S 2 3 | \ _\ 4 ‘ 5

Penyediaan dan Rehabilitasi RumahYang
Layak Huni Bagi Korban Bencana

Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi
Masyarakat Yang Terkena  Relokasi
Program Pemerintah Daerah |

KETERANGAN

Kolom 1 :]Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dik&y 100{

KASMAN LASSA



FORM 5.A.3 REKAPITULAS| SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA . DONGGALA

TAHUN VANGGARAN P 2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW V)

ISSTANDAR OPERASIONAL PROSED
NO. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JEN OTEKNfSO OSEDUR KENDALA KETERANGAN
1 2 _ 3 4 5
KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 :
Kolom 3 :
Kolom 4 :
Kolom 5 :

Diisi bilamana ada SOP yang dibuat diluar kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011

Diisi SOP Kegiatan yang sudah dibuat/dimiliki Daerah berdasarkan kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011
Diisi untuk kendala penerapan SOP yang sudah ada.

Diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap Kolom dan kebutuhan untuk SOP baru.




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP

SULAWESI TENGAH
DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW IV)

NO.

JENIS SARANA DAN PRASARANA

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA

KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Layak

Tidak Layak

4

5

* Sumber Data : Data bersumber dari OPD Satpol PP

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis sarana dan prasarana

Kolom 3 :Diisi jumlah sarana dan prasarana

Kolom 4 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila layak
Kolom 5

: Diisi kondisi sarana prasarana apabila tidak layak



FORM 5.A.5 REKAPITULAS|I SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)

PROVINSI : SULAWES! TENGAH

KABUPATEN/KOTA : DONGGALA

TAHUN ANGGARAN 2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW V)

JUMLAH PERSONIL JUMLAH PERSONIL PPNS DAN
SATPOL PP SATLINMAS
NO. JENIS PELAYANAN DASAR NS
NON PNS PPNS SATLINMAS
BELUM DIKLAT SUDAH DIKLAT
1 2 k1 4 5 [ 7

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang belum mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP

Kelom 4 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang sudah mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP

Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah personil Satpol PP non PNS

Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah personil PPNS pada Satpol PP

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah anggota Satlinmas yang diperbantukan dalam penegakan Perda dan Perkada




FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN

PROVINSI ¢ SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA : DONGGALA

TAHUN ANGGARAN 1 2022 (TW I/ TW I/ TW 1L/ TW V)

JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN
DITEGAKKAN
NO. JENIS PELAYANAN DASAR JUMLAH PERDA DAN PERKADA KETERANGAN
PERDA PERKADA
1 2 3 4 5 6
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah Perda dan Perkada keseluruhan

Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah Perda yang akan ditegakkan

Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah Perkada yang akan ditegakkan

Kolom 6 : Diisi dengan keterangan permasalahan dan kendala




PROVINSI

FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER

KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

SULAWESI TENGAH
DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW 1V)

NO.

JENIS PENERIMA LAYANAN

JUMLAH

JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN

PERKADA

WARGA
NEGARA

CIDERA RINGAN

CIDERA SEDANG DAN/ATAU
BERAT

JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK
PELAYANAN PENGOBATAN

4

5

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis penerima layanan
Kolom 3 : Diisi jumlah warga negara
Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

: Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkada apabila cidera ringan
: Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkada apabila cidera sedang dan/atau berat
: Diisi dengan jumlah anggaran yang untuk pelayanan pengobatan




FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN

PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER

PROVINSI . SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA . DONGGALA
TAHUN ANGGARAN D 2022 (TW I/ TW I/ TW 11I/ TW IV)
JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
NO. | JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN T  aram ST UK
RINGAN SEDANG BERAT
1 - 2 . —— 3 — — 4kﬁ- — 5 6

*Sumber Data : Data bersumber dari dokumen kepemilikan warga negara
** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara

Kolom 3 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan ringan
Kolom 4 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan sedang
Kolom 5 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan berat
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran untuk pelayanan perbaikan aset




FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMASSUB
URUSAN TRANTIBUM

PROVINSI v SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 1 2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW V)
JENIS KEBUTUHAN PEMENUHAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL
DAMPAK KEGIATAN KETERANGAN
PELAYANAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM LAYANANTRANTIBUM
NO. DASAR
1 2 3 4 5 6
1 Kebutuhan Penyusunan SOP
2 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas - T
SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas}
3 [Layanan Kebutuhan Pemenuhan Sarana &
Trantibum Prasarana Satpol PP
4 Pelayanan Perbaikan Materil
5 Pelayanan Pengobatan
6 Kebutuhan lainnya
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan Kebutuhan sesuai mutu layanan

Keclom 4 : Diisi dengan dampak kegiatan apabila belum terlaksana

Keolom 5 : Diisi dengan perhitungan kebutuhan sesuai format pengitungan kebutuhan masing-masing.
Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan




FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP

PROVINSI . SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN D 2022 (TW I/ TW I/ TW T/ TW IV)
KEBUTUHAN SOP
HARGA SATUAN KEGIATAN
NO. JENIS SOP PENYUSUNAN BESARAN BIAYA
SOP BARU PEMBAHARUAN SOP
1 2 3 4 6 7
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis SOP

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah SOP baru yang akan disusun

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah SOP yang akan direvisi

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah harga satuan kegiatan dalam penyusunan SOP
Kolom 6 : Diisi dengan besaran biaya yang dibutuhkan




PROVINSI

KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL
SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS
SULAWESI TENGAH
DONGGALA
2022 (TWI/TW I/ TW I/ TW V)

JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS JUMLAH KEBUTUHAN PPNS JUMLAH SATLINMAS
SATPOL PP
NO. | JENIS PELAYANAN DASAR DIKLAT HARGA
DIKLAT BESARAN KEBUTUHA| HARGA BESARAN HARGA | BESARAN
DASAR TEE?:\:S ]S[-I?\ITI‘;J‘]‘;II\IKTJ}E\};‘ BIAYA EKSISTING N SATUAN BIAYA BIMTEK SATUAN BIAYA
1 2 3 4 5 6 7 & 9 10 11 12 13
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Fol PP
Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS dan non PNS Satpol PP yang akan mengikuti diklat teknis lainnya
Kolom 5 : Diisi dengan biaya satuan per jenis diklat
Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan biaya total mengikuti diklat dasar dan diklat teknis
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah PPNS saat ini
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tambahan PPNS yang masih dibutuhkan
Kolom 9 : Diisi dengan biaya satuan per orang diklat pembentukan dan/atau manajemen PPNS
Kolom 10 : Diisi dengan kebutuhan biaya total mengikuti diklat PPNS
Kolom 11 : Diisi dengan jumlah Satlinmas yang akan diberikan kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimtek
Kolem 12 : Diisi dengan biaya satuan anggota Satlinmas mengikuti bimtek
Kolom 13 : Diisi dengan jumlah kebutuhan biaya total kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas




FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP

PROVINSI SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN P2022(TW I/ TW I/ TW LI/ TW IV)
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA
NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA HARGA SATUAN BESARAN BIAYA
EKSISTING KEBUTUHAN KEKURANGAN
1 2 3 4 5 6 7
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis sarana dan prasarana
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah eksisting sarana dan prasarana
Kolom 4 : Diist dengan jumlahkebutuhan sarana dan prasarana
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kekurangan sarana dan prasarana
Kolom 6 : Diisi dengan harga satuan sarana dan prasarana
Kolom 7 : Diisi dengan besaran biaya total yang dibutuhkan untuk masing-masing sarana dan prasarana




FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASARWARGA
NEGARA YANG TERKENA DAMPAK

FROVINSI SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA DONGGALA

TAHUN ANGGARAN 2022 (TW I/ TW I/ TW LI/ TW IV)

PERKIRAAN JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK

PERKIRAAN | PERKIRAAN
KEBUTUHAN | KEBUTUHAN
NO. | JENIS PELAYANAN DASAR RAA RAA
I CIDERA ;:E[giig CEBUTURAN | ASET RUSAK | - SEDANG. | xEpuTUAN | ANGCARAN TOTAL
B RINGAN | DAN/ATAU | ~ ANGGARAN | RINGAN | DAN/ATAU | ANGGARAN | CAINAINTITANGGARAN
BERAT PENGOBATAN BERAT PERBAIKAN
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10

: Diisi nomor urut
: Diisi jenis penerima layanan

: Diisi perkiraan jumlah warga Negara yang mengalami cidera ringan
: Diisi perkiraan jumlah warga negara yang mengalami cidera sedang dan/atau berat
: Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya pengobatan warga negara yang mengalami cidera
: Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan ringan

: Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan sedang dan/atau berat

: Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya perbaikan aset warga negara yang mengalami kerusakan
: Diisi perkiraan kebutuhan lain-lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara terkena dampak
: Diisi perkiraan kebutuhan anggaran total untuk pelayanan dasar




FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS

SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2022 (TW I/ TW I/ TW IlI/ TW IV)
KEBUTUHAN PEMENUHAN SuUB ALOKASI
. GRAM KEG
NO LAYANAN DASAR PRO IATAN KEGIATAN KELUARAN | SATUAN ANGGARAN SUMBER DANA KONDISI AKHIR
1 2 3 4 5 [ 7 & £ 10
KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708
Tahun 2020
Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun
2020
Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708
Tahun 2020
Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun
2020
Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran
Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar




FORM 5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

PROVINSI SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA . DONGGALA
TAHUN ANGGARAN P 2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW V)
KEBUTUHAN PEMENUHAN SUB ALOKASI
. GIATAN SATUAN
NO LAYANAN DASAR PROGRAM KEGIA KEGIATAN KELUARAN ANGGARAN SUMBER DANA KONDISI AKHIR
1 2 3 4 5 6 7 [ 9 10
KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-
3708Tahun 2020
Kolom 4 Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708
Tahun2020
Kolom 5 Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-
3708 Tahun 2020
Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
Kolom 5 Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-
3708Tahun 2020
Kolom 6 Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708
Tahun2020
Kolom 7 Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran
Kolom 8 Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar




FORM 5.C.3 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

SULAWESI TENGAH
DONGGALA

2022 (TW I/ TW Il TW I/ TW V)

KEBUTUHAN PEMENUHAN - SUB ALOKASI
. SATUA
NO LAYANAN DASAR PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KELUARAN ATUAN ANGGARAN SUMBER DANA KONDISI AKHIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i0

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

Kolom 3 Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-
3708Tahun 2020

Kolom 4 Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708
Tahun2020

Kolom 5 Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-
3708 Tahun 2020 ‘

Kolom 6 Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan -

Kolom 5 Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-
3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708
Tahunz2020

Kolom 7 Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran

Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar




PROVINSI

FORM 5.D.2 REALISAS] PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA : DONGGALA

TAHUN ANGGARAN

2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW 1V)

NO. KELUARAN (OUTPUT) SATUAN TARGET REALISASI CAPO!/E ]AN SI]JDI\:::ER PERMASALAHAN SOLUSI
1 Z 3 ; 5 G 7 ] 10 71 1z
K
ETERANGAN:
Kolom1 :Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
Kolom 4 :Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran {output)
Kolom 5 :Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 8 :Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
Kolom 9 :Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
Kolom 11 :Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan




FORM 5.D.3 REALISAS|I PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA

KABUPATEN/KOTA:
NO. KELUARAN (OUTPUT) SATUAN TARGET REALISASI CAP,;: IAN SIIJ)D:SER PERMASALAHAN SOLUSI
Fi 2 3 4 5 6 7 8 1o 11 12
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2  : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output) o o - e
Kolom 4 :Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran [output)
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
Kolem 10 : Diisi dengan Sumber dana
Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan




FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN D 2022 (TW I/ TW I/ TW LI/ TW IV) \
PER RKADA SESUAI
JUMLAH PENEGAKAN DA / PE A SESU PELAYANAN GANTI RUGI
MUTU
JENIS LAYANAN JUMLAH JUMLAH PENEGAKAN JUMLAH WARGA NEGARA [JUMLAH WARGA NEGARA CAPAIAN
NO. PERDA YANG TERKENA DAMPAK | YANG T§{RKENA DAMPAK KATEGORI
DASAR PELAKSANAAN CAPAIAN CAPAIAN SPM
PENEGAKAN /PERKADA YANG (%) PENEGAKAN PERDA DAN | PENEGAKAN PERDA DAN o
AR R SESUAI MUTU > | PERKADA YANG BERHAK DA YANG (%)
LAYANAN DASAR MENDAPAT LAYANAN RDAYANI
T 7 3 7 5 6 Y \ A 8 g 10
N\
KETERANGAN :
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar Trantibum sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah pelaksanaan penegakan Perda/Perkada
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah jumlah penegakan Perda/perkada yang sesuai mutu layanan dasar
Kolom 5 : Diisi Capaian (%) adalah jumlah angka pada kolom 4 dibagi dengan jumlah angka pada kolom 3 dikalikan 108
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan Perda/Perkada yang berhak mendapat layanan
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan Perda/Perkada yang terlayani
Kolom 8 : Diisi Capaian (%) adalah 100% - (jumlah angka Kolom 7 dibagi dengan jumlah angka Kolom 6 dikalikan 100
Kolom 9 : Diisi Capaian jumlah penegakan Perda/Perkada sesuai mutu pada kolom 5 ditambah dengan capaian pelayaign Bgnti \ugi pada kolom 8 dibagi 2 (dua) dikalikan
100
Kolom 10 : Kategori : Sangat Tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)
\ N

sANorapkan di Donggala
Vg S o\
B0 \a{\ ONGGALA

SN




FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM
WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN ASET WARGA NEGARA

PROVINSI

SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA : DONGGALA

TAHUN ANGGARAN

2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW IV)

NO. KELUARAN (OUTPUT) SATUAN TARGET REALISASI CAPWAO 1AN SII';B:SER PERMASALAHAN SOLUSI
1 Z 3 Z 5 6 7 ] 10 1 1z
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
Kolom 3  : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran {output)
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
Kolom 7  : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output]
Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 5.A.1 FORMAT DATA DUKUNG PELAKSANAAN SPM

SULAWESI TENGAH
DONGGALA
2022 (TWI/TW I/ TW I/ TW 1V)

BENTUK KELEMBAGAAN ALOKASI JUMLAH SARANA PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN JUMLAH PETUGAS JUMLAH KEJADIAN KEBAHARAN
PBD
s, Rl T sl B
— s sivoce| s i | o | o | OB | oL MO | A | | AT A | | | e
1 2 3 4 5 [ 7 8 g 10 11 12 13 14 15 T::K 17 18 19 20 21 22 23 24 25
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
Kolom 3,4,5 : Diisi dengan ceklis bentuk kelembagaan
Kolom 6 : Diisi dengan huruf bagi yang sudah mandiri
Kelom 7 : Diisi dengan angka
Kolom 8 i Diisi dengan angka
Kolom 9 : Diisi dengan angka
Kolom 10 : Diisi dengan angka
Kolom 11, 12, 13, 14, 15, 16 ; Diisi dengan angka
Kolom 17 : Diisi dengan angka
Kolom 18 : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimiliki
Kolom 19 : Diisi dengan angka
Kolom 20 : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimiliki
Kolom 21 : Diisi dengan angka

Kolom 22, 23, 24, 25

: Diisi dengan angka




FORM 5.A.2 REKAPITULASI RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
| TAHUN ANGGARAN : 2022 (TW I/ TWIHI/ TW I/ TW V)
NO. NAMA JENIS KELAMIN USIA KETERAMPILAN ALAMAT
I 2 3 4 5 5

KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi no urut
Kolom 2 : Diisi nama
Kolom 3 : Diisi jenis kelamin
Kolom 4 : Diisi angka yang menunjukan usia
Kolom 5 : Diisi dengan jenis keterampilan yang pernah diikuti yaitu : bimtek, diklat, orientasi, gladi, simulasi

Kolom 6 : Diisi alamat lokasi relawan




FORM 5.A.3 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN KEBAKARAN

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA DONGGALA

TAHUN ANGGARAN 2022 (TW I/ TW LI/ TW I/ TW IV)

JENIS KELAMIN USIA KONDISI FISIK
NO. NAMA NIK NO. KK TEMPAT TGL. ALAMAT
L p 0-5 | 6-18 | 19-30 [ 31-60 | =60 Sehat | Berkebutuhan LAHIR LAHIR
tahun tahun tahun tahun tahun Khusus .
1 2 3 4 5 [3 7 8 9 10

KETERANGAN
Kolom 1 :Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama
Kolom 3 : Diisi dengan jenis kelamin
Kolom 4 : Diisi dengan usia
Kolom 5 : Diisi dengan ceklist sesuai dengan kondisi fisik
Kolom 6 : Diisi dengan NIK
Kolom 7 : Diisi dengan KK
Kolom 8 : Diisi dengan tempat lahir
Kolom 9 : Diisi dengan tanggal lahir
Kolom 10 : Diisi dengan alamat




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

SULAWESI TENGAH
DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW IV)

TOTAL JUMLAH BIAYA

NO. LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN JUMLAH/BIAYA SATUAN RUMUS YANG DIBUTUHKAN
1 2 3 4 5 ] 7
1 [|Penyediaan Mobil 1. Penyediaan mobil A. Jumlah sektor/pos

Damkar/Kapal Damkar/unit damkar/kapal B. Jumlah unit mobil per pos
operasional damkar lainnya damkar/unit sektor/pos damkar A*B*C
operasional damkar C. Harga satu unit
_Jainnya S N e U P, N — -
2. Pemeliharaan Rutin  |A. Jumlah unit mobil damkar/unit
mohil damkar/kapal operasional damkar lainnya
damkar/unit B. Jumlah pemeliharaan rutin
operasional damkar mobil damkar /kapal
lainnya damkar/unit operasional Tk
damkar lainnya AB*C
C. Harga biaya pemeliharaan rutin
per unit mobil damkar/kapal
damkar/unit operasional
damkar lainnya
3. Pembelian bahan A. Jumlah unit mobil damkar/unit
mobil damkar/kapal operasional damkar lainnya
damkar/unit B. Jumlah kebutuhan bahan bakar
operasional damkar setiap unit mobil damkar/kapal (A*BY*C
lainnya damkar/unit operasional damkar
lainnya
C. Harga per liter bahan bakar
4. Pendidikan dan A. Jumlah petugas
pelatihan petugas B. Jumlah pelatihan (A*B)*C

pemadam kebakaran

C. Biaya per pelatihan




- - - -

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 5.B.1 LAYANAN RESPONSE TIME PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT

SULAWESI TENGAH
DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW 11/ TW IV)

TOTAL JUMLAH BIAYA
NO. LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN JUMLAH/BIAYA SATUAN RUMUS VANG {JIBUTUHKAN
1 2 E] 4 5 6 7
1 Pengadaan Alat 1. Belanja alat A. Jumlah komandan lapangan
Komunikasi komunikasi HT B. Lirﬂ::a]::igzz?{z?aimt (A*C)+(B*C)
C. Harga unit per jenis
2-Kesiapan Sarana™ — |“A-Jumlah rig-di"pusdaleps ™ |7
Pusdalops Damkar B. Jumlah perangkat komputer
- — (A*D)+(B*D)+(C*D)
C. Jumlah sound sistem/sirine toa
D. Harga unit per jenis
2 Penyediaan sistem 1. Nomor tunggal dan A.Jumlah server
pelaporan aplikasi smartphone | B, jumlah Perangkat Komputer (A*C)+(B*C)
masyarakat/panic button C. Harga unit per jenis
KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka
Kolom 6 : Adalah penghitungan dari Kolom 4
Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rurnus pada Kolom 6

1




TOTAL JUMLAH BIAYA
NO LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN JUMLAH/BIAYA SATUAN RUMUS YANG DIBUTUHKAN
1 2 3 4 5 6 7
2 |Penyediaan peralatan dan . Penyediaan peralatan |A. Jumlah/jenis/set/paket/unit
perlengkapan pemadaman dan perlengkapan Peralatan dan perlengkapan
kebakaran pemadaman pemadaman kebakaran A*B
kebakaran
A. Harga per
Jumlah/jenis/set/paket/unit
. Penyediaan alat A. Jumlah/jenis/set/paket/unit alat
perlindungan diri Perlindungan diri petugas .
petugas A. Harga per A'B
Jumlah/jenis/set/paket/unit
3 |Penyediaan tandon . Penyediaan tandon |A. Jumlah/volume tandon
air/air/foam untuk air/air/foam untuk Air/air/foam untuk pemadaman A*B
pemadaman pemadaman B. Harga per jumlah/volume
. Pemeliharaan rutin A. Jumlah unit tandon air
tandon air untuk B. Jumlah pemeliharaan rutin
pemadaman tandon air dalam satu tahun (A*BY*C
C. Harga biaya pemeliharaan tandon
air per unit
4 | Kesiapan petugas . Kesiapsiagaan petugasiA. jumlah petugas pemadam
pemadam kebakaran damkar kebakaran A*B
B. honorarium piket jaga
. Pelaksanaan A. jumlah petugas pemadam
pemadaman kebakaran .
kebakaran A. honorarium per kejadian A™B
kebakaran
KETERANGAN :

Kolom b5 : Diisi dengan angka
Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus
Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6




FORM 5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

PROVINSI SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2022 (TWI/TW I/ TW I/ TW V)
JUMLAH/ TOTAL JUMLAH BIAYA
NO. LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN BIAYA SATUAN RUMUS YANG DIBUTUHKAN
1 Z 3 4 5 6 7
1 Penyediaan mobil 1. Penyediaan mobil A. Jumlah pos sektor/pos damkar
| penyelamatan (rescue) penyelamatan (rescue) B. Jumlah unit mobil penyelamatan (rescue) A*B*C
| C. Harga satu unit
' 2. Pemeliharaan rutin A. Jumlah unit mobil penyelamatan (rescue)
mobil penyelamatan B._Jumilah_pemeliharaan rutin_mobil penyelamatan
! (rescue) (rescue ) (A*B)*C
t C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil
penyelamatan (rescue)
3. Pembelian bahan bakar A. Jumlah unit mobil penyelamatan (rescue)
mobil penyelamatan B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit
(rescue} : (A™B)*C
mobil penyelamatan (rescue)
C. Harga per liter bahan bakar
2 Penyediaan peralatan dan Penyediaan peralatan dan | A. Jumlah /jenis/set/paket/unit peralatan dan
perlengkapan penyelamatan perlengkapan perlengkapan penyelamatan (rescue ) A*B
l penyelamatan B. Harga per jumlah/jenis/set/paket/unit
3 Kesiapan petugas 1. Kesiapsiagaan petugas | A. Jumlah petugas penyelamatan ( rescue )
! P enyelamatan (rescue ) penyelamatan B. Honorarium piket jaga A*B
' (rescue )
J 2. Pelaksanaan A. Jumlah petugas penyelamatan (rescue ) .8
penyelamatan (rescue) "B "Honorarium per kegiatan penyelamatan A
3. Pendidikan dan A. Jumlah petugas
pelatihan petugas B. Jumlah pelatihan (A*B)*C
. penyalamatan - -
C. Biaya per pelatthan
KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka
Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus
Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6




FORM 5.B.4 LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN ;2022 (TWI/TWII/ TW LI/ TW IV)
JUMLAH/ TOTAL JUMLAH
NO. LANGKAH KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN BIAYA SATUAN RUMUS BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
7 2 3 4 5 6 7
1 |Sosialisasi masyarakat Sosialisasi Masyarakat A. Frekuensi kegiatan sosialisasi N
tanggap kebakaran B. Biaya penyelanggaraan per sosialisasi A™B
2 |Pelatihan/simulasi dan Pelatihan/simulasi dan A. Frekuensi pelatihan/simulasi sosialisasi dan
penyuluhan masyarakat relawan |penyululian masyarakdat — | Penyululan™ ) B AYB
kebakaran relawan kebakaran B. Biaya penyelanggaraan per pelatihan/simulasi
dan penyuluhan
3 |Pembentukan Sistem 1. Pembentukan satuan A. Jumlah satlakar .
Ketahanan Kebakaran relawan kebakaran B. Biaya paket pelatihan/simulasi A™B
Lingkungan (SKKI) 2. Penyediaan Sarana A. Jumlah satlakar
satlakar B. Jumlah/unit/jenis/paket sarana satlakar (A*B)*C
C. Harga per jumlah/unit/jenis/paket
3. Pembinaan A. Jumlah satlakar
operasionalisasi B. Biaya per kegiatan satlakar A*B
satlakar

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus
Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6



PROVINSI

KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN

SULAWESI TENGAH

: DONGGALA

p 2022 (TW I/ TWII/ TW I/ TW V)

TOTAL JUMLAH

LANGKAH UMLAH
NO- | KeGIATAN VARIABEL KOMPONEN BIAYASATUAN RUMUS BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Pendataan 1. Penyediaan tenaga ahli yang IA. Jenis tenaga ahli
kompeten dalam penyusunan B.Jenis potensi risiko
kajian potensi risiko bahaya
kebakaran C.Jumlah orang ((A*B*C*D)+(E*F))
D.Jumlah bulan kerja
- E: Jumlah-pertemuan—-———m————- - -~ - -
F. Atk dan penggandaan laporan
. Penyediaan tenaga ahli yang A. Jenis tenaga ahli
kompeten dalam penyusunan B.Jumlah orang
dokumen rencana Induk sistem c Tah bul Tor o N
proteksi kebakaran -Jumlah bulan kerja {(A*B*C)+(D*E))
D.Jumlah pertemuan
E.Atk dan penggandaan laporan
. Penyediaan tenaga ahli yang A. Jenis tenaga ahli
kompeten dalam penyusunan B.Jumlah orang
dokumen rencana operasi -
C.Jumlah bulan kerja ((A*B*C)+(D*E})

penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan

D.Jumlah pertemuan

E. Atk dan penggandaan laporan

. Diskusi publik terhadap dokumen

rencana Induk sistem proteksi
kebakaran yang sudah disusun
untuk disempurnakan dan
ditetapkan menjadi dokumen yang
sah/legal

A. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta sound system

B.Penyediaan peralatan pendukung (infocus, layar, computer set)

C. Penggandaan materi/atk/dokumentasi

D.Akomodasi dan konsumsi

E. Transport peserta

((A+B+C)+((D+E)*F+((D+G

C.Honorarium petugas pendataan

D.Biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan

YH)+)
F.Jumlah peserta
G.Honor tenaga ahli
H.Jumlah tenaga ahli laporan
I. Laporan
5. Pelaporan kejadian kebakaran A, Frekuensi pendataan kejadian kebakaran

B.Jumlah petugas pendataan

(A*B*C)+D




FORM 5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

PROVINSI ! SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN : 2022 (TWI/TW I/ TW I/ TW V)
RENCANA JUMLAH RENCANA
JUMLAH JUMLAH POS DAMKAR JUMLAH RELAWAN
NOC. KABUPATEN/ KOTA PENAMBAHAN POS PEMBENTUKAN
KECAMATAN EKSISTING DAMKAR EKSISTING DAMKAR RELAWAN
1 2 3 4 5 6 7
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah pos damkar yang ada di Kabupaten/Kota pada tahun pendataan

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah relawan damkar yang telah dibentuk di Kabupaten/Kota pada tahun pendataan

Kolom 6 : Diisi dengan rencana penambahan jumlah pos damkar pada tahun berikutnya

Kolom 7 : Diisi dengan rencana penambahan jumlah relawan pemadam kebakaran yang akan dibentuk pada tahun berikutnya




LANGKAH JUMLAH/ TOTAL JUMLAH BIAYA
NO KEGIATAN VARIABEL KOMPONEN BIAYA SATUAN RUMUS YANG DIBUTUHKAN
1 2 3 4 S 3 7
2 |lnspeksi 1. Inventarisasi sarana proteksi A, Jumlah bangunan gedung
kebakaran bangunan gedung B. Jumlah petugas (A*BY*C
C. Biaya per kegiatan
2. Inspeksi sarana proteksi A. Jumlah bangunan gedung
kebakaran bangunan gedung B. jumlah petugas (A*B)*C
C. Biaya per kegiatan
3.Pendidikan dan pelatihan petugas | A. Jumlah petugas
Inspekst B. Jumlah pelatihan {(A*B)*C
C. Biaya per pelatihan
3 Investigasi pasca [4. nventarisasi kejadian A. Jumlah petugas
kebakaran kebakaran B. Jumlah sarana dan prasarana pendukung (A*B)*C
.| C Biaya kegiatan o SRR NP [
i S.Investigasi peny;;égkébakaran A. Jumlah petugas
B. Frekuensi investigasi A*BACYD
C. Jumlah sarana pendukung
D. Biaya per kegiatan investigasi
KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka
Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kelom 4 menggunakan rumus
Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6



PROVINSI

TAHUN ANGGARAN

FORM 5.D.1 REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (PEMADAMAN DAN EVAKUASI)

SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA

2022 (TW I/ TW I/ TW LI/ TW IV)

CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN
0,
NO. KABUPATEN/KOTA DAMKAR (%) DAMKAR (%) TOTAL CAPAIAN SPM (%)
1 2 3 4 5
KETERANGAN:
Kolom 1 :Diisi dengan nomor urut
Kolem 2  : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
Kolom 3 : Diisi dengan persentasi capaian SPM oleh petugas damkar
Kolom 4 : Diisi dengan persentasi capaian SPM oleh relawan damkar
Kolom 5 :Diisi dengan total jumlah persentasi capaian SPM oleh petugas dan relawan damkar kemudian dibagi 2




FORM 5.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR(OPERASI NON
KEBAKARAN) KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA : DONGGALA

TAHUN ANGGARAN ¢ 2022 (TW I/ TW I/ TW LI/ TW V)

OPERASI NON KEBAKARAN
KABUPATEN/
NO. KOTA KECELAKAAN WATER ANIMAL PENYELAMATAN PENYELAMATAN PENANGANAN PENANGANAN
TRANSPORTASI | RESCUE RESCUE | PADA KETINGGIAN | [ADABANGUNAN POHON PERCOBAAN LAINNYA
RUNTUH TUMBANG BUNUH DIRI

1 H 32 4 5 6 7 8 9 10
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan kecelakaan transportasi
Kolom 4  : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan water rescue
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan animal rescue
Kolom 6 :Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada ketinggian
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada bangunan runtuh
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah operasi penanganan pohon tumbang
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah operasi penanganan percobaan bunuh diri

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan non kebakaran lainnya dan disebutkan




PROVINSI

KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

SULAWESI TENGAH
DONGGALA

FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET SPM (REKAPAN)

2022 (TW I/ TW I/ TW 1II/ TW IV)

TOTAL PERSENTASE (%) KORBAN JIWA '\ JUMLAH TAKSIRAN ASET
KABUPATEN/ CAPAIAN SPM KEBAKARAN JUMLAH JUMLAH KORBAN JUMLAH JUMLA I}éjol\;;i;l JUMLAH JUMLAH
NO. KOTA (LAYANAN PENYELAMATAN DAN| OPERASI NON JIWA YANG KORBAN KORBAN MENGALAMI TAKSIRAN ASET | TAKSIRAN
EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN BERHASIL MENINGGAL | MENGALA LUKA FISIK YANG BERHASIL | KERUGIAN
KEBAKARAN) DISELAMATKAN DUNIA LUKA BA&\ LAINNYA DISELAMATKAN ASET
1 2 3 4 5 6 7 A\ \ 8 9 10
N
: \\ \\
KETERANGAN: I
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2  : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
Kolom 3  : Diisi dengan angka persentase
Kolom 4 : Diisi dengan angka
Kolom 5 : Diisi dengan angka
Kolom 6 : Diisi dengan angka
Kolom 7 : Diisi dengan angka
Kolom 8 : Diisi dengan angka
Kolom 9 : Diisi dengan angka
Kolom 10 : Diisi dengan angka

o e il

tapkan

S P ]
/b T RPN

ONGGALA

o N KA$MAN LASSA

onggala




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

TAHUN

FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

SULAWESI TENGAH
DONGGALA

ANGGARAN 2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW V)

NAMA LENGKAP

NO.

NAMA KEPALA
KELUARGA

JENIS
KELAMIN

(L/P)

TANGGAL LAHIR
(dd/mm/yyyy)

NOMOR
KK

TEMPAT

NAMA LAHIR

ANGGOTA
KELUARGA

NIK

ALAMAT

DESA/
KELURAHAN

KECAMATAN

KONDISI
EKONOMI
{miskin/
tidak miskin)

BERKEBUTUHAN
KHUSUS
(va/tidak)

JENIS
KEBUTUHAN
KHUSUS
(jika ya)

KELOMPOK
UMUR RENTAN

2 3 4 5 6 7 8

10

11

1z

13

14

15

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14
Kolom 15

: Diisi dengan nomor urut
: Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana
: Diisi dengan nama anggota keluarga
: Diisi dengan Nik
: Diisi dengan nomor kartu keluarga
: Diisi dengan jenis kelamin
: Diisi dengan tempat lahir
: Diisi dengan tanggal lahir
: Diisi dengan alamat tempat tinggal
: Diisi dengan nama Desa/Kelurahan
: Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal
: Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi Warga Negara

: Diisi ya jika memiliki kebutuhan khusus, tidak jika tidak memiliki kebutuhan khusus

: Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya
: Dichecklist jika Warga Negara termasulk dalam kelompok umur rentan




FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGARA

| PROVINSI SULAWESI TENGAH
! KABUPATEN/KOTA DONGGALA
! TAHUN ANGGARAN 2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW IV)
DATA DASAR WARGA NEGARA JENIS KERAWANAN TEMPAT TINGGAL PERAN DALA;;EE’:‘:&GGULANGAN
NAMA LENGKAP NOMOR APARATUR
VARIASI
WARGA YANG  |PETUGAS
JENIS DESA/ LETUSAN | GELOMBAN KEBAKARAN (EPIDEM | KELOMPOK
NO| Nama NAMA | ik NO&OR KELAMIN | KELURAHA |KECAMATAN Ggﬁ};f“ TSUNAMI | BANJIR LS:SSAOHR GUNUNG | G LAUT ,‘:DNSE KEKE:INGA HUTAN DAN | 1DAN | KERAWANAN NEGAR;? MET?SSAN gﬁﬁiﬁﬂp
- | KEPALA | ANGGOTA (L/P) N API EKSTRIM LAHAN |WABAH RAWA
KELUARGA |KELUARGA BENCANA B%‘;‘éifm\ DARURAT
' 1 2 3 4 5 6 7 g8 9 10 11 1z 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
KETERANGAN:
Keolom 1 : Diisi dengan ncmor urut
Kolom 2  : Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana berdasarkan form 5.4.1
Kolom 3 : Diisi dengan nama anggota keluarga berdasarkan form 5.A.1
Kolom 4  : Diisi dengan NIK berdasarkan form 5.A.1
Kolom 5 : Diisi dengan nomor Kartu Keluarga berdasarkan form 5.A.1
Kolom 6 : Diisi dengan jenis kelamin berdasarkan form 5.A.1
Kolom 7  : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
Keolom 8  : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
Kolom 9-18 : Diisi dengan checklist sesuai kerawanan tempat tinggal Warga Negara
Kolom 19 : Diisi dengan nomor kelompck variasi kerawanan bencana
Kolom 20 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok Warga Negara biasa penerima layanan penanggulangan bencana
Kolom 21 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok aparatur yang menangani sub urusan bencana
Kolom 22 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok petugas operasi tanggap darurat bencana




FORM 5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN
REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN TOTAL
VARIASI 1 VARIASI 2 VARIASI n
No: KECAMATAN KEE‘}E;:‘/*AN KELOMPOK KELOMPOK
JENIS KK | JiwA JENIS KK | JIWA KELOMPOK JENIS KK | 1WA KK JIWA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 5+8+11 14 = 6+9+12
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nama Kecamatan
Kolom 2 : Diisi dengan nama Kelurahan/Desa
Kolom 3 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi 1
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 1 kerawanan bencana
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi 1 kerawanan bencana
Kolom 6 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi 2
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 2 kerawanan bencana
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi 2 kerawanan bencana
Kolom 9 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi n
Kolom 10 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi n kerawanan bencana
Kolom 11 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi n kerawanan bencana
Kolom 12 : Diisi dengan total KK pada variasi 1, variasi 2, dan variasi n
Kolom 14 : Diisi dengan total Warga Negara pada variasi 1, variasi 2, dan variasi n




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA
SULAWESI TENGAH
DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW IV)

JUMLAH APARATUR DI KAWASAN RAWAN BENCANA (ORANG) JUMLAH WARGA NEGARA D1 KAWASAN RAWAN
| WARGA NEGARA KERENTANAN
DESA/
NoO. KECAMATAN KONDISI KETERANGAN
[ KELURAHAN PNS TNI POLRI SATLINMAS 'I;ENAGA EKONOMI BERKEBUTUHAN KELOMPOK
KONTRAK JIWA KK MISKIN KHUSUS RENTAN
ORANG ORANG
oS (ORANG) (ORANG)
1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah PNS di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah TNI di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah POLRI di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah SATLINMAS di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tenaga kontrak di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 9 : Diisi dengan jumiah Warga Negara di desa kawasan rawan bencana

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah Warga Negara (KK) di desa kawasan rawan bencana

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah KK yang berada dalam kondisi ekonomi miskin di desa pada kawasan rawan bencana
Kolom 12 : Diisi dengan jumlah Warga Negara yang berkebutuhan khusus di desa pada kawasan rawan bencana
Kolom 13 : Diisi dengan jumlah Warga Negara yang berada dalam kelompok usia rentan di desa pada kawasan rawan bencana
Kolom 14 : Diisi dengan keterangan




FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI PENUGASAN

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN : 2022 (TW I/ TW I/ TW LI/ TW 1V)

LOKASI
DATA DASAR PETUGAS STATUS PETUGAS PENUGASAN PENUGASAN
KONDISI SERTIFL-
JENIS v e| KASL | " “ Z | KET
NAMA JENIS [TEMpA| THNCGAL DESA/ EKONOM | perkeBUTUH | KEBUTUH | KELOMP = 2185 |, 2| vane | $5 | 528 | € c 5 .
NO NI [NOMO LAHIR  |ALAMA| KEC| 1 oK |g|z| % 25| 2 Z o | 88 [Cm| & [«
LENGKA | ' "o |KELAMI| T | e vyl ¢ | KELURAH viskiny| AN KHUSUS AN omur |E|E| B |82 25 | SIDIMILIKI| 55 | 25 | 2 al v o=
. P N (L/P) | LAk |(PD/MM/ AN - | /| (vasTipaK) | KHUSUS 2 |Yg| &g T4 Ee | Bg | B |+ .
Y) TIDAK : RENTAN 2| =8 A PR | Be | B <
MISKIN) Uika YA) < =
1 2 3| 4 5 6 7 g g 10| 11 iz 13 14 |15|16| 17 | 18 | 19 | 20 21 22 23 24 | 25 | 26 | z7
KETERANGAN:
Kolom 1 :Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 :Diisi dengan nama
Kolom 3 :Diisi dengan NIK
Kolom 4 :Diisi dengan nomor Kartu Keluarga
Kolom 5 :Diisi dengan jenis kelamin
Kolom 6 :Diisi dengan tempat lahir
Kolom 7 :Diist dengan tanggal lahir
Kolom 8 :Diisi dengan alamat
Kolom 9 :Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal

Kolom 10  :Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal

Kolom 11  :Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi

Kolom 12  :Diisi ya jika memiliki kebutuhan khusus, tidak jika tidak memiliki kebutuhan khusus

Kolom 13 :Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika Kolom 14 dijawab ya

Kolom 14  :Diisi checklist jika petugas operasi termasuk dalam kelompok umur rentan (berkebutuhan khusus atau lanjut usia)
Kolom 15-20 :Diisi dengan checklist sesual status petugas

Kolom 21  :Diisi dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi

Kolom 22-26 :Diisi dengan checklist sesuai penugasan dan lokasi

Kolom 27  :Diisi dengan keterangan, jenis keahlian, dll



FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA

SULAWESI TENGAH
DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW 1V)

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERAS] TANGGAP DARURAT LOKASI KONDISI
JUMLAH/
NO. NAMA PERALATAN SATUAN PENCARIAN PENANGANAN PENANGANAN FASILITAS INSTITUSI
KAJICEPAT | o v HILANG KORBAN MEDIS PENGUNGSIAN POSISI PENANGGUNG BAIK RUSAK
MENINGGAL JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 i1 1z

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana yang tersedia di daerah
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan peralatan

Kolom 4 - 8 : Diisi dengan checklist

Kolom 9 : Diisi dengan lokasi posisi peralatan

Kolom 10 : Diisi dengan institusi penanggungjawab peralatan
Kolom 11-12 : Diisi dengan checklist sesua kondisi peralatan




FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN
PENDUDUK PETUGAS (ORANC)
TOTAL WAJIB
No. JENIS BENCANA iwa KK DESA PETUGAS PETUGAS PETUGAS PETUGAS JUMLAH LATIH (ORANG)
TRC PDB TRC KLB PPE OPERASI PETUGAS :
7 z 3 7 5 6 7 g 5 10 11-4+10

KETERANGAN: N )

Kolom 1 : Diisi dengan jenis bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-
urusan bencana daerah Kabupaten/Kota

Kolom 2 : Diisi dengan jumlah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kk yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah desa yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Darurat Bencana (PDB) untuk jenis bencana terkait

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah petugas TRC Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk jenis bencana terkait

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah petugas Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi (PPE) untuk jenis bencana terkait

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah petugas operasi

Kolom 9 : Diisi dengan total jumlah petugas untuk jenis bencana terkait
Kolom 10 : Diisi dengan total jumlah wajib latih untuk jenis bencana terkait (lcolom 3 ditambah kolom 9)




FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNGSIAN

PROVINSI SULAWES| TENGAH

KABUPATEN/KOTA : DONGGALA

TAHUN ANGGARAN 2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW 1V)

LOKAS! KONDISI
NO. NAMA BARANG JUMLAH/ SATUAN
POSIS! INSTITUSI PENANGGUNGJAWAB BAIK RUSAK
1 2 2 4 5 6 7

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama barang logistik pengungsian
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan barang
Kolom 4 : Diisi dengan lokasi posisi barang
Kolom 5 : Diisi dengan institusi penanggungjawab barang

Kolom 6 — 7 : Diisi dengan jumlah sesuai kondisi barang




FORM 5.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA DONGGALA

TAHUN ANGGARAN 2022 (TW I/ TW LI/ TW I/ TW IV)

KEJADIAN BENCANA

LOKASI

TANGGAL KEJADIAN

NAMA NOMOR JENIS TEMPAT | TANGGAL LAHIR DESA/ KONDIST EKONOML | BERKEBUTUHAN KEBIS'%?IAN KELOMPOK
NO.\ engkap |NIK| kg KELAMIN ) wuir dd/mm/yyyy) | AMAMAT | kELURAHAN KECAMATAN (miskin/tidak KHUSUS KHUSUS  |UMUR RENTAN
(L/P) miskin) (ya/tidak) (jika ya)

1 2 3 4 5 § 7 8 9 10 11 1z 13 14
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara
Kolom 3 : Diisi dengan nik Warga Negara
Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga Warga Negara
Kolom 5 : Diisi sesuai dengan jenis kelamin
Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir Warga Negara
Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir Warga Negara
Kolom 8 : Diisi dengan alamat tempat tinggal Warga Negara
Kolom 9 : Diisi dengan nama desa/kelurahan Warga Negara
Kolom 10  : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal Warga Negara
Kolom 11 : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi Warga Negara
Kolom 12  : Diisi checkklist jika ya dan strip jika tidak
Kolom 13  : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya
Kolom 14  : Dichecklist jika Warga Negara termasuk dalam kelompok umur rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu hamil/ibu menyusui, penyandang cacat/berkebutuhan

" khusus, orang lanjut usia)

Kolom 15-25 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi




PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN
KEJADIAN BENCANA
LOKASI

TANGGAL KEJADIAN

FORM 5.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA

(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

SULAWESI TENGAH
DONGGALA
2022 (TW I/ TW I/ TW I/ TW 1V}

DATA DASAR WARGA NEGARA STATUS PERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
KORBAN PENGUNGSI PETUGAS
JENIS BUTUH | BUTUH M _AP;\EQEURU
NAMA NOMOR DESA/ NEGARA
NO. NIK KELAMIN KECAMATAN BANTUAN | BANTUAN MENANGANIL| PETUGAS | PETUGAS | PETUGAS | PETUGAS
LENGKAP KK KELURAHAN RAWAN
{L/P} MENINGGAL | HILANG | “ypnis | mepis | SEMAMAT BENCANA |SUB URUSAN| TRCKLB | TRCPDB| PPE | OPERASI
DARURAT | LANJUT BENCANA
1 2 3 4 54 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara sesuai form 5.A.1
Kolom 3 : Diisi dengan nik Warga Negara sesuai form 5.A.1
Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga Warga Negara sesuai form 5.A.1
Kclom 5 : Diisi dengan jenis kelamin sesuai form 5.A.1
Kolom 6 : Diisi dengan nama desa/kelurahan Warga Negara sesuai form 5.A.1
Kolom 7 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal Warga Negara sesuai form 5.A.1

Kolom 8 - 18 : Disi dengan checklist sesuai kondisi




FORM 5.A.11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA
(Diisi dan Diperbarul Setiap Kejadian Bencana)

Kolom 18-24 : Diisi dengan checklist sesusai kondisi

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 12022 (TW I/ TWII/ TW I/ TW IV)
KEJADIAN BENCANA
LOKASI
TANGGAL KEJADIAN
DATA DASAR PETUGAS STATUS PETUGAS PENUGASAN LOKASI PENUGASAN
" POS
< et & |SERTIFIKASI PETUGAS LAPANGAN
JENIS TANGGAL 2| 218322 vanc
- NAMA NOMOR TEMPAT DESA/ v | =z z | £ Z PETUGASPETUGASPETUGAS| OPERASI
! NO. perycas | MK | gk |KELAMIN' e |  LAHIR  ALAMATR o paKECAMATAN 2 | Z | 2 | 5 | 26 (S S| DIMILIKI |TRe KLB|TRCPDB| PPE | TANGGAP |FOSKO
. (L/P) (DD/MM/YYYY) & | o |HE|*S DARURAT KEC. | DESA
| pi ol
| 7
| 1 z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |12 {13 | 14 | 15 |16 | 17 18 19 | 40 2T | 22|23 | 24
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama petugas operasi
Kolom 3 : Diisi dengan nik petugas operasi
Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga petugas operasi
Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin petugas operasi
Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir petugas operasi
Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir petugas operasi
Kolom 8 : Diisi dengan alamat tempat tinggal petugas operasi
Kolom 9 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal petugas operasi
Kolom 10 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal petugas operasi
Kolom 11-16 : Diisi dengan checklist sesusai kondisi
Kolom 17 : Diisi dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi




FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA :DONOALA
TAHUN ANGGARAN 12022 (TW I/ TWII/ TW I/ TW V)
STATUS DARURAT BENCANA
WAKTU LAPORAN
NO. NAMA KEJADIAN BENCANA TAFDGI;E;‘J;;/E‘;?&?N WA(E\(;_;IES%AN KEJADIAN DITERIMA LOKASI TIDAK DIKELUARKAN
’ (JAM:MENIT) DIKELUARKAN DIKELUARKAN DIKELUARKAN >24
<24]AM JAM
7 i 3 7 5 ] 7 g i
KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama kejadian bencana
Kolom 3 : Diisi dengan tanggal kejadian bencana
Kolom 4 : Diisi dengan pukul kejadian bencana
Kolom 5 : Diisi dengan pukul laporan kejadian diterima oleh pusdalops/BPBD
Kolom 6 : Diisi dengan lokasi kejadian bencana
Kolom 7 - 9 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi




FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP

BENCANA

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA :DONGGALA
TAHUN ANGGARAN :2022 (TWI/TW I/ TWIII)

PENERIMA LAYANAN DASAR
KOMPONEN SASARAN . HARGA
TENIS SUB PENGHITUNGAN | PENERIMA seLisiH | saTuan | KEBUTUHAN
NO.| PELAYANAN | ..., | KEBUTUHAN SPM | SPMSUB- | KELUARAN | SATUAN | wapca APARAT/ KEBUTUHAN | KETERSEDIAAN +/) (x BIAYA
DASAR SUB-URUSAN URUSAN NEGara | ¥¥| peTucas | PESA Rp.1000) {x Rp.1000)
BENCANA BENCANA
1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 iz 13 14=12-13 15 16 = 14x 15

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomeor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar
pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota

Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah Warga Negara penerima layanan

Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah kk penerima layanan

Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan

Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jumlah desa penerima layanan

Kolom 12  : Diisi sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk satuan keluaran

Kolom 13  : Diisi sesuai dengan jumlah ketersediaan

Kolom 14  : Diisi sesuai dengan selisih antara (kebutuhan-ketersediaan) kolom 12 dikurangi kolom 13
Kolom 15  : Diisi sesuai dengan harga satuan sesuai keluaran

Kolom 16  : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan kolom 14 dikali kolom 15



FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN :2022 (TWI/ TWI1I/ TWIII)
KOMPONEN SASARAN STATUS DARURAT BENCANA n TOTAL KEBUTUHAN
JENIS PENGHITUNGAN | PENERIMA KETERSEDIAAN/
SUB TARGET USULAN HARGA JUMLAH
NO.| PELAYANAN KEBUTUHAN SPM | SPM SUB- | KELUARAN ;| SATUAN SUDAH
DASAR | NEGIATAN | “qup yrUSAN | URUSAN KEBUTUHAN TERPENUHI PEMENUHAN SATUAN Blava FISIK ANGGARAN
BENCANA BENCANA Volume | Kuantitas Volume Volune | Kuantitas | *RP ) (xRp. )
11=8- _ ~ 15= E(USULAN |16= EJUMLAH
i 3 4 5 6 7 8 g 10 10 i2=9 13 14=11X12X13 PEMENUHAN) BIAYA)

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2

: Diisi dengan nomor urut
: Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan
dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota

Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12

Kolom 13
Kolom 14
Kolom 15
Kolom 16

kolom 9)

: Diisi dengan harga satuan untuk tiap-tiap keluaran pada status darurat bencana n
: Diisi dengan jumlah kebutuhan anggaran operasi untuk status darurat bencana n (kolom 11 dikali kolom 12 dikali kolom 13)
: Diisi dengan total kebutuhan fisik (usulan pemenuhan volume dikali usulan pemenuhan kuantitas)
: Diisi dengan total kebutuhan keuangan (total jumlah biaya pada tiap-tiap status darurat bencana)

: Diisi dengan jumlah kebutuhan volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
: Diisi dengan jumlah kebutuhan kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
: Diisi dengan jumlah ketersediaan atau volume yang sudah terpenuhi pada tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n

: Diisi dengan jumlah usulan pemenuhan kebutuhan volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikurangi kolom 10)
: Diisi dengan jumlah usulan pemenuhan kebutuhan kuantiti per jenis keluaran (cutput} untuk status darurat bencana n (nilainya dapat disamakan dengan




FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANANPENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN
PENERIMA LAYANAN TARGET KINERJA KONDISI AKHIR 5 TAHUN
KOMPONEN DASAR - TAHUN KE 1 TAHUN KE 2 TAHUN KE 3 TAHUN KE 4 TAHUNKE S
PENGHITUNGAN SASARAN | % -4 JUMLAH ALOKAS] Eﬂ
o.| eliaan| S8 | kmsumuman | PEMAI R | S| o] |y pevtenonan | ANGSARAN || | e 2 e B (el 2 B o s aeBlsl ssl| 2e8
B[:slllvlgzs;&h.]a BENCANA | 2 E &‘é & | SEBELUMNYA) 5 RS ARg S| T8 ZAg | € |S4 A& £ = gmiz- =8| 28& P
1 2 3 4 5 6| 7| & |8l 10§ 1 12 13 14| 15 | 16 | 17=15x16| 18| 19 |20-18319| 21 | 22 |23-21x22| 20 | 25 | 2532* | 27| 28 | z9-27xes| P02 IEY | UL=ITE

KETERANGAN:

Kolom 1 : Dilsi dengan nomor urut - A -

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar

pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota

Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah Warga Negara penerima layanan

Kolom 9 : Diisi'sesuai dengan jumlah kk penerima layanan

Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan

Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jumlah desa penerima layanan

Kolom 12 : Diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya

Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya

Kolom 14 : Diisi sesuai dengan sumber dana

Kolom 15 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1

Kolom 16 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1

Kolom 17 : Diisi dengan kolom 15 dikalikan kolom 16

Kolom 18 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2

Kolom 19 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2

Kolom 20 : Diisi dengan kolom 18 dikalikan kolom 19

Kolom 21 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3

Kolom 22 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3

Kolom 23 : Diisi dengan kolom 21 dikalikan kolom 22

Kolom 24 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4

Kolom 25 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4

Kolom 26 : Diisi dengan kolom 24 dikalikan kolom 25

Kolom 27 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5

Kolom 28 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5

Kolom 29 : Diisi dengan kolom 27 dikalikan kolom 28

Kolom 30 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 15, kolom 18, kolom 21, kolom 24, dan kolom 27

Kolom 31 : Diisi dengan total penjumlah kolom 17, kolom 20, kolom 23, kolom 26, dan kolom 29




FORM 5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
TAHUN ANGGARAN
PENERIMA TARGET KINERJA KONDIS! AKHIR 5
KOMPONEN LAYANAN DASAR < | TAHUNKE1 TAHUN KE 2 TAHUN KE 3 TAHUN KE 4 TAHUN KE 5 TAHUN
SASARAN JUMLAH Z
PENGHITUNGAN E ALOKAS] | <
o el eS| sus | wesuTona | CENEROA )| 2 | 2 | | peMenUtAn | ANCGARAN | 2 = = s o 5
) KEGIATAN SPM SUB- ] l-"’:é Bl g (TAHUN W= sle g2 % giS g 2 gl 2| % g|lE S| % 85 = Jumlah
DASAR | URUSAN [Pl = |28 |34 (TAHUN |y bEes82| & |BSj=8s| & |BE|=ES| & |BE|ESS| § F|dge
URUSAN pEneana | Bl 7|25 (228 SEBELUMNYA) | SEBELUMNYA) | & PlEElEaz| & 3| E&S R LEE R EZ|ERT E |5 2|E 8 |Target| Biaya
BENCANA ey EEQ ZIE(TS2Eg| f 28|22 F (T2 & |ZE|ERElF (=d]aRg (xRp.1006)
30=15
1 2 3 4 5 1 a 9 10 11 12 132 14 15 16 17=15X16 18 19 20=18X19 21 22 23=21X22 24 25 26=24X25 27 28 29=27X28 +18+ =17 +20+
21+ 24 23 +26 + 29
+27
ORANG BARANG HARGA
KOEFISIEN PROYEKSI
I 2 3
KETERANGAN

Kolom 1, diambil dari laju pertumbuhan penduduk rata-rata nasional pada tahunperencanaan
Kolom 2, dirasionalisasi dari nilai laju pertumbuhan penduduk nasional di tahunperencanaan

Kolom 3, diambil dari nilai laju inflasi nasional pada tahun perencanaan




KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan
dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota

Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya

Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya

Kolom 10 : Diisl sesuai dengan sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1 (kolom 9 dikali koefisien proyeksi)

Kolom 12 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1

Kolom 13 : Diisi dengan kolom 11 dikalikan kolom 12

Kolom 14 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2 (kolom 11 dikali koefisien proyeksi)

Kolom 15 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 12 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 16 : Diisi dengan kolom 14 dikalikan kolom 15

Kolom 17 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 14 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 18 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 15 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom-19-:-Diisi-dengan-kolom-17-dikalikan-kolom-18 EE. - ——

Kolom 20 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4 (kolom 17 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 21 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4 (kolom 18 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 22 : Diisi dengan kolom 20 dikalikan kolom 21

Kolom 23 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5 (kolom 20 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 24 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5 (kolom 21 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 25 : Diisi dengan kolom 23 dikalikan kolom 24

Kelom 26 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 11, kolom 14, kolom 17, kolom 20, dan kolom 23

Kolom 27 : Diisi dengan total penjumlah kolem 13, kolom 16, kolom 19, kolom 22, dan kolom 25




FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN INFORMAS] RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

TERHADAP BENCANA
KABUPATEN/KOTA :SULAWESI TENGAH
PROVINSI : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN :2022 (TWI/ TWIl/ TW III)

TARGET REALISASI CAPALAN (%) PROGRES x(g:;.nm SPM | PROGRES c?oz?mw SPM
KOMPONEN | (o000
PENGHITUNGAN CAPAIAN
IENIS SUB KEBUTUHAN | PENERIMA MUTU BOBOT TOTAL TOTAL | SUMBER
NO. | PELAYANAN SPM SUB- | KELUARAN | SATUAN KEPENTINGAN PROGRES PROGRES PERMASALAHAN | SOLUSI
KEGIATAN SEM SUB- LAYANAN PROGRES PROGRES DANA
DASAR URUSAN B%i{%?rza BIAYA BIAYA 96 (%) RINERJA KINERJA | " neian | CAPAIAN
BENCANA VOLUME | . pp.ta00y | YOLUMEL pnioony [ FISIK | KEUANGAN KELUARAN | S8 | keLuasan | SU8
(0 BERJALAN (%) BERJALAN
(%) (%)
- - P 16= 17 = 8 SRS
1 2 3 4 5 6 7 g s 10 11 12=10/8| 13=11/9 14 1 X(12+13+14) | T(tSae) | k(zerny) | rses 20 21 22
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar
pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah target volume per jenis keluaran (output) sesuai formular 5.C.1

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output) sesuai formulir 5.C.1

Kolom 10 ; Diisi dengan jumlah realisasi volume per jenis keluaran {output) sesuai formulir 5.C.1

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 12 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran {output}

Kolom 13 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)

Kolom 14 : Diisi dengan persentase capaian mutu layanan

Kolom 15 : Diisi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen

Kolom 16 : Diisi dengan progres kinerja spm berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah keuangan ditambah mutu layanan)

Kolom 17 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan spm berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 15 dengan kolom 16)

Kolom 18 : Diisi dengan progres capaian spm berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)

Kolom 19 : Diisi dengan total progres capaian sub kegiatan SPM berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 18 dengan kolom 15)

Kolom 20 ; Diisi dengan sumber dana

Kolom 21 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 22 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan



FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 12022 (TWI1/ TWII/ TW LII)
STATUS DARURAT BENCANA n PROGRES KINERJA | FROGRES C PAIAN
— oo CAPAIAN RATA-RATA (%) $PM
ol LAFAIAN
KOMPONEN | SASARAN | _ iy » (%) (%) S z
PENGHITUNGA | PENERIM KOEFISIEN TOTAL TOTAL | < z .
JENIS suB 5% BOBOT 3 g &
NO NKEBUTUHAN | AsPM | 5|3 - ~ | INDIKATO z z PROGRES | PROGRES | PROGRES | o 3 3
L | FEa KEGIATAN | spw suB- sus- |3|E|S é s gqg s E gl <8 R W g £ g 5§ | EPERTINGA %‘Sgﬁfj KINERJA | CAPAIAN | cAPAIAN | g g
URUSAN | URusaN (E|&|D|E|& 22 |S|E(2] d%7 |Lavaman & Z E< g Z E< KELUARAN| _SUB | KELUARA |  sUB = 2 “
BENCANA | BENCANA o|= = 5_ me |gl=[2| =& (/0 & g =z &= 8 £k o KEGIATAN| N KEGIATAN | 2 ]
B 2 >3 & g g (8) | erjaLa | () | BERJALAN
N (%) (%)
2% | 22X
_ _ 17=((12X13) _ 20=X i {Capaian 24= _ 5 ~
1 2 3 4 5 67| 8|9l 11—85‘(9)(1 1213 |rg | TESIZXIIET | 4 / (8X9)) 13'”5{:1)’“” 19 | (capaia ]E‘ezf:z:"“a‘; Mutu 23 R(zorz1+22 2(223,5;;2“) x;;}u 27_2823){26 z8 29 20
X16X100% n Fisik) B3R} Layanan }
)
—- ——KETERANGAN: — -
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14
Kolom 15
Kolom 16

Kolom 17
Kolom 18
Kolom 19
Kolom 20
Kolom 21
Kolom 22
Kolom 23
Kolom 24
Kolom 25
Kolom 26
Kolom 27
Kolom 28
Kolom 29
Kolom 30

: Diisi dengan jenis petayanan dasar
Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan maodul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesual Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknispelayanan

dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota
: Diisi dengan jumtlah target volume per jenis keluaran (output} untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1
: Diisi dengan jumlah kuantiti per jenis keluaran (output) untuk untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1

: Diisi dengan harga satuan untuk tiap-tiap keluaran untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.8.1

: Diisi dengan jumlah anggaran operasi untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikali kolom 9 dikali kolom 10}

: Diisi sesuai dengan realisasi volume tiap-tiap jenis keluaran (output} untuk status darurat bencana n
: Diisi sesuai dengan realisasi kuantiti tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n

: Diisi seusai dengan realisasi harga satuan tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
: Diisi dengan realisasi jumlah tiap-tiap jenis keluaran (output} untuk status darurat bencana n (kolom 12 dikali kolom 13 dikali kolom 14)
: Diisi dengan koefisien indikator layanan berdasarkan ketercapaian indikator layanan pada tiap-tiap sub kegiatan di tiap-tiap jenis layanan dasar. (diisi

angka 1 jika indikator layanan tercapai kurang dari 24 jam, diisi angka 0 jika indikator layanan tercapai lebih dari 24 jam)
: Diisi dengan persentase capaian fisik untuk status darurat bencana n (volume dikali kuantiti realisasi dibagi dengan volume dikali kuantiti target)

: Dilsi dengan persentase capaian keuangan untuk status darurat bencana n (jumlah rp realisasi dibagi dengan jumlah rp target)

: Diisi dengan persentase capaian mutu layanan
: Diisi dengan capaian fisik rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan
: Diisi dengan capaian keuangan rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan

: Dilsi dengan capaian mutu layanan rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan

: Diisi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen

: Diisi dengan progres kinerja tahun berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah keuangan ditambah mutu layanan)

: Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan pada tahun berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 24)
: Diisi dengan progres capaian spm tahun berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)
: Diisi dengan total progres capaian sub kegiatan pada tahun berjalan {gabungan penjumliahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 26)
: Diisi dengan sumber dana

: Diist dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

: Diisi dengan Alternatif yang bisa dilakukan




FORM 5.E.1 PENENTUAN BOBOT TERTIMBANG (BT) PADA SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 12022 (TWI1/ TWIH/ TWIII)

RENCANA KOEFISIEN BOBOT
PELAKSANAAN KOEFISIEN KOEFISIEN | TERTIMBANG (BT
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN SUB (BT)
TAHUN KEGIATAN KEGIATAN | PENIMBANG | TAHUN BERJALAN
BERJALAN (%)
1 2 3 4 5 6 7=4X5X6 8=il{37)}
1 |Pelayanan Informasi Rawan 1 |Penyusunan kajian risiko bencana 0,4
Bencana 2 |Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana 0,6 0.17
2 |Pelayanan Pencegahan dan 3 |Penyusunan rencana penanggulangan bencana 0,1
i Kesiapsiagaan 4 |Pembuatan rencana kontinjensi (renkon) 0,1
5 |Pelatihan pencegahan dan mitigasi 0,2
| 6 |Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana 0,2 0,50
ke 7 -| Pengendalian-operasi-dan-penyediaan sarana-prasarana ---- - 02—
kesiapsiagaan terhadap bencana
8 |Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap 0,2
bencana
3 |Pelayanan Penyelamatan dan 9 |Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis 0,3
Evakuasi prioritas
10 |Respon cepat darurat bencana 0,3 0.33
11 [Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 0,1 ’
12 |Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana 03
JUMLAH 3 1

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama kegiatan

Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan

Kolom 4 : Diisi (1) jika direncanakan, diisi (0} jika belum termasuk dalam perencanaan tahun berjalan

Kolom 5 : Adalah koefisien sub kegiatan. Koefisien sub kegiatan layanan langsung adalah 2 kali (pembulatan) koefisien sub kegiatan layanan pokok. Total koefisien untuk
setiap sub kegiatan adalah 1

Kolom 6 : Adalah koefisien kegiatan (dihitung berdasarkan jumlah sub kegiatan pada setiap kegiatan dibagi dengan jumlah total sub kegiatan). Total koefisien
untuk setiap kegiatan adalah 1

Kolom 7 : Adalah koefisien penimbang, yaitu hasil perkalian kolom 4 dengan kolom 5 dan kolom 6.

Kolom 8 : Merupakan hasil perhitungan bobot tertimbang untuk tiap-tiap sub kegiatan. Total bobot harus 100




FORM 5.E.2 REKAPITULASI KINERJA TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 12022 (TWI1/ TWII/ TWIII)
KINER]A SPM
BOBOT ?{I}SEEJE: K]LBX_:‘{IX;\? ;\I;: R SUB URUSAN KINERJA SPM
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN TERTIMBANG BENCANA TAHUN X
BERJALAN TAHUN X
(BT) %) %) TAHUN X (%)
(i 0 (%)
1 2 3 4 5 6=X(5) 7=4X5 8=%7
1 Pelayanan informasi rawan Penyusunan kajian risiko bencana
bencana Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana
2 Pelayanan pencegahan dan Penyusunan rencana penanggulangan bencana

kesiapsiagaan ———
pslag Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)

" Pelatihan pencegahan dan mitigasi

Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana

~ o] ] | w| N e

Pengendalian operasi dan penyediaan sarana
prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana

8 Penyediaan peralatan perlindungan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana

Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah
zoonosis prioritas

3 Pelayanan penyelamatan dan 9
evakuasi

10 | Respon cepat darurat bencana

11 | Aktivasi sistem komando penanganan darurat
bencana

12 | Pencarian, pertolongan dan evakuasi kerban
bencana

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan

Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5.A.1

Kolom 5 : Diisi dengan progress kinerja SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D.1 dan 5.D.2
Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress kinerja berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar
Kolom 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress kinerja berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan

Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7




FORM 5.E.3 REKAPITULASI CAPAIAN TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 12022 (TWI/TW 11/ TW III) \
CAPAIAN SPM
BOBOT Eigﬁl i CA&?:SAZER SUB URUSAN CAPAIAN
NO. KEGIATAN SUB KEGIATAN TERTIMBANG BERJALA TAHUN X BENCANA SPM TAHUN X
(BT) TAHUN X (%)
(%) (%)
(%)
2 3 4 5 \ 6=X(5) 7=4X5 =¥ 7
1 Pelayanan informasi rawan 1 Penyusunan kajian risiko bencana \
bencana - — = A
2 Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana
2 Pelayanan pencegahan dan 3 Penyusunan rencana penanggulangan bencana
iastapsiagann 4 Pembuatan rencana kontinjensi (renkon) \
5 Pelatihan pencegahan dan mitigasi \ \
6 | Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana \\ \
7 Pengendalian operasi dan penyediaan sarana
prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
8 Penyediaan peralatan perlindungan dan \
kesiapsiagaan terhadap bencana
3 Pelayanan penyelamatan dan 9 Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah
e,vakuasi zoonosis prioritas
10 | Respon cepat darurat bencana
11 | Aktivasi sistem komando penanganan darurat
bencana
12 | Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban . ‘
bencana
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasarKolom 3 :
Diisi dengan sub kegiatan
Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5.A.1
Kolom 5 : Diisi dengan progress capaian SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D.1 dan 5.D.2

Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress capian berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar
Kolom 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress capaian berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan

Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7




FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTARDAN

- GELANDANGAN PENGEMIS

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 12022 (TWI/TW I/ TWIII)
KONDISI KETRI LANTRAAN
TINGGAL BI LUAR
TINGGALDI | HUB DGN KRT MASIH MEMILIKI KELUARGA, TETAPI
wo | nama | wx | JENIS o1 | acamar | DALAM pan kEpaLa | noxk | KELUARGA (PANTI, STATUS PEKERJAAN IENIS KELUARGA/MASYARA| RENTAN MENGALAMI MENGALAM! TINDAK KEKERASAN KET
KELAMIN KELUARGA |  KELUARGA TERMINAL, PASAR, | PERKAWINAN | /SEKOLAH | DISABILITAS | KAT/SESEORANG | TINDAK KEKERASAN | . ~tEUAS.SR PUILAR KBRERASATL
JALANAN DLL) TIDAK MENGURUS | DARI LINGKUNGAN PENELANTARAN '
1 z 3 7 5 6 7 ] ] 0 71 7z 13 ) 15 16 7

Penyandang Disabilitas

1

2

Dst

JUMLAH TOTAL

A P

Anak

1

2

Dst

‘NUMLAH TOTAL

Lanjut usia

1

2

Dst

JUMLAH TOTAl

Gelandangan Pengemis

If

2

UMLAH TOTAL

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Kab/Kota

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13

: Diisi dengan nomor urut

. Diisi dengan nama penyandang disabilitas/anak/lanjut usia/gepeng
: Diisi dengan NIK

: Diisi dengan Jenis kelamin

: Diisi dengan tempat tanggal lahir

: Diisi dengan alamat

: Dlisi dengan posisi tempat tinggal/domisili apakah tiggal di keluarga {rumah) atau tidak

: Diisi dengan nomor kartu keluarga

: Diisl dengan posisi tinggal ketika df luar keluarga, apakah di panti, komunitas, jalanan, pasar, terminai, dil

: Diist hubungan penerima pelayanan dengan kepala keluarga
: Diisi dengan status perkawinan

: Diisi dengan jenis pekerjaan atau sekolah

: Dilisi dengan jenis disabilitas, jika penyandang disabilitas




Kolom 14
Kolom 15
Kolom 16
Kolom 17

Diisi dengan kondisi ketelantaran, apakah masih ada seseorang, keluarga atau masyarakat yang mengurus

: Diisi dengan kondisi ketelantaran jika rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungan
Diisi dengan keondisi ketelantaran jika masih memiliki keluarga, tetapi mengalami tindak kekerasan, perlakukan salah eksploitasi, dan penelantaran

: Diisl dengan keterangan tambahan




FORM 6.A.6 DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL {SDM KESOS)

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN : 2022 (TWI/TW I/ TWIID
JENIS SDM KESOS STATUS SDM REKRUITMEN DAN PEMBINAAN
NO NAMA (PEKSOS/PENSOS/TKS/RELAWAN NAMA KELEM?;‘SQQ?%%Q%@; PRASARANA KET
SOSIAL) ASN MASYARAKAT PUSAT PROVINSI KAB/KOTA
1 3 3 4 5 6 7 g I 10
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak telantar, Lansia Terlantar, Gelandnagan Pengemis di dalam panti/lembaga
1 - UPTD (Panti Sosial Penyandang Disabilitas
- Panti Sosial Masyarakat
2 - LKS
- Rumah singgah
- Puskesocs
Dst - SLRT
[Total
Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
—1— = Dapurumum . _ . — - —
- LDP
- Manajemen logistic
- Manajemen Shelter
- TRC
- Keposkoan
- KSB
2
Dst
Total

Sumber Data:
1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali danfatau pendataan dan veri vali Dinsos Prov/Kab/Kota

KETERANGAN: ’
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama 5DM kesos
Kelom 3 : Diisi dengan jenis SDM kesos, apakah pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga kesos, atau relawan sosial
Kolom 4 : Diisf dengan jenis nama kelembagaan atau sarana prasarana tempat SDM kesos bekerja/beraktifitas

Kolom 5/6 : Diisi dengan status SDM kesos, apakah ASN atau SDM masyarakat
Kolom 7 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDPM kesos
Kolom 8 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos
Kolom 9 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos
Kolom 10 : Diisi dengan keterangan lainny



FORM 6.A.8 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASARPADA SPM
BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN : 2022 (TWI/TWII/ TW III)

JUMLAH PENERIMA PELAYANAN

JUMLAH SARANA PRASARANA

KONDISI SARANA PRASARANA

TINGKAT KERUSAKAN

NO DASAR YANG MEMBUTHKAN SHELTER/ KENDARAAN TRC
CALL DAPUR MANAJEMEN MANAJEMEN TRC SANGAT KURANG
SARANA PRASARANA RUMAH PUSKESOS KHUSUS KETELANT LDP KEPOSKOAN KSB BAIK RENDAH SEDANG BERAT
SINGGAH CENTER KEDARURATAN ARAN UMUM LOGISTIK SHELTER BENCANA BAIK BAIK
1 z 2 4 5 5 7 a g 10 11 12 12 14 15 16 17 14 i2 20

Rehabilitasi seslal dasar penyandang disabllitas terlantar, anak terlantar, lanjul

t usia terlantar, dan gelandangan pengemis di

luar panti sosial

1 |iumlah total penyandang disabilitas
terlantar yang memerlukan layanan di
luar pantd/lembaga

2 |lumlah total anak terlantar yang
memerlukan layanan di luar
pant/lembaga

3 |Jumlah total lanjut usia terlantar yang
mererlukan layanan di luar
pantiflermbaga

4 [Jlumlah total gelandangan pengemis
[vang memerlukan layanan di luar
panti/lermbaga

[T'otal sarana prasarana yang ada

umlah sarana prasarana yang
dibutuhlcan

Perlindungan dan Jaminan sosfal bagl korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota

1 [Estimasi jumlah korban bencana
kabupaten/kota

[Total sarpras yang ada

lumlah sarpras yang dibutuhkan

1

Sumber Data:
1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Provinsi

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9

: Diisi dengan nomor urut

: Diisi dengan jumlah total (populasi) penerima pelayanan dasar yang membutuhkan sarana prasaeana
: Diisi dengan jumlah sarana prasarana shelter/rumah singgah

: Diisi dengan jumlah sarana prasarana call center
: Diisi dengan jumlah sarana prasarana kendaraan khusus kedaruratan
: Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC ketelantaran
: Diisi dengan jumlah sarana prasarana dapur umum

: Diisi dengan jumlah sarana prasarana LDP

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen logistik
Kolom 11 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen shelter
Kolom 12 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana keposkoan
Kolom 13 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kampung siaga bencana
Kolom 14 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC bencana

: Diisi dengan jumlah sarana prasarana pusat ksejahteraan sosial




FORM 6.B.1 PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA Di DALAM PANTI

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA  :DONGGALA
TAHUN ANGGARAN  : 2022 (TW I/TW II/ TW III)
JENIS LAYANAN PENERIMA LAYANAN STANDAR LAYANAN IND]KII-(\;EF&I;{‘%IQI;"I[ SUB TARGET/;’]E.:;IENUHAN KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN
1 2 3 4 5 6 7

Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar di Dalam Panti

Penyandang Disabilitas
Terlantar di Wilayah
Provinsi

Standar Jumlah dan
Kualitas Barang
dan/atau jasa

Persentase (%)
Penyandang Disahilitas
Terlantar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di
dalam panti

Terpenuhinya kebutuhan
dasar penyandang
disabilitas terlantar di
dalam panti

RUMUS;

X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di
dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di
daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitast
sosial dasar di dalam panti.

Indikator Kinerja = X/Y x 100%

A, Standar Biaya Pribadi
Disabilitas

a, Penyediaan
Permakanan

(@) jurnlah penyandang Disabilitas Terlantar penerima permakanan di
dalam panti per tahun;

(b} jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun;

{c) indeks permakanan perorang per hari;

{d) pengadaan sarana prasarana dapur; dan

(e} bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti
sosial milik Pemerintah Daerah provinsi.

Kategori 1 bagi daerah vang sudah memiliki panti
Penyandang Disabilitas.
RUMUS=axbxc

Kategori 2 bagi daerah-yang belum memiliki panti
Penyandang Disabilitas.
RUMUS =(axbxc)+d

Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti
sosial Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke
panti sosial milik masyarakat di wilayahnya.
RUMUS = e

B. Standar Sarana dan
Prasarana Panti Sosial

b.Penyediaan Sandang

{a) pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel,
pakaian olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian dalam é {enam) buah per
tahun;

(b) pembeltan perlengkapan mandi setiap bulan;

(c) pembellan kebutuhan khusus untuk: anak perempuan, balita, dan
yang mengalami bedridden setiap bulan;

(d) pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun;

(e} perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak per tahun; dan

{f) transportasi petugas.

RUMUS = a+b+c+d+e+f

1.Standar SDM

c. Penyediaan asrama
yang mudah diakses

{a) biaya pembangunan gedung baru;
(b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana;
{¢) dukungan sarana dan prasrana untuk panti milik masyarakat.

Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti
Penyandang Disabilitas.
RUMUS =b

Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti
Penyandang Disabilitas dan mampu menyediakan
anggaran.

RUMUS = a+b

Kategor{ 3 bagi daerah yang belum memiliki panti
sosial Penyandang Disabilitas dapat merujulk ke
panti sosial milik masyarakat di wilayahnya.
RUMUS=c¢"




JENIS LAYANAN

PENERIMA LAYANAN

STANDAR LAYANAN

INDIKATOR SPM/ SUB
KEGIATAN

TARGET/PEMENUHAN
SPM

KOMPONEN BIAYA

PERHITUNGAN

1

2

3

4

5

6

7

2.5tandar sarana dan
prasarana

d.Penyediaan alat bantu

{a) kursi roda,

(b} kaca mata,

(c) pemerikasaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu,
{d} alat bantu dengar,

(e} kruk,

() triped,

{g) tongkat putih,

(h) reglet (alat tulis untuk tuna netra), dan

(i) transport petugas.

Sesuai kebutuhan

e. Penyediaan
perbekalan kesehatan
di dalam panti

{a) obat psikiatri;

{b} obat umum;

{c) tensimeter;

(d) timbangan;

(@) pengukur tinggl badan;

{ pengukur gula darah;

(g) termometer;

{h} honor perawat;

{) biaya kunjungan dokter;

{jy biaya kunjungan psikiater; dan

Sesual kebutuhan

(k}-biaya kunjungan pekerja sosial-medis— - —

f. Pemberian bimbingan
Asik, mental spiritual,
dan sosial

{a) honor pekerja soslal profesional/ tenaga kesejahteraan sosial;
{b) pembelian alat peraga;
{c) pembelian alat tulis kantor.

RUMUS=a+b+c

g. Pemberian bimbingan
aktivitas hidup sehari-
hari

{a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial;
{b} pembelian alat peraga;
{c) pembelian alat tulis kantor.

RUMUS=a+b+c¢

h.Fasilitasi pembuatan (a} biaya transportasi pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan |RUMUS=a +b
Nomor Induk sosial; dan
Kependudukan (b) blaya transportasi penyandang disabilitas.

i, Akses ke layanan (a) blaya transportasi pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sostal; dan [RUMUS=a+ b
pendidikan dan {b) biaya transportasi penyandang disabilitas.

kesehatan dasar

j. Pemberian pelayanan
penelusuran keluarga

Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.

Sesual dengan standar biaya

l.Pemberian pelayanan
reunifikasi keluarga

{a) blaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional;
(&) biaya transport penyandang disabilitas terlantar; dan

reunifikasi keluarga

(¢} biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah

Sesuai dengan standar biaya




FORM 6.B.2 PENGHITUNGAN ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI.

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA  : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN  :2022 (TWI/TWII/ TW III)
PENERIMA INDIKATOR SPM/
JENIS LAYANAN LAYANAN STANDAR LAYANAN SUB TARGET/PEMENUHAN SPM KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN
KEGIATAN
1 2 3 4 5 & 7

Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak Terlantardi
Dalam Panti

Anak Terlantar di
wilayah provinsi

Standar Jumlah dan
Kualitas Barang
dan/atau Jasa :

Persentase (%) Anak
Terlantar yang
terpenuhi kebutnhan
dasarnya di dalam panti

Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang
disabilitas terlantar di dalam panti

RUMUS:

X = Jumlah Anak Terlantrar di dalam Panti yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Y = Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi
yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di
dalam panti.

Indikator Kinerfa = X/Y x 100%

A. Standar BiayaPribadi
Anak

a. Pengasuhan

(d) Jumlah tenaga kesejahteraan sosial;
(e) Jangka waktu pemberian layanan;
{f) Indeks_honor

RUMUS=axbxc

B.Standar Sarana dan
Prasarana Panti Sosial

b. Penyediaan
permakanan

1.5tandar SDM

(a) Jumlah anak terlantar penerima permakanan
di dalam panti per tahun;

(b) Jumlzh hari pemberian layanan permakanan
dalam 1 (satu) tahun;

{¢) Indeks permakanan per orang per hari;

(d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur;

2.Standar sarana dan
prasarana

(e) Bantuan permakanan dengan standar biaya
sama dengan panti sosial milik Pemerintah
Daerah Provinsi,

Kategorl 1 bagi daerah yang sudah memiliki pantd
sosial Anak Terlantar.
RUMUS=axbxc

Kategorl 2 bagi daerah yang belum memiliki panti
sosial Anak Terlantar.
RUMUS={axbxc)+d

Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti
sosial sosial Anak Terlantar dapat merujuk ke
panti sosial milik masyarakat dl wilayahnya.
RUMUS = e

¢. Penyediaan sandang

(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian
seragam sekolah, pakaian harian 4 (empat)
stel,pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun;

(b) Pembeiian perlengkapan mandi setiap
bulan;

(c}) Pembelian kebutuhan khusus untuk anak
perempuan dan balita setiap bulan;

(d) Pembelfan alas kakl terdiri atas sandal dan
sepatu per tahun;

(e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan agama
anak per tahun;

(f) Transport petugas.

RUMUS=a+b+c+d+e+f

d. Penyediaan asrama
vang mudah diakses

(a) biaya pembangunan gedung baru;

(b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana
prasarana;

{¢) dukungan sarana dan prasrana untuk
pantimilik masyarakat.

Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti
sosial Anak Terlantar.
RUMUS =b

Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti
sosial Anak Terlantar dan mampu menyediakan
anggaran. RUMUS =a +b




_———

INDIKATOR SPM/
JENIS LAYANAN PEA”{,EPI‘\};‘Q STANDAR LAYANAN SUB TARGET/PEMENUHAN SPM KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN
LAYA KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7

Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti
sosial Anak Terlantar dapat merujuk ke panti
sosial milik masyarakat di wilayahnya.

RUMUS =c¢

e, Penyediaan
perbekalan kesehatan
di dalam panti

(a) Obat umum;

(b} Tensimeter:

(¢} Timbangan;

(d) Pengukur tinggi badan;
(e) Termometer;

() Homor perawat;

{g) Biaya kunjungan dokter.

Sesuai dengan kebutuhan

f. Pemberian bimbingan
fisik, mental spiritual,
dan sosial

(a) Honor pekerja sosial profesional;
{b) Pembelian alat bermain anak;
(c) Pembelian alat tulis kantor,

RUMUS=a+b+c

g. Pemberian bimbingan
aktivitas hidup____ .

sehari-hari

(a) Honor pekerja sosial profeslonal;
(b) Pembelian alat peraga;

RUMUS=a+b+c

""|(c) Pembelian alat tulls Kantor.

h. Fasilitasi pembuatan
akta kelahiran,
nomor induk
kependudukan, dan
kartu identitas anak

(a) Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/
Tenaga Kesejahteraan Sosial;
{b) Biaya transport anak.

RUMUS=a+b

i, Akses ke layanan
pendidikan dan
kesehatan dasar

(a) Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/
Tenaga Kesejahteraan Sosial:

(b} Blaya transport anal;

(c) Perlengkapan sekolah terdiri atas buku, tas
sekolah, dan alat tulis.

RUMUS=a+b+¢c

. Pemberian pelayanan
penelusuran keluarga

Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.

Sesuai dengan standar biaya

k. Pemberian pelayanan
reunifikasi keluarga

(8) Biaya perjalanan atau transport pekerja
sosial profesional;

(b} biaya transport anak terlantar; dan

() biaya perjalanan dalam rangka penguatan
sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.

Sesuai dengan standar biaya

L. Akses ke layanan
pengasuhan kepada
keluarga pengganti

{(a) Biaya perjalanan atau transport Pekerja
Sosial Profesional;
(b} Biaya transport anak terlantar.

Sesuai dengan standar biaya




FORM 6.B.2 PENGHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN  :2022 (TW I/TW II/ TW III)
INDIKATOR SPM/
JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN| STANDAR LAYANAN SUB TARGET/PEMENUHAN SPM KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN
KEGIATAN
1 Fi 3 4 5 6 7
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di |Standar Jumlah dan Persentase (%) Lanjut  [Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia RUMUS:
Dasar Lanjut Usia wilayah provinsi Kualitas Barang Usla Terlantar yang terlantar di dalam panti X = Jumlah Lanjut Usia Terlantrar di dalam

Terlantar di Dalam
Panti

dan/atau Jasa :

terpenuhi kebutuhan
dasarnya di dalam panti

Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Y = Populasi Lanjut [Jsia Terlantar di daerah
provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial
dasar di dalam panti.

Indikator Kinerja = X/Y x 100%

A.Standar Biaya Pribadi
Lanjut Usia

a. Penyediaan
Permakanan

B.Standar Sarana dan
Prasarana Panti Sosial

1.Standar SDM

(@) Jumlah Lanjut Usia Terlantar penerima
permakanan di dalam panti per tahun;

(b} Jumlah hari pemberian layanan permakanan
dalam 1 (satu) tahun;

(¢).Indeks permakanan.per.orang per_hari;

Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki
panti sosial Lanjut Usia Terlnatar.
RUMUS=axbxc

(d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur;

(e) Bantuan permakanan dengan standar biaya
sama dengan panti sosial milik Pemerintah
Daerah Provinsi.

Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki
panti sosial Lanjut Usia Terlantar.
RUMUS =(axbxc)+d

Kategori 3 bagt daerah yang belum memiliki
pantl soslal Lanjut Usia Terlantar dapat merujuk
ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya.
RUMUS = e

2.Standar sarana dan
prasarana

b. Penyediaan Sandang

(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian
harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1
(satu)stel, dan pakalan dalam é (enam} buah
per tahun;

(b) pembelian perlengkapan mandi setiap bulan;

{¢) pembelian kebutuhan khusus untuk lanjut
usia yang mengalami bedridden setiap
bulan;

(d) Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan
sepatu per tahun;

(e} Perlengkapan ibadah sesuai dengan agama
per tahun;

() Transport petugas.

RUMUS=a+b+c+d+e+f

¢. Penyediaan asrama
yang mudah diakses

(a) biaya pembangunan gedung baru;

(b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana
prasarana;

{c) dukungan sarana dan prasrana untuk panti
milik masyarakat,

Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki
panti sosial Lanjut Usia Terinatar.
RUMUS =b

Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki
panti sosial Lanjut Usia Terlantar.
RUMUS =a+b

Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki
panti sosial Lanjut Usia Terlantar dapat merujuk
ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya.
RUMUS =¢c




3

INDIKATOR SPM/
JENIS LAYANAN (PENERIMA LAYANAN| STANDAR LAYANAN SUB TARGET/PEMENUHAN SPM KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN
KEGIATAN
1 Z 3 4 5 [ 7
d. Penyediaan alat (a) Kursi roda, Sesual dengan kebutuhan
bantu (b) kaca mata,

(c) pemerikasaan dan pengukuran, serta
penyediaan alat bantu dengar,
(d) kruk,
{f) Lansia walker;
(g) tripod,
(h} tongkat;
{i} transport petugas.

e. Penyediaan
perbelalan kesehatan
di dalam panti sosial

{a) Obat umum;

{b) Obat khusus;

(c) Tensimeter;

(d) Timbangan;

(e) Pengukur gula darzh, kolesterol, dan asam
urat;

() Termometer;

{g) Honor perawat;

(h) Biaya kunjungan dokter;

(i) Biaya kunjungan psikiater;

Sesuai dengan kebutuhan

-{j}-Biaya kunjungan pekerja-sosial medis:

f. Pemberian bimbingan
fisik, mental spiritual,
dan sosfal

(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga
kesejahteraan sosial;

(b) pembelian alat peraga;

(c} pembelian alat tulis kantor; Pembelian
bahan/ alat pengisi waktu luang.

RUMUS=a+b+c+d

g. Pemberian bimbingan

(a) Honor pekerja sosial profesional/ Tenaga

RUMUS=a+b+c

aktivitas hidup Kesejahteraan Sosial;
sehari-hari (b) Pembelian alat peraga;
(c) Pembelian alat tulis kantor.
h. Fasilitasi pembuatan (a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ RUMUS =a+Db
Nomor Induk tenaga kesefahteraan sosial;
Kependudukan (b} Biaya transport lanjut usia.
(a) Blaya transport pekerja sosial profesional/ RUMUS=a+b

i. Akses ke layanan
kesehatan dasar

tenaga kesejahteraan sosial;
(b) Biaya transport lanjut usia.

}. Pemberian pelayanan
k. penelusuran keluarga

Blaya perjalanan pekerja sosial profesional.

Sesuai dengan standar biaya

1. Pemberian pelayanan
reunifikasi keluarga

(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja
sosial profesional;

(b} Biaya transport lanjut usia terlantar;

(¢) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan
sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.

Sesual dengan standar biaya

m.Pemulasaraan

(a) Paket biaya pemulasaraan;
(b) Transport petugas.

RUMUS=a+b




FORM 6.B.4 PENGHITUNGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN :2022 (TWI/TW I/ TW III)
INDIKATOR SPM/
JENIS LAYANAN |PENERIMA LAYANAN| STANDAR LAYANAN SUB TARGET/PEMENUHAN SPM KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN
KEGIATAN
1 2 E] 4 5 & 7

Rehabllitasi Sosial
Dasar Gelandangan
dan Pengemis di
Dalam Panti

Gelandangan dan
Pengermis dt wilayzh
provinsi

Standar Jumlah dan
Kualitas Barang
dan/atau Jasa :

Persentase (%)
Gelandangan dan
Pengemis yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya di dalam panti

Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan
dan Pengemis di dalam panti

RUMUS:

X = Jumlah Gelandangan dan Pengemis di
dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya.

Y = Populasi Gelandangan dan Pengemis di
daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi
sosial dasar di dalam panti.

Indikator Kinerja = X/Y x 100%

A, Standar Blaya Pribadi
Gelandangan dan
Pengemis

a. Penyediaan
Permakanan

(a) Jumlah gelandangan dan pengemis penerima
permakanan di dalam panti per tahun;

(b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan
dalam 1 (satu) tahumn;

B. Standar Sarana dan

Prasarana Panti Soslal

(¢) Indeks permakanan per orang per hari;

1.5tandar SDM

(6) Bantuan permakanan dengan standar biaya
sama dengan panti sosial milik Pernerintah
Daerah provinsi.

Kategort 1 bagt daerah yang sudah memiliki
panti soslal Gelandangan dan Pengemis.
RUMUS =axbxc

(d) Pengadaan saratid dan prasarana dapur;—

Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki
pantf-sosial Gelandangan dan-Pengemis—-
RUMUS =(axbxc)+d

Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki
panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat
merujuk ke pantl soskal milik masyarakat di

wilayahnya,
RUMUS ="¢

2.Standar sarana dan
prasarana

b. Penyediaan Sandang

(a) Pembellan pakaian terdirl atas pakaian
seragam sekolah, pakaian harlan 4 {empat)
stel,pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun;
(b) Pembelian perlengkapan mandi setiap
bulan;
(c) Pembellan kebutuhan khusus untuk anak
perempuan dan balita setiap bulan;
(d) Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan
sepatu per tahumn;
(e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan

agamanya per tahumn;
(f) Transport petugas.

RUMUS =a+b+c+d+e+f

c. Penyediaan asrama/
wisma yang mudah
diakses

(a) biaya pembangunan gedung baru;

(b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana
prasarana;

(c}) dukungan sarana dan prasrana untuk panti

milik masyarakat.

Kategori 1 bagt daerah yang sudah memilild
panti sosial Gelandangan dan Pengemis.
RUMUS =b

Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki
panti sosial Gelandangan dan Pengemis.
RUMUS=a+h

Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki
panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat
merujuk ke pantt sosial milik masyarakat di

RitaRe

d. Penyediaan
perbekalan kesehatan
di dalam panti

(8) Obat umum;

(b) Tensimeter;

(¢) Timbangan;

(d) Pengukur tinggi badan;
(&} Termometer;

{f) Honor perawat;

(g} Biaya kunjungan dokter.

Sesuai dengan kebutuhan




INDIKATOR SPM/

JENIS LAYANAN | PENERIMA LAYANAN| STANDAR LAYANAN SUB TARGET/PEMENUHAN SPM KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN
KEGIATAN
T z 3 7 5 [ 7

e. Pemnberian bimbingan
fisik, mental spiritual,
dan sosial

{a} Honor pekerja scsial profesional;
(b} Pembelian alat bermain analg
(¢) Pembelian alat tulis kantotr.

RUMUS=a+b+c

f. f. Pemberian
bimbingan
keterampflan hidup
sehari-hari

(a) Honor pekerja sosial profesional;
(b) Pembelian alat tulis kantor.

RUMUS=a+b

g. Pemberian bimbingan
keterarmpilan dasar

(a) Honor Instruktur;
(b} Bahan keterampilan;
(c} Alat keterampilan.

RUMUS=a+b+c

h. Fastlitasi pembuatan
Nomor Induk
Kependudukan,
Kartu Tanda
Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat
Nikah, dan/atau
Kartu ldentitas Anak

(2) Biaya transport pekerja sosial profesional/
tenaga kesejahteraan sosial;
(b} Biaya transport gelandangan dan pengemls.

RUMUS=a+b

i. Akses ke layanan
pendidikan dan
kesehatan dasar

(a) Biaya transport pekeérja sosial profesional/——
tenaga kesejahteraan sosial;

(b) Biaya transport gelandangan dan pengemis
serta keluarganya;

RUMUS=a+b+c-

j. Pemulangan ke
k. daerah asal

(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/

tenaga kesejahteraan sosial;

RUMUS =a+b




FORM 6.B.7 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL

'PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 12022 (TWI/TWII/ TW I
JENIS LAYANAN P&i‘grﬁ ﬂ?:ﬁﬁﬁ Igggﬁgg&ﬁ.iw TARGET/PEMENUHAN SPM KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN D?QIT?UYI-?KNAGN
1 3 Ej 4 5 & 7 a8
RUMUS: Tamlah Penyandang

Perlindungan sosial
korban bencana alamn

Korban bencana alam
dan sosfal di wilayah

Standar jumlah dan
kualitas barang

Persentase (%) korban
bencana alam dan

Terpenuhinya kebutehan dasar Rorban
bencana alam dan sosial di wilayah

X = jumlah Korban Bencana Alam dan Sosfal
kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan

Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, Gelandangan
Pengemis di wilayah
kabupaten/kota.

Jurnlah LKS/ Rumah Singgah
untu Disabilitas, Anak,Lanjut

dan soslal kabupaten/kota dan/atau jasa sosial yang terpenuhi kabupaten/kota
kebutuhan dasarnya di dasarnya.
wilayah kabupaten /kota Y = Populasi Korban Bencana Alam dan Sosialdi
{ ! daerah kabupaten /kota yang membutuhkan
perlindungan dan jaminan soslal pada saat dan
i setelah tanggap darurat hencana
kabupaten/kota.
|A.Standar biaya pribadi a. Penyediaan {a) Paket pembelian bahan permakanan/ RUMUS=a+b+c
- korbanbencanaalamdan|  permakanan makanan siap saji; *fa=dxexf
sosial Tt - ~—1(b) Blaya perjalanan/ transport petugas; -

(c) Blaya pengiriman;

(d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan
soslal per tahun;

(8} Perkiraan jumlah hari pemberian layanan
permakanan per kejadian bencana dalam
1(satu) tahun;

{f} Indeks permakanan per orang per hari.

B. Standarsarana dan
prasarana tempat
penampungan pengungsi

b. Penyediaan sandang

{g) Pembelian paket sandang dan perlengkapan
keluarga serta family kids;

{b) Biaya perjalanan/ transport petugas;

(¢) Biaya pengiriman;

{d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun;

(&) Indeks sandang per orang per kejadian.

RUMUS=z=a+b+c¢
*a=dxe

1. Standar SDM

C, Penyediaan tempat
penampungan
pengunpsi

(8) Paket penyediaan tempat penampungan
pengungsl;

{b) Blaya perjalanan/ transport petugas;

{c) Biaya pengiriman;

{d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun;

(8) Indeks ternpat penampungan pengungsi.

RUMUS=a+bh~c
*as=dxe

2. Standar sarana dan
prasarana

tl. Penanganan khusus
bagi kelompok rentan

(3) Pembellan paket bahan permakanan khusus
(lanjut usia, ibu hamil, penyandang
disabilitas, dan anak);

(b} Biaya perjalanan/ transport petugas;

{c) Biaya pengitiman;

(d) Perkiraan jurnlah kelompok rentan;

(&) Indeks penanganan khusus.

RUMUS=za+b+c
*a=dxe

€. Pelayanan dukungan
psikosial

(a) Pengadaan paket alat bantu dukungan
pelkosasial;

{b} Honor pekerja sosial profesional/ tenaga
kesejahteraan sosial/ relawan soslal;

(¢} Biaya pengiriman;

(d) Perkiraan jumlah korban bencana;

(e) Indeks dukungan psikososial.

RUMUS=a+b+c¢c
*a=dxe

Usia, Gelandangan Pengemis

Data SDM pengelola
layanan sosial di luar pantl.

Data tenaga penunjang di
LKS/ Rumah Singgah
{administrasi).




FORM 6.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, GEPENG DILUAR PANTI

: SULAWESI TENGAH
: DONGGALA

£ 2022 (TW I/TW 11/ TW III)

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN

TARGET

NO KELUARAN (OUTPUT) SATUAN

REALISASI

CAPAIAN

%

VOLUME

RP

VOLU

ME RP

FISIK

KEUANGAN

SUMBER
DANA

PERMASALAHAN

SOLUSI

3 4

6

9

10

11

12

5

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (output) form 6.C.5

Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)

Kolom 7 ; Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan




“—

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN

: SULAWESI TENGAH
: DONGGALA

£ 2022 (TW I/TW 11/ TW III)

FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL

N\

CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)

APAIAN PBQYEDIAAN LAYANAN DASA

POPULASI DI DAERAH

CAPAIAN
NO | JENIS LAYANAN DASAR JUMLAH KLAIM KABUPATEN KOTA YANG KATEGORI
CAPAIAN (%) TARGET REANISASI CAPAIAN (%) SPM
LUAR PANTI MEMBUTUHKAN REHABSOS
LUAR PANTI
1 2 3 4 5 6 7\ 8 9 10
1 |Penyandang \
Disabilitas Terlantar

2 |Anak Terlantar “ \

3 |Lansia Terlantar \\ \

4 |Gepeng \ \\

5 |Bencana alam dan

sosial
Keterangam :
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sosial sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPMKolom
3 : Diisi dengan jumlah klien luar panti
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah populasi yang membutuhkan rehabsos luar panti dari penerapan SPM s
Kolom 5 : Capaian (%) = jumlah klaim dalam panti yg terpenuhi kebutuhan dasar selama 1 tahun anggaran dibagi populasi penyandang disa}ilita antar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng di
propvinsi yang membutuhkan rehabso di dalam panti dikalikan 100%

Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal sosial yg berbasi penerima dan standar teknisKolom
7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan
Kolom 8 : Capaian (%) = realiasi dibagi dengan targer dikalikan 100%
Kolom 9 : Capaian penerima layanan + dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua)

Kolom 10 : Kategori : sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-5)




